SALINAN
BUPATI BANGKALAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANCKALAN
NOMCR IQ TaHuN 2026
TENTANG
PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TI/HAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANCKALAN,

Menimbeng: bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukumpelaksanaan

Mengingat

tugas Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2026
pada masing-masing FPerangkat Daerah dapat terselenggara
secara.  efektif dan  efisien, serta  hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun
manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan umum dan
pembangunan, maka perlu menetapken Peraturan Bupall
entang Pedomen Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 dalam Peraturan Bupati;

L. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undeng Numor 1 Tabun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Republik Indonesia |Lembarar
Negara FRepublik Indonesia Tahun 20034 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

3. Undang-Undang Noumor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Renublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lemburan
Negara Kepublik Indonesia Nomor 5584) sebagaimans telah
beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undeng Nomor 6
Tehurn 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Eepublilt Indonecsie Tahun



baghukumsetdabkl@gmail.com
Rectangle


Moenctapkan

10.

L

Siogn

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republil
Inconesia Nomor 6R56);

Undeng-Undang Nomer | Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pejneriniahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomeor 4 Nomor 6757):

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemeriniah Penggarti Undang-Undang Nemaor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indunesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemecrinteh Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Stancart Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2165);

Peraturar Pemerinteh Nomor 8 Tahun 2006 tontang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik [ndenesia Tahun 2006 Normor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
+014);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nemor 42, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang tentang
Pengadasan Barang/.asa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia. Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 67);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tenlang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuengan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

FPeraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor T27);

MEMUTUSKAN

FERATURAN BUPATI TENTANG FEDUMAN KERJA DAN
FELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKALAN TAHUN 2026,
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Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pedoman Kerja
dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Laty piran yarng
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pereturan Bupat

1131,

Pedoman Kerja dan

Fasal 2

Pelaksanaan Tugas sebagaimana

dimaisud dalam Pasal 1, terdin dari :

&. BAB 1 : UMUM

b. BAR T : ANGGARAN PENDAPATAN DAN
HELANJA DAERAH

c. BAB LI : PELAKSANAAN APEDD

d. BAB IV : PENGENDALIAN ANGGARAN

e BABV : MEKANISME LAFORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
APBL) / AFBN

f. BAB V| : PERJALANAN DINAS

8- BABVI : PEMBINAAN AFARATUR

h BABVIII : STANDAR
HONORARIUM /UPAH/ ONGKOS

i. BABGIX ¢ ADMINISTRASI PENGELOLAAN
BARANG DAERAH

j. BAB X : PENGADAAN BARANG JASA

k. BAB X1 : ADMINISTRASI PENGELOLAAN
BARANG DAERAIL

l. BABXIl : PEDUMAN PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

m BAR XMl : PENYELENGGARAAN PENATAAN
RUANG

n. BAB XIV | SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
[NSTANSI PEMERINTAHAN (SAKID)

o, DAL X : PENUTUP '

Pasal 3
Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas sebagamana
dimaksud dalam: Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan yang

harus dilaksanaken oleh masing-masing Perangkat Naersh
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk
pelaksanaan program /kegiatan Tahun 2026,




Pasal 4

Peraluran Bupati ini mulai berlaku

diundanglkan.

Agar setiap orang mengetahuinva,
pengundangan Peraturen Bupati
penempatannya dalam  Berita Daerah

Banghkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

pada

memerintahkan
dengan
Kabupaten

pada tanggal 10 Februari 2026

BUPATI BANGKALAN,

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 10 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,
ttd.
ISMET EFFENDI

BEF: 11 wanrAF KABUPATEN BANUKALAN 1AHUN 2026
NOMOR § S8=R1 E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
MASYHUDUNNURY

Pembina Tingkat |
NIP. 19741115 199803 1 004

tanggal


baghukumsetdabkl@gmail.com
Typewritten text
Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 10 Februari 2026 

         BUPATI BANGKALAN,                    
  
                        ttd.    

            LUKMAN HAKIM

baghukumsetdabkl@gmail.com
Typewritten text

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 10 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,   
                                      
                                     ttd.
  
                         ISMET EFFENDI

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004
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LAMFEIEAN  PEHATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOER ll:.'l TAHUN 2036 TENTANG
PEDOMAR KERJA DAN PELAKSANAAN
TUGAS PEMERINTAH EKABUPATEN
BANGEALAN TAHUN 20236

FEDOMAN EERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS
PEMERINTAH HAEUPATEN BANGEALAN TAHUN 2026

BAB I
UMUM

A. EKETENTUAN UMUM

1. Dalam ranghka pelaiksanaan Peraturan Perundarg-Undangan vang
berkaitan dengan Pedomnan Kerja dan Pelaksanaan Tugas
Pemerintah Kabkupater Bangkalan antara lain ¢

Pengelolaan Kenangan Daerah, antera lain ¢

£

1)
2)
3]
4]

S)

=

4

10)

12)

Undang Undong Nomor 17 Tohun 2003 tentang
Heuangan Nogars;

Undang-Undang Nomer | Tahun 2004 tsutang
Ferbendaharaan Negara,

Undang-Undang Nomor 40 Talua 2004 tentang Sistem

Jaminan Snsial:

Undeng-Undang Nomer 3 Tahun 2005 tentang Sistern
Krolahragaan Masicnal;

Lncang-Undang Memor 23 ‘Tahun 2006 tentars Sistem
Admimislrazi Heperdudukan  sebagaimana  ielah
dirthah dengan Undang-Undang Nomer 24 Tahun
20713

Undang-Undarng Nomor 4 Tahun 200§ lcotang
KHeterbukean Informasi;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tenang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial;

Undang-Undang Nomor 7 Takun 2012 tentanp
Penanganan Konflik Sosial;

Lndang-Uncang MNomor 3§ Tabhun 2024 ertang
Ferabtahan Kedua atas Undeng undang Nomor & Tahun
2024 teatanz Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Femerirtahan Dacrsh a::haaahn&m telah i abalk
terakhir dengan Undang-Undang Nomoer 9 Tabun 2015
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 rentang
Hubungan Keusngan artare pemerintah Pasat dan
Pemerintal Doeralk;

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2028 centang
Keschatan,




13]

14)

13)

16)

17)

18)

19]

20

22)

23)

24

23)

25

27)

Peraturan Pemerintah Nemor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah den Wakil Kepala
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Promkoler dan Keuangsn Pampinan dan
Angpota DPRD  sebogoimana telah diubah dengan
FPeraturan Femerintah Nomor 57 Tabun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Takun 20085 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah di ubsh dengan Paraturan
Femerintah Nomor T4 Tahun 2012

Peraturan Pemerininh Nemoer 8 Tahur 2006 tencang
Pelapcran Keuangan can Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Pemerintall Nomor 60 Takun 2008 tentang
Sistem Fengendalian Intern Pemerintah,

Feratvran Pemerniah Nomor 5 Tashur 2009 ten-anp
Bantuan Keuvangan Kepada Partai Politile sebagaimana
telah beberapa kell diubch dan terakhir denpan
Peratoran Pomcrintals Nooner 1 Tabuan 2015;

Pereruran FPemerintal Nomor Y labun 2010 teniang
Tate Cara Pemberian dan Pemsanfaatan Insentif
Penpumutan Pajak Dserab dan Retribusi Dasrah;
Percturan Pemerintah Momer 71 Tehun 2010 tenlang
Srandar Alouaranst Pemerintahan;

Feraturan Pemerintah Momor 2 Tahuan 2012 lenlang
Hibah Daeran;

Peraturen Pemerntah Nomor 27 Tahun 2014 t=ntang
Fenzelolaan Barang Milik Megara/Daerah sebsgeimana
teledn di ubal dengpn Peraturan Femerintalk Nomor 28
Tahun 20201

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 temang
Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undeng Nomor 6
Tahun 2014 tenvang Desa sebagmumana telah diubah
denpan Peraiuian Pemcrictahy Nomor 47 Talan 2012,
Peraturan Pemenn:abh Nomer 70 Tahun 2015 lentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jarinan Eemeatian bagi
Apararur Sipil Nezara sebagaimana telah dinbah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017
Feraturan Pemecnntah Nomor 1 Tehun 2017 tentang
tenitang Fertambangan;

Peraturan Pemegrintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawal Neger. Sipil sezbagaimana ielah
dinnak denpan Peraiuran Pemerintah Nomaor 17 Tahan
20Z20;

FPeraturan Pemeriniah Nernor 18 Taivan 2017 jentang
Hak Keuangan dan Administrasi Finpinan can Arnggeta
Dewan Pe-wakilan Rakyat,




28)
239)
30)
21)

33)

a4)

35)

26)

37)

a9)

40)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 teniang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD;
Peraturan FPemerintah Nomor 28 Tahun 2018 teniang
Kerjasama Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomar 12 Tahun 2019 rentang
Pengelolaan Keusngan Tlaerah;

Peraturan Pemerintah Nemor 35 Talan 2023 tenlang
Eetenmaen Umum Fajek Dacrah dan Retribusi Dlaerah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

2015 tentang Kerjasmma Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Penyedizan Infrasrmikroe;

Paraturan Presiden Espublik Indonesin Momor 26 Tahun
2021 tentang Perubabhan atas Feraturan Presiden
Fepublik Indonesia Nomwor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfzatan Dana Kapitasi Jaminen
Kesehatan Nasional pada Fasilitas kesshatan Tingkat
Pertama Milik Pemierintah Daeraly

Peraturan Presiden Nomor 72 Tehun 2035 tentang
S3landar Harga Satusn Eegional;

Feraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 8 Tahun 199
tentang Penyelenggaraan Xegiatzn Penatzan Ruang di
Daeran;

Pereturan Menterd Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2008
tentarg Jadan Layanan Umum Dacrah, Scbagaimana i
ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomer 99
Takun 2019 tentang Perubahan EKe 5 atas DPeraturan
Merteri Dalam Negerd Nomor 32 tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bartuan Sosial yang
bersumber dan Anggaran DPendapatan dan Belanja
Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 20049
tentang Petunjulk Tekais Tata Cara kerjasama Daerak;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2073
tenlang Poncrapan Standar alcantansi Pemerintahan
Berbasis Akrual peda pemerintah Daeraly

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2014
tentang Pengzunsan Dana  Kapasitasi Jaminan
Kesekatan Naszional Untule Jasa Felayanan Kesehatan
dan Dukungan Diaya Operasionel pada FFETP Milik
Femerintah Jaeraly;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
teriang Perubzhan atas Peramaran Menteri Dalam
Megeri Nomer 36 Tazhua 2018 tentang Tata Care
Fenghitungan, Penganggarall dalam Arnggorar
Ferdapatan dan  Belanja Daerah, dan  Teriib
Administrasi Pengajusn, Pensaluran den  Laporan




41

43)

44
45

46)

48]

49)

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Pau tai Politik;

Peraturan Men:en Da.am Negeri Namor 24 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Dana  Bantusn  Operasional
Sekolah npada Femerintah Daerah;

Peraturan Menter Daam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
teniunp Pedoman tekris Pengelolaan Kevangan Daerah;
Percturen Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tehun 2025
tentarg Pedoman Penyasuran Angparan pendapatan
can Belanja Daerah Tahur 2026

Perzturan Dasrah Momer 12 Taaun 2020 Tentang Palrol
Pengeolaan Keuangan Dacreh;

Peraturan Decrah Numaor 1| Tahun 2024 Tentang Fajak
Daerah dan Ketribusi Daerah:

Peraturan Bupat: Bangltalan Nomer 29 Tahun 200
tentarg pelalsansan Sisterm  Penpgendalian Intern
pemerinzah (SFIF dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Banghkalan;

Pereturan Bupat! Bangkalan Nomor 50 Tahun L0.3
tentarg Perjalanan Dinas Bagi Peabat Pemerintah
Daeral, Pegawai Negeri, dan Pepewai tidak Tetap
schagaimana telah dinbah terakhir dengan Peraturan
Bupatli Nemor 27 Tahun 2018

Peraturan Bupall Bangkalan Nomor 30 Tahuan 2014
tentang Kebjjakan Akuntasi Pemerintah Dacrah
aebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Burati Banglkelan Nomor 69 Tahuan 2010

Peraturcn Bupati Banglealar Momor 1 Tahun 20322
lenlang Tambabian Penghasilan bagl Aparaius Sipil
Megara di Lingkungan Pemerintah XKabupaten
Banglkalan;

Peratursn Bupail Banglkalan MNermor 2 Tahun 2022
leritang  Kreleris Pejabal  Fungpional  yane  dapai
ditetapkan sebaga. Peojabal Pelaksana Teknis pada
Peranpkal Daerah;

Peraturan Bupatl Bangltalan Nomor 13 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pemunguian Pajak Daeras;
Pesraturan Bupat Banglkalan Nomer 14 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pemungutan Retribaasi Jaerall,

Fembinaan Aparatur, ariara lain :

1

21

Undang-Undang Nomecr 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipll Negara;

Peraturan Pemerintah Nomior 7 Tahun 1977 o
Peraturan Przmerintah Nomor & Tabun 2034 t=ntang
Feraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil,

Feraturan Pemerintch DHNomer 10 Tabun 1983 jo
Feraturan Perrmeriniah WNomer 45 Tahun 1990 tentang




4]

3]

B

7)

5)

9)

10)

11}

12)

13)

14)

L2

17

l_i':'.rl Perkawinan dan Percoradan bagi Pogawai Negeri
Sipil,

Peraturzn Pemerniah Nomer 37 Tahun 2004 tenzang
Larangan Pezawsi Negeri Sipil Menjadi Avgzote Partas
Polizik;

Feratursn Pemerintak Nemer 42 Takun 2004 tentang
Pembinzan Jiwa Keoaps dan Hode Sk Pegawal Negeri
S.pil;

Peraturan Pemermtah Nomor 94 tahun 2021 tentang
Dizipln Pegawai Nege:i Sipil;

Peraturan Pemerintak Nomear 12 Takun 2017 tentang
Pembinaan dan Penpgawasan Penyelenggaracn
FPemerintahan Daeraly;

Percturan Pemerintak Nomor 49 Takun 2018 tentang
Marajemen Pepewal Pemeriniah dengan Perjanjica
Karia;

Persturan Pemerintak Nomor 30 Takua 2019 tentang
Penilaian Kirerja Pegawai Negerd Sipil,

Peraturan Pemerintah Nomeoer 17 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemer:ntah Nomor 11 Tahun
2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Perzturan Menteri Pendayagunaan Aparatir Negara
darn. Reformasi Birokrasi Neraor & Tahun 2022 tentang
Penge.olaan Kinerja Pegawal Aparaiur Sipil Megara;
Keputasan Menten Pendayagonaan Aparatur Negara
tenegal 26 April 2004 Nemor KEP/46/M PAN/ 2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melslkat
dalam penye.enggarasn pemerintah;

Preraturan Dedan Kepegawalan Negore Noww: 24 Talhiun
2017 tentang Tata Cara Femberian Cuti Pegawal Negert
Sipil sebagaimana tsleh diubah dengan Peraturan
Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahen 2002 ¢
Peraturzn Kepalzs BEN Memor 3 Tahun 2015 tentong
Tatalaksana polaksanman oulesi;

Feraturan Hepald BEN MNomor & labun 2022 teniang
Ketenluan Pelaksanasn Peraturan Pemerntah Nemor
U4 Taaun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/ 8E 1090 tanppal
22 Desszmber 1390 rtemtang Fetunjuk Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1920 jenlang
Perubzhan Atas Perataran Pemenniah homor 10 Tahun
1983 tentarg Iin Perkawinan dan Perceraian bam
Pegawai Negeri Sipil;

DParaturan If‘-u_nali Ba:lgkt‘lﬂn Morror 25 Tabuan 209
tenang Kode Etil Perisrinian Satupaten Bangkalesn,




18)

19)

=10

Peraturan Bupati Bangkalan Nemeor 72 Tahun 2020
teniang Fakaian Dinas Aparatur Sipt Negera di
linggungan Femerirtah Kabupaten Bangkalan; :
Peraturan Bupati Bangkalan Nemor 41 Tahun 2025
teniang hari kerja dan jam Terja di Hnglangsn
pemerinitzhan kabupatea Banglalan.

Adrrinistrasi Pengelolean Barang Daciah, antura lain ;

1)

2)

3)

4

5]

6)

Peraturan Menteri Da.am Negeri Nomor 11 Takun 2007
tentarg perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentarg Stardarisesi
Sarana dan Prazsranz Kerja Pemerintab Daerah;
Percturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tabun 2024
tentarg Perubaben alas Persmturan Menterl Dalam
Megerli Mcmor |9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengeolaan Barang Milik Daerak;

Peraturan Daerah HKabupa:en Bangkalan Nomor |
Takun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerak;

Peraluren Bupatii Banglksalan Nomor 320 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntasi Femerintah Daerah
sebagiamana tzlah diubah terakhir deagan Peraturan
Butati Bangkalan Noemer 69 Talhuan 2019

FPeraturan Bupati Bangkalsn Nemor 5 Tahun 2019
tentang Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkangan
Femenntah kabupaten Bangikalan;

Peraturan Bupati Sangkelan Nomor 38 Tahun 20235
tentang Standar Biava Umim kabupaten Bangakalan
2026,

Pengadeaan Barong fJesy Feinerintall, antara lain

1

'?I

3]

“

3

Undang-Undang Hepublik mdoaesis Nomoer 2 Tahuan
2017 tentang Jasa Konstrulksi;

Tindang-Tndang Republik Indonesia Nomer 6 Tahuno
2023  tentang Penelapan Perataran Pemeriniah
Fenppanl Undang-Undang Nomer 2 Tabun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemesictah Republik Indonesiza Nomor 22
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahur. 2017 tentang Jasa Konstralksi;
Peraturan 'emerintah Reopublik [ndonesic Nomor 14
Takun 2021 1tentang Ferubahan Aias Peraturan
Pemerintah Nomer 22 Tahun 2020 tentang Feraturan
Pelakganaan - Undang-Undeng Nomeor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi;

Ferataran Presiden n:::pub].:l-: Indoncaia Namor 45 Taaun
2025 Tentang Perubahan keriia atas Peraturan Presiden
Hepuplik Indonesia MNormmor |6 Tahun 2018 Tentaug




5)

7

L |

Pengadaar Barang/Jasa Pemerinteh (Leinbaran Negara
Rzpullik Indonesia Tehun 2025 Nomor B,

Peraturan Pres.den Repub.ik [ndonesia Nomor 72 Talun
2025 Tentang Standar Harga Satusn Regional
{Lembaran WNezara Republik Indenssia Tahun 2025
MNomer 105);

Feraturan Menteri Dalan Negeri Nomaor |12 Tahun 2018
Tentang Pembentukan Unit Kerja Penpadean

Barang/Jasa d' Lingkungen pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten Knta:

Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerch [BLUD), antara

lein:
1)

2)

2)

4

5)

7]

8}

9l

10)

Feraturan Mentesi Dalam Negeri Nomor 79 Takun 208
tentarg Baden Layanan Umum Caerah;

Feraturan Bupati Bangkalan Nomeor 589 Tahun 2071
tentarg RSUD sehapai Radan Layanan Urum Daerahb:

Persturan Eupati Nomor 20 Tahun 2013 tcntang
Dengelolaan Keuarngen BLUD rumah S8akit Umum
Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu;

Peraturan Bupat! Bangkalan Nomor 09 Tahuno 2046
tentarg Peraturan Internel Rumah Sakit (Hospital By
Laws) Rumah 8akit UUmum Daeralh UOBK RSUD
Syarifah Ambami Rate Ebu Bangialan;

Peraturan Bupati Bangkalan Nunor 33 Tahun 2020
teniarg Hedoman Pengadaan Barang dan Jese pada
Badan Layaran Umum Daerah UQBK REUD Svarifah
Ambami Rato Ebu Bangecalan;

Peraturan Bupati Bangkalan Nomer 81 Tahun 2021
tentone Taril Layoow: Keschaolen pada UOBK BRSUD
Syanifak Ambami Hato Kbu Bangzalan:

Peraturzn Bupati Banekelan Nomor 49 Tahun 2021
tentang Pengelnlzan Kenangan Radan Layanan Umum
Daerah pada Pusat Kesehotan Masyarmkat [Puslieamas),
FPeraturan Bupall Sangkelan Momor 30 Tabhuar 2021
tenlang Tala kelola Badan Layanan Umum Daerah pada
Pusat Kesehatan Masvarakat (Paskesmas) di Kabapaten
Banpkalan:

Peraturan Bupati Bonglealan Memeor 51 Tahun 2021
Leniang Taril  Lavanan pada Pusat Kesshatan
Masyarckar [Puskesmas vanz mensrapkan pola
penpelolaan keuanpan Badan Layanan Umurn Daerah
(BLUT di Kebupaten Banglealen

Peraturan Bupati Banglkalan Nomor 52 Tahuan 2021
teniang Penganghatan dan Femberhentian Pegawal 1ion
Pegawa Negen Sipd pada Pusal Kesehalan Masyarakat
(Puskzsmaeas) Kabupaten Bangkalaa yang menesapkan




11)

12)

pola pengelolaan kecuangar DBaden Layanan Umum
Daerah (BLUD),

Feraturan Bupat Bangkalan Nomor 1 Tahun 2023
tetang Perubahan atas Peraturan Busati Bangkslan
Nomer 54 Tshun 2021 tenteng Penctapan Remuneresi
bagi Pejakat Pergelola dan Peguwai Badan Layanan
Umum  Daerahh  Pusat  Kesehatan  Masyarakat
(Fuskesmag) sebagai Badan Lavarnan Umum Daszrah
(BLUD) di Kabupaten Bengkalan;

Peraturan Ruopati Bangkalaa Nomor 52 Tahun 2024
tenmng Pedoman Pela Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Dacrab Pada Rumah Sakit Umum
Daerali Syerileh Ambami Rate Ebu Kabupaten
Banghalan.

Permmbanpgunan Bangunan Gedung Negara, antara lain -

1)
2)

3)

4

=]

©]

7]

3]

£l

10)

11)

Undang-Undang MNemer 28 Tahun 2002 tenteng
Bangunan Gedung;

Undang-Undang HNemer 26 Tahun 2007 tentang
FPenataan Ruang,

Undang-Undang WNomor 6 Tahun 2022 tenteng
Penetapan Peraturan Pemerinteh Pengpanti Undang-
Undang Nomaor 2 Tahun 2022 zentang Cipta Kerjo
merjadi Undang-Undang;

Peraturan Pamerlntah Republix Indonesia Nomer 2.
Tahun 2021 tentang Penyeleapzaraan Penataan Ruang;
Peraturan Pemerintzeh Nomer 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undarg-Undang Nome: 28
Tahun 2002 tentang Bangunar Gedung;

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahur 2011 Tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Peraturzn Menteri Agraria dan Tatz Ruang/Kepala
Badan Pertanshan Nazional Republile Tndoresia Nomor
13 Tahum 2021 tenrarg Delakseanaan HKescsuaian
Keglatan Pemanfaaran Ruang dan Sinkronisasi Frogram
Pemanfsatar Ruang;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perurncehan
Halor=t Repnklilk Indonesia Nomor 22//FRT/ M,/ 2018
tentang Pembangunan Banganan Gedung Negare,
Peraluran Daerah Kabupalen Banglsalan Mommwor T Tabun
2012 Tentang Bangunan Gedung,

Peraturan Daerzh Kabusaten Bangkalan Nomor 10
Tabhun 2024 tentang Fencana Tata Ruoang Wilsvah
HKatupazen Bangka'an Tahun 2024-2044,

Peraturan Bupsal Bangkalan Nomer 7 Tahua 2022
tentang Rencana Detaill Tata FREuang Wiayah
Perencanaar Alkses Saramadu Tahun 2021-2041;




12} Peratursn Bupati Bangltalan ¥omer 8 Tabun 2023
tentang Rencana  Detail  Tatz Ruang Wilayah
Pereneanaan Burneh Tahun 2021-204 1

13} Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 23 Tabun 2097
tentatg  Rencana  Derail Tats Ruang Wiayah
Pereneansan Labang dan Sckitaraya Tahun 2025-2043;

14) Persturan Bupali Bangkalan Nomor 3 Tahun 2024
tenmarg Kencana Detall Tate FRuang  Wiayah
Perencanaan Kamal Tahun 2024-2044,

g. Akuntablitas Kinerjs Instansi Pemerintai (AXIP]

1) Persturan Femeriniak Nemor & Tabua 2006 tenteny
Pelaporan Keuangun dun Kinerja Instanst Femerintah:

2) Peratvran Presiden Hepublik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntablitas Kinera Instaasi
Pemerintahan,

3) Peratvran Menteri Pendayagunaan Aparatar Negara dan
Refermasi Birckrasi Nomor 53 Tahua 2014 lenlang
Petunjuk Teknls Perfanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tate Cara Keviu alas Laporan Kinerja;

4) Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatir Negara dan
Refcrmasi Birokrasi Nomor &8 Tahun 2021 tentang
ralnasi Alkuntabilitas Kiner a Instansi Pemerintah

Zecara substansiol memuat hu:‘:_:uEai l-:i:bi_'i.gl—:s,n wcrkeit deagan
JEIES T TREET S pelaksznaan, peratatsahaan dan
pertanzgungjawaban keuangan dacrah, pembinaan aparatur,
pengadaan barang/jasa pemermtah dan pembangunan bangunan
gedung negara yang aersifar komprehensil dan terpadn malka
dipandang periu menyusun Pedomans Kerja den Pelak:anaan
Tugus Perneriniah Kabupaten Bangkalan Tahun 2026,

2. Sebagaimana dilsyaratkan dalam ketentuan normatif, bahwa
pervasunan dan peaksanaan APED Tahun Anggaran 2028 veng
berorientasi pada anggeran berbasis licerja//prestasi keerja vaitn
suatu  pendckatan pengangearan yanp menguiamnakan
keluaran/hasll darl keglatan/program yang akan atau telah

icapai dengan kuanrtitas dan kualitas yang terukur,

Dalarm hal @il setiap dane wvang diengearkan untuk
leegiatan/program haris teribor zecars jelas indikator kinerjanya
yang direpresentasiltan kedolam tolele uloar kirerja serta
targel fsaseran yang didasarkan pada priczio pencapaiar olsensl
alokasi dana vang terpadu dimana dalam penyusunan rencana
kevanpan tanunan dilakckan secara inteprasi untulk seluruh
jenis belanja pguna melaksanakan kegiatan masinz-mesiap
Peranghkat Daerak (PD) cecamm bertahap dan berkesinambanpan,
Hal tersebut antasa ladn yaltu |

a. PMerlu upaya melbatkan masyarakal dalam  proses

pembangunan,
b.  Peningkatan efeleifitas dar efisiensi pengelolean anggaran;
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e.  Pengendalian pelalsanaan anggaran uniuk icenghindari
praktck Kurupsi, Kohusl dan Nepotisme [KEN);
d. Upaya memrpercepat oroses desentralisasi manajemen
pembangunan serta pengelclaan keuangan di daersh
. FPeningkatan efek-ifitaz dan efisiensi pengelolaan keuvangan
tersebut adalak bertujuan untuk dapat lebih meningka kan
kescjanteraan dan pelayanan kepada masyerakar, unuk im
semangal desentralisas), demokratisas!, {ransparansi dan
akuntabilitas menjadi sangat deminan dan  mewarnai
penvelenggaraan pemerintahan utamanya dalam mengelals
keuangan darrah Setiap Perarglat Daerah vang mengelaln
sumber pendapaton daeras weajik mengadakar intensifikasi
dan  cksentfikasi pendepalan  daerah  vang menjadi
wewenarg dan  tanggungjawabnya, —mengniersifkan
penaginan serta pemunguten poatang daerah, baik vang
bersumber dari pajalt maupun buksn npejale.
Pendapatan Asli Daerah (PAD] supsye terus menerus digeli dan
dizembangzan dalam raaghke meningkatlken Poaerimaan Dasrah
vang seckaligns memperbesar tabungan Pemerntah untuk
membiayal pembangunan.
Untule itu perlu ditingkatkan kemampusn derzen meihart
peluang manpun kendala serta berbagai dampak perkembangan
perekonomian.
Schiubangan dengan hal tersebat prioritas Dseningkesan PAD
diarahlcan untuk peningkatan jumlah obyek dan subyek pejalk
deerah /retribusi daerah, menegalkan sanksi, penyvempurnaan
metode dan  prosednr  permunguian serts nemperbaharni
Peraturan Dazrah tentang pajalt dacrah can retribuai dacrah yang
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat inl.
Dalam mewujudkan peningkatan penerimaan PAD tersebut,
maks Perangkat Dacrsh seaku penpelola Pajak Dacmah / Retribus:
Naerah periu lehik ditingleathan peran dan fungsinva
Pengelolaan penerimeaan retribusi daersh yang pemungutannyva
melalui penggunaan benda berharge dalam berbagei nomiral
sccara haik dan leratur, perlu edanya pengendalian secara
terarah dalam pemesanan, pengadaan dan pendistribusian benda
berharpa terselbut
Peranan BUMD dan Lembaga Keuangan Dasrah supaya
ditingkatkan dan Jikembangkan secara optimal untuk
memperibuat kevangan Lagerah, dalam rangka meningkatkan
pendanatan daerah can mempercepat partumbuhan ekonecmi,
maka Pemerintah Kabupaten hamis mampu memanfaackan
peluang melalui kerja sama Pemerintsh Kebupaten dengan pihalke
ketiga, sesual dengan peraturan Ferundang-andangan.
Pembsnpunan desa dan masyarakat pedesasn terus didorong
melalui peninglatan koordinasi dan peningkatan pemkbangunan
sektoral. Pembangunan sumber dava manusia, pemanfaatan
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sumer daya alam dan manusia, pemenfaatan sumber daya alam:

dan pertumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnva prakarsa

dan swadaya masyarakat, sshingga mempercepat peningkatan
perkembangan desa swadaya dan desa swakarsa menuju desa
swazembada.,

Perngembangan Sumber Daya Manueia yang merupakan faktor

sangat straiegis dalam merentukan keberhasilan peinbangunan,

dalam peninggatannya diupayakan melaiui jzlur formal daa jelur
non formal.

Dalam upaya efektivitas dan efsiensi pemanfaatan anpgaran

belanje peralanan dinas dalam rengka menpikuarti =midi banding,

undangan dalam ranpgka worlkeshop, seminar dan lokolecrya atas
urdangan atau tawaran deri organisasi; lembaga terteniu diluar
instensl pemerintall supaya dilakuikzan secara terth agar tidak
membebani bieya perjalanan dinas dan dis=snakan cengan
standar biaya perialanan dinas yang ditetapkar dalam Peraturan

Bunati Banglalan

Pengelolann dan pendayagunasn Barang Dacrabh dilaksanclcan

scuara lerlib dan oplima dengan memperhatikan ketentuan

Peraturan Pemermtah Nomor & Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negarsa /Dacrah sebagaimana tzlzh dinkah dengan

Peraburan Pemesrintah Nomor 27 Tahun 2014 den Peraturan

Menteti Dalam Negerl Nomor 19 Tahun 2016 teatang Pedoman

Pengelolean Barang Milik Daeran serta Peraturan Desrah

kabupaten Bargkalan MNomor | Tahun 20138 lentang Pedoman

Pengelolean Barang Milik Daerch sebagai berilcat :

a. Setiap Perangkat Daerah wajib mendzftar selumh aset yang
pengadasnnya diperoleh dari APBD Kabupaien maupun
sumber dana lainya yang sah sesual dengan ketentuan
yang berdakug

b. Penyerahan aset harus dilalkukan dengan Berita Acara
Peniyerahan  yaitu  dan Kepala Peranglkat Daerah
menyerahlon kepada Bupati Banglalan dalam hal ini Badan
Pengelola Kewangan dan Asel Daciah (BPHAD]. Sclanjutnya
BPEAD mencatat sebagai inventaris Pemerintah Kabupaten
Bangkalan vang dipergunakan olek Perangkal Dacrah yvang
hersanglutan dan  selanjutnyva  inventarisasi terhadap
seluruh aset dilaltukan secara terth dan berlanjut oleh
Frranpkat Dacrali yarg bersangiactan;

c. Untuk menghindari penurunan kemampuan produktiviias
dan usiz leknis sarana dan orasarana yang telah cibangun,
maka penyediaan biaya operazicnal dan pemeliharaan yvang
dizediakan hendsaknya didasarkan kepada hasil inven:arisasi
aset vang dilaksanakan pe-.l_du tahiin arggarar scbcluz‘nnjra,
cleh Rarena itc inventaris terhadar setap barang balk yang
telalh ada maupun yang baru dinbell haras dicatat dengen
tertib dan dilaporkan secara berkala, sedarpgkan Perangkat
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Daerah vong bertugas melakukan invenlarisasi aset perha
lebih meningkatican ketertibannya;

d. Dalam upaya efisiensi dan efelctivitas pemanfaatan anggaran
belanja, maka efisiensi pemsliharaan kendaraan bermatos
ditingkatkzn, disamping itn dilakukan langkah longkah
penertiban pengeunaan kondaraan dinas cperasional seca-a
efelcrif,

Penyediaan belanja bareng harus didasarkan kepada Rencana

Keburuhan Barang Umum Daerah (RKBUD) vang benar-benar

sangat diperlukan dan tidak bergeye mewah, selanjuinya belanja

harang harus didasarkan juga pada Daftar Kebutuhan Barang

Unit (DKBU).

Perencanasn pengadasn belanja barang harus dilakukan seca=a

cermat dalam upaya efisien dan menguameslian

pengadaan /pembelian barang dan jasa produksi Dalam Negeri
teruiama dari prnpusaha ezonome lemak,

Dalam rangka meningkatkan kiaerjo, testiy administrasi dan

cfekrivitas pelalisanaan progreun keglatan Perangkal Dacrah (PDY)

di lingltungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan maka periu

menunjuk personel Perencana Anggaramn

Beban Pajas Penghasilan [FPh) hamus menjad: tangpungan sendiri

dari setiap Warib Fajale (WP) sezuai dengan asas permeracaan

perpajakan dan tidalt diperkenanliony diberilkan suhbaidi den

APBD,;

STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Btrategi dan  Prioritas Pemhangminan Kabupaten Ranglalan

tertuang delam Peraturan Daerak Kabupatzn Banghalan Nemer &
lahun 2025 {entang Rencara Pembangunan Jangka Menengah Dacrah
Kabupaten Bangkalan Tehun 2025-2028 yvang memuat :

Arah Kebijakan Tahun 2026

Arah gfeaijakan tabun 2024 acalah Pengaatan Tnfrastralcbor

Dasar Barkelanjutan menuju Transtormasi Daya Saing Sos.al

Ekxonomi Inklusif berbasis [IPTER dan Inowasi.

Tujuan dan Sasarar Pembangunan

a. Tujuanl
Meningkatnva kualitas sumoerdaya manus:ia yang inkiusif
dengan easaran  meningkatnya  derajat kesehatan
masyarakst, meningkatnya akses dan kualites pendidikan
serta budeya literasi masyarakat, mening<atnya dayva sang
sumber daya manusis, meningkatnye kesalehan sosial
masyarakst

bE. Tajuan
Meningkamya  kesejahteraan  social  denpan ssssran
menuranmya tingkat pengangguran, meruinunnya Pemeriu
Paleyenan Kesejahtsraan Sosial [PPKS), meningkainya akses
masverakat terhadap hunian layaz dan air minum lavak,
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terciptanya rasa aman tentram daq terlindungl pada
masyarasal,

Tujuan 2

Meningkainva pervediaan infrastrultur wilzyzh vang
berkualitas, merata dan berwswaszan lingltungan dengan
ssgaran meningkatnya kuantitas dan kealitas infrestuaktar
wilayah, menurunnya resike bencana.

Tujuan 4

Meningkatnyva Tata Kelola Pemerintahan dan Pelsysnan
Publile yang Ffeletif dan Eficien dengan sasaran tervuajudnya
penyelnggaraan pemerintahan yang baik dan peleyenan
publilc prima berbasis digital dengan ASN vang profesional.
Tujuan 5

Meningkatnya daya sairg ekonoral inklusf dengan sasaran
memngkatnya PDRB sektor unggul.
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BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KEBIJAKAN UMUM APBD

Femerintah telah menerbitlean Peraturan Pemerintah Nomer 15
Tahun 2019 tentang Pengelolasn Keuangan Daerah yang merupakar.
amanat dar pasal 293 dan 330 Undang-Undeng Nomar 23 Tahur
2014 ‘entang Pemerintahan Daerah. Fenerbitan Peraturasn Pemerintak
Nomer 12 Tahun 2019 tersesut berlujuan menyempurnakan aturan
Perigelolasn Keuangan Daersh yang sebelumnya diamur dalam
Peraturan Pemerintah Nemor 58 Tahun 2005,

Peryusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianar
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Takun 20235 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggeran Pendapatan dan Belarja Dacrah
Tahun 2026 Peraturar Menteri Dalam Negeri ini diterbitkan dengan
pertimbangan untuk melaksanazan ketentuan pasal 308 Undang-
Undang 23 Tahun 2014 tentarg Pemerintahan Daerah sebagsimana
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomar 9 Tahun 2C15 dan Dasal
B9 ayat (2} Pomerinlah Nomor 12 Tehun 2019 Tentang Fengelolaan
Keuagan Daerah sebagairana dimaksud menjaci dasar bagi
Pemerintah Kabupatea Bangkalan untuk menstaplkan kebijalkan
umum  penvusunan APBD yarg mepgatur tectang  pokok-pokok
kebijakan sebagai petunjuk dan arah bag Tim Anggaran Pemerintah
Daerah [TAPD) Kabupaten Bangkalan Umumnya dan PD serta Pejabar
Pengelola Keusanpun Daergh (PPKD) pada zhususnya dalam proses
penyusunan, pembahasan dan penetzpan APBD, vang meliputi ;

1. Sinkrerisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengon Eebijalan

Pemerintzh;

2. Prinsip penvusunan APED,

3. [Kebijakan Penyusunan APBD;
4. Teknis Penyusunan APED;

5. Hal-bal khusus lainnya.

aehingga preses AFBD sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Eeuangar

Daerah yvang berlaku dan terdapat sinkrorisasi kebijakar deagan

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,

Frinsip-prinsis Penyusunan APBD Tahun 2026 :

1,  Sesuai dengan kemampuan pendapestan daerah dan kebutuhan
renyelenggarean urusan  pemerintehan yang  menjadi
kewenangan daerah:

2. Tidak bertentargan dengan Kepentingan UITnm

dan peraturan perundarg-undangen veng lebih tinegi

Berpedoman pada REFPD, KLU A dan FRAS,

Tepar waktu, sesual dengan tahapan dan jadwal vang (elah

ditetepkan dalam peraturan perundang-undangan;

bW
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9 Merupakan dasar bag Pemerintal Daerat untulc melakukan
penermaan daerah dan pengeluaran daerak;

6. Mempunyai fungsi oterisas., perenca naan, pengswasar, alclcasi,
distribusi, dan stabilisasi;

£ setiap tahun  untulk APBD,  perubahan APBED, dan
pertanggungiawaban peoaksangan APBD ditetapkan dengan
peraturan  daerah gesuai  dengan ketertvan peratiiran
perundang-undangan:

8 Dilakultan szcara tertia, efisicn, skoromis, efektif, transparan,
partisiparit dan bertanggung jawab dengan memperhat'kan rosa
keadilan, kepatutan, manfzat 1intuk masyaraka: can taat pada
ketentuan peraturon perundang-undangan; dan

9. Merapakun dasar pengelolaan keaangan daerah dalam mzsa ]
[satu) TA.

Terkait dengan hal di atas, Pemerintah Kabupaten Buangkalan
akan meuyusun program, kegictan bslana sera sisi pendapatan
Tahun 2026 yang merupakan refleksi dari sasarar pricritas
pembangunan sebagaimeana dituangkan dalam cokumen
: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (REFD].

2. Kebijakan Umum APBD (KUA';

3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

yang selanjutnye dibahas dun disepakat! bersama antara Pemerintahb

Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakvat Dzerah Kabnpaten

Bangkalar dengan hasil Prioritas dan Plafon Anggaran Scmerntara

(PPAS] scbagai landasan penyusunan Rancangan Feratirar Daersh

tentarg APBD., Dimana secara aplikati’ akan dilaksanakan nish

masing-masing PD  sebagai manifestasi kepala DD, disamping
kewsnangan pengelolaan sisi Pendapatan Deerah,

Selanjuinya psnyusunan Pra RKA-SEPD Tahun 2026 agar letih
efekiif dan alurtabel, maka haras memperhatikar hal-kal sehagai
berisut ;

1. Struktur AP3D merupakan satu kesatuan vang terdiri dari
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dar Fembiayaan Daeral
2 Struklur  APBD  dixlasifikasikan bercasarkan  urusan

Pemerintahan Daerah dan organisasi yang bertanggung jawah
melaksanakan urusan Pemerintahan tsrsebut sesuai dengan
peraluwran perundang-undangarn;

3. Setiap urusan pemerintahan dan organisasi dilaksanaikcan aleh
Peranglcat Daerah (PD) eelaliu pengguna anggaran/pengguia
sarang yang melaksanskan satu atau aeberapa program
«egiatan sesua: tugas pakok dan fungsi masing-masing;

4 Progra=n dan kegiatan yuang disusan slelh PD heras Cngacil
pada Peraturar Daerah Nomor 6 Tauhun 2025 Tentang Rencana
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Pembangunan Jangka Menengeh Daerak (RPJIMD) Kabuparen

Bangkalar. Tahua 2025-2029.

Selanjutnya sesuai siklus Penyusunan Anggaran, Kepals

Perengkat Daerah melakukar langkah-langkah :

a. Menyapksn evalvasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Bclanja Cacral Tahun Anggaran 2025 SEmpal dengan
realisas! bulan September 2025:

b, Melaporkan kegiatan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2025 yang tidak dapat diselesaikar dalam 1 ( satu ) tahun
anggaran;

5. Setiap penyusunan Konsep Perencansan don Penganggaran
(Rencana Kerja dan Anggaran/RKA) Prjubat Pelaksana Teknis
Kegiatan wajib menyusun Kerangka Acuan Kerja/Term Of
Refereace [TOR), ditandatangani sleh Pejabst Pelaksang Telknis
Kegiatan dan mengetahui Kepala PD sclaku Peagguna Angpararn
untuk dijadikan dasar setiap pembahasannye sebagaimana
amaneh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 201% Pasal 29
tentang Renrana Umum Penpadaan Barang/Jasa. Kerangka
Acuan Kerja/ Term Of Reference akan memberiken gambaran
dan informasi antara lain tentang Latar Belakang, Maksud dan
Tujuan, Pelsksanaan, Sumber Daya Pendulkung dan Indikator
Target baik pada  tngkat  keluaran/output maupun
hasi foulcome yang akan dicapai,

PENDAPATAN DAERAH
Rercana anggaran pendapatan vang merupakan sumber

pendanzan APBD yang dikelola sleh PD supava tetap mengacu dan
didaserkan pada polensi untuk tap-tiap jenis pendapataa dan
meripakan perkiraan yang terusur secara rasional veng dapa: di capa:
untuk setiap sumber pendcpatan dengan memperhatikan hal-hal
sebagal periloat ;

1. Mereview ulang terhadap perencenaan target pendapatan daerah
khususnya pendapatan asli daerah (FAD) dalam APBD Tealiun
2025 terutama Kesesuaian kode rekening pendapatan, artarz
Jenis pendapatan daerah, objek pendapatan dan rincian cbijek
pendapatan daerah serta sub rneiannya;

2. Peorencanczan target penerimaan daerah khususnye PAD dalem
APBD tahun anggaran 2026 diupavakan ada penirpkatan yang
signifikan, harus lebih realistis sesual dengan potersi sumber
daya vang tersedia dengan mermperhalikan kond:si sosial ekonomi
masyarakat;

2 Nalam merercanakan PAD supaya memperhatilean ltondiai
perekonomian yang tejadi pada 1shun-lahun  sebelumnya,
peridraan ekonomi pada tabun 2026 reczlisasi penerimaan PAD




=

|

10,

Ep ) o

pada tahun sezelumnya dan realisas! sampa dengan saar ini
serta ketentuan Peraturan Perandang-Undangan terkait;

Dalam upeya pengelulaan dan peningkstan PAD agar ticak
menetapkan kebijjakan vang memberatkan dunia nsaha dan
masyarakat tetap: melalui penyederhansar sistem dan prosedus
administrasi pemungulan pajak dan retribusi daerah, psmberian
insentit atau rasionalisei cajak/retribus] daereh, meningkartkan
ketaatan wajih parak dan pembavar retribusi dasral  serta
meningkatkan pengendalien dan pengawasan atas pungutan PAD
dalam upays peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan
Kecepatan pelayanan:

Rasicnalitas hasil pengelolsan kelkayaan daerak yeng dinisahlar
atas penyertaan modal atau  invesrasi lainnya, sagar
memperhtungkar nilai kekayaan daersh yang pisahkan baik
dalam bentuk uang maupun barang sebagal penyertaan madal:
Perdapatan yang berasal dari baglan lsba Perusahasn [lmum
Daerah Sumber Sejahtera yang belum mencapai 80% dari jamlal
pendudul: yang menjadi cakupan layanan Perusahzan Umum
Daerah Sumber Se¢jahters di anggarkan sehagai hesil cengelolaan
kekayaan daerah vang dipisalikan, yang selznjutnya di angparkan
lkembali untuk tambahan senyertaan modal kepada Ferusahaan
Umum Daeran Sumber Sejahtera dalam rangka penambahan,
peningkalan, perluasan sarana dan  prassrana  serta
pengembangan eatupan layanannya;

Peperimmaan hasil pengelolaan layanan berguir di angea-kan
kepaca kelompok pendapatan asli daerah, jeniz lain-lain
pendapatan aeli daerah wang sah, objck hasil dena bergulir
dengan rincian obek hasil pengelolaan dana bergulir dari
kelempok masyarakar penerima:

Selurub pendaopatan daerash yang dianggarkan dalam APBD
dianggarkarn secara bruto, vang mempuval makna bahwa jumlah
pendapatan yang di anggarkan tidak boleh dikurang dengan
belan'a yang digunakan dalam rangka menghasilkan: pendapatan
tersebut  dan/fatau  dikurangi dengan  bagian pemerintah
pusat/daerah lain dalem rangka bapi hasil:

Memenuhi asas tranparasi den prinsip-prinsip ANgEEAral, [CIICETA
pendepatan daerah yang di tuangkan dalam from RKA-SKPD agar
di buat sedetil mungkin dengan mencantumlean isian pada kelom
volume, tarif/aorga serta jumlah rincianoya dan d. cantumkan
dasar hukum sengenaan tarit/ aarga tersebud;

Penyusunan anggaran pendapatan khususnya pajak caerah dan
retribusei daerah, mempedomani, Peraturen Lacresh NMomor 1
Tahun 2024 Tentang Pejak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimena Baik Uraian Jenis Pungutan Maupun Tarifnya;
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Fendapatan retrinusi daerah vang bersumber dari retribusi
pelayanan kesehatan yang merupacan hzsil klaimr kepada Badar
Fenyelenggers Jaminan Sosial (BPJS) wang diterima oleh
perargkat daerah azau unit kerja paeda Satuar Heria Ferarghal
Daerah (8KPD) yang belum meneraplen Badar Layanan Umun.
Dacrah (BLUD), diasiggarkan pada akun pendapartan, kelompok
perdapatan PAD, jenis pendanatan retribusi daesah, ohijelk
pendapatan retribusi jasa umum, rincian ozjek pendapatan
retribusi pelayanan xeschatan dan sub rincian objek pendapatan
sesual dengan kode rexening berkenaan:

Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkon dalam
kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, objek dana kaypitasi
JEN pada FKTP, rincian objek dana kap:tasi JKN pada maszing-
maszing FKTP sesuai kode rekening:

Penentuan permintaar dolam rengka rencana penerimuan setiap
bulan pada RKA-SKPL pendapatan di perhitungkan secara tepat
dar  kongkrit, oleh karena penyusunan termin  dimalsud
sekalipus desar penyusunan angenran kas (cash budget);
Berdaszrkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Naomor 79 Tehun
2018 tentang Badan layanen Umam Daerah Pasal 50 ssluruh
pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan
di catat dalam kode rekening kelompak pendapatan asli daerah
pada jenis lain-lain perdapatan asli daesrah yang sah dengan
onjek pendapatan BLUD dengan mengsunanan forma: RAD
khusus dana vang bersumber dari Feadapatan RSULD sendiri dan
REA BKPD untuk dana diluar dan Pendapatan RSUD:
Pengenggaran terhacap alokasi danao transfer pemcrintah
pusal/dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU,
Lana Aokasi Khusus (DAK), Dana Bagi hasil Pajale/bukan pajak
termasuk Dana Bagi Hasil Culkai Hasil Tembekau (DBIICIIT)
mempedomani Peraturen FPresiden tentang rincian angparan
pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2026 atan
Peraturan Meater: Keuangan mengenai dana perimbangan ataa
informasl resmi mengenai alo<asi dana bag hasil-pajak Tahun
Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui porial Kementeran
Keuangan, dengan memperhatizan kemunglkinan realisaai
peneriiraan negara  yang  dinamis  diantaranya  dengaa
mempertimbangkan reaisasi dana bagi hasil Tahun Angparan
gebelumnya.

Penganggaran kelompok lain lain pendapatan daerah vang sah

seperii: dana penvesuaian, dana otonomi khusus serta ban-uan
lkevangan dari pemerintah provinsi setelah ade peastapan dalsm
AFBN/AFBD,
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17. Penganggaran dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Propinsi
cidasarkan pada Kepurusan Gubernur tentang alokasi dana bagi
hasil pajak Tahun 2026 termasuk alokasi Karang salur arau lebih
salur dana 2agi hasil pa ak Tahun 2026;

13, Pengangegaran pendapatan daersh yang bersumber deri bantuan
keuangan, baik yang bersifal umum maupun vang bersifa;
khusus yang diterima dari Femerintah Provinsi atau Pemerintah
Kabupaten/Kota lainnya di anggarakan jika sudah diangparkan
dalam APBD pemberi baniusn;

12, Fenganggaran pendapatan daerah yvang mermiliki karalceristile
khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikar
(BOSP), dana desa, dane kapilusi, bantuan pemerintah dar.
Kementerian/Lembage dan pendapatan lainnva VENREZ penerimaan
perdapatannya tidalk melalui Rekenng Kas Umum Daerah
[RKUD), penerimaen pendapatannva dilakukan berdasarkarn
pericatatan /notitikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme
intersep, pemotongan langsunz atan mekanizme lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undarigan,

BELANJA

Rerdasarkan Undang-Undarg Nomor 22 tahun 2014  belanja
daerah digunakuan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri a*as urusan
pemerintanan wajib dan urusan pemerintahan pilinar,

Rencana be.anja di perioritaskan pada optimalisasi tugas pokok
dan fungsi psrangkat daerah dan kebutuhan nyata masyarakat sesuai
dengan  tuntutan  dan  dinamikn  vang berkembang  untuk
tneningkalkan pelayanar dan kesejanieraan masvaraket vang lebih
baik dergan memperhztikan Seberaps hal sebagai herizut :

1. BELANJA OPERASI
Belanja operasi merupakan pengeluaran angzaran untuk kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat janglka
pendelr. Belanja operasi dirind atas jenis:
a) Belanja Pegawai
1) Belanja pegawal digunakan untuk  menpangga-kan
kompensasi yang diberikan kepada Kepala LCaerah, wakil
Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRL, serta p2gawai
ASN dan diletapkan sesuai dengan ketentusn peraturan
perundang-undangan.
d) Pemenntah Daerah mengalckasikan belanjs pegawar diluar
tunjangan guru yang dialakasilkkan melalui TKD maksimezl
30% (tiga puluh perssn) dari total belanja ATBED
3) Belenja pegawal tidak termasuk belanja untuk tambahan
penghasilan guru. funjangan khusus gury, tunangan
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prafest guru dan tunjangan sejenis lainnya vang bersumber

dari TKD yang telah ditentulkan Fenggunaannya.

Dalam hal persentase belanja pegewai dacrah telak

melebibhi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Tzerak

menyesuailean  porsi  belanja  pegawsi  dacrah  sccars
bertahap dalam wakmu 5 (lima) tahun

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji Juang

representasi  dan  tunjangan, tambahan penghasilan

pegawai ASN, belanja penerimasan lainnya pimpinan dan
anggota DPRD serta Kspala Daerah dan wakil Kepala

Daerah, ins=ntif perungutan pajalc daerah dan retribusi

dacrah fjasa layanan lalnnya yvang diamenatkan dalam

peraturan perundang-undangan, dan honorarum.

Penganggaran belanja segawai ‘ersebmir hagi -

(a) Kepala Daerah dan wakil Xepala Dacrah dianggarkan
paca belanja SKPD Sekretariat Daerah;

(B} Pimpnan dan Anggota DPRD diangpgarkan pada
belanja SKFD Sekretariat DPRD; dan

(c) Pegawal ASN dianggarkan pada oelanja SKPD
bersangkutan.

Kebijaltan penganggaran belanja  pegawal dimaksud

memperhabikan ketentuan:

) Perganggaran untuk gaji pokok dan tunjanzan ASN
disesuaikan dengan ketentuar peraturan perundang-
undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan
gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian paji
ketiga belas dan tunjangan hari rova,

(o) FPenganggaran belania pegawal untuk kebutuhan
pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesual
dengan fermasi pegawai Tahuan 2025

(c] Fenganggaran belanja pegawali untuk kebutuhan
kenakan gail berkala, kenaikan pangket, tunjanpan
kelazrga dan nmatasi pegawal deagan
memperhitungkan acress vang besarnya maksimurrn
2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah beanje
Fegawal untuk paji pexck dan tunjangan.

(d) Pengangparan penyelenggaraan Jaminan Keschatan
bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan
dan wanggota DPRD serta ASN/PNE doan PPPK
dibebankan pada APBD Tahun Anpggaran 2026 sesual
dengan kKatenfuan peraturan perandang-undanpan.

() Pengamoppesoan senyelenpgearsan jaminan kecclszsan
kerja dan kematian bagl Kepala Daerahwakil Kepala
Daerah serte pimpinan dan anggota DPRLC szerta




ASN/PNS can PPPK dibebankan pada APBD sesua’
dergan ketentuan peraturan perindang-undangan.

(f) Perganggaran tambahan penghasilan kepada pegava:
ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerak
dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan
kctentuan peraturan perundang-undangan,

(1, Fenentuen  kriteria  pemberian  rambahan
penghszsilan dimalkesud didasarlzan  pada
pertimbanpan  beban kerja, tzmpat bertugas,
kondis: kerja, kelargkaan profesi, prestasi kerja,
dan /ater: pertimbangan objeletif lainnya,

(2] Pemberian  tambehan  penghasilar  kepada
pegawel ASN daeral. ditetapkan dengan peraturan
kepala daerah dengan ‘therpedoman pada
perahiran pemeriatah.

(3] Penetapan besaran standar satuan  biays

tambahan penghasilan lkepada peprwa: ASN
dimaksud memperhatihan  aspck  efisicnsi,
efektivitas, xepatutan dan kewajaran serta
rasionsalitas,

(4) Dalam hal belum adanya peraturar pemeriatah
dimaksud, kepala daerch dapat memberkan
tambahan penghasilan bagi pepawal ASN setelah
mendapal  persetujuan Menter: Dalam  Negeri.
Persetujuan Meinleri diberikan setelah
mendapatlkan pertimbangan dari Menter. vang
menyelenggarakan arusan di bicang keuangsn,

(5] Selanjutnya  pesselujuan digjukan  melalad
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan
menggunakan Sistem Informasi Femerintahan
Daerah sesual dengan Peraturan Mentesi Dalem
Nezeri, dengan kebijakan TPP untuk tehun
angparan 2026, denpan ketentuan ;

(&) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anzgaran
sebelumnya;
a. Alokssgi TPP dapat melebihi alokasi takun anzgaran
stbelumnya sepanjang:

1. merupakan hasil realckasi anggaran belanja
pegawai dalam APED, antara lain uangz lembur
dan/aau kompensasi lain vang diatur dalam
peraturan perundang- undanpan yang diterima
negAwal ASN nada takunm ATIZEaran

sehelumnya;
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4. merupakan pemberian TPP bercasarkan behar
kerja secara bertahap dalam wak:u § (lina)
tahun sejake diterditkannya Lndang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022:

3.  Dbesaran alekas! anggeran TPP inspekiur daerah
lebik kecll dari sekreraris daerah namun lehih
aesar dasi kepala perangkat daerah lainnya:

4. Ddesaran alokasi enggaran TPP jabatan
administrator dan pengawas, serta jabatan
nngsional tertentu pads inspektorat daerah
lehih besar dari jabatan administrater dan
pengawas serta jabatan fungsional tertsntu
pada perangkat daerah lainnya,

2. Persetujuan diajuksn  setelah  Pemerintah
Daeralh meclakukan validasi perhitungan
peémberian ambahan penghasilan cdengan
memperbatikar tata rara perseniuan Menteri
Dalam Nezger tcrhadap tambahan penghasilan
pegawal aparatur sipil nepara di linzglungan
Pemerintah Daerab sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

Turnjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambehan
Penghasilan Gura ASN Daerah, dan Tunjangan
Khusus Guru ASN Daeroh di Dasrah Khusus vang
bersumber dari APEN Tahun Anggaran 2026 melalui
DAK Non Fisic, merupakar salah satn krireria
tambaharn penghasilon berdasarkan pertimbangan
objekdf lainnva.

Pengenpparan Insentif Pemungutan Fajak Daerah dan
Ferribusi Daerah zesusi dengan ketentuan peraturan
p:rur.ciang-un-:izmgan.

Schagai implementasi Pasal 5& Peraturan Pemerintah
Nomar 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kevangan
Daerzh dan Pasal 3 Peraturan Ferierintah Nomor 69
Tabun 2010 tentang Teta Cara Pemberian Dan
Pemanfaatan Inseatif Pemungutan Pajale Daerah Dan
Retribusi Daerah, pemberan [nsentfd Pajak Daerah
dan Hetribusi Daerah bagi Pgjabal/ASN Daerah vang
meladisanaliar tugas pemungutan Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah atau oelayanan lainnya sesyai
dengen peraturan peruncang-uncangan
diperhitungkan aebagai salah zatu unsur perhitangan
tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objelcif lainaya.
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(k] FPenganggarar Belanja Jasa Penpgelolzan BMD vang
menghasilkan pendapaten merupakan tambahar
penghasilan  yang  dapat diberikan se baga:
penghargaan atas kinerja tertentu vang melaksanaksr
pemaniaatan Barang Milik Daeralb scsuai denpar
ket=ntuan peraturan peru ndang-undangan.

(] Sebaga: implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahua 2019 tentang Fengelolaan Ecuangan
Daerah dan Peraturan Merteri Dalam Negeri Nomor 63
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberizn Insertif
dan/atau Tunjangan kepada Pejabar Atau Tegawai
yang Melalcsanakan Penpelolaan Barang Miik Daerah,
dipernitungkan sebagal salah satu unsur perhitungan
tambahan penghasilan berdasarizan pertimbangan
objcktif lainnya.

lm} Penganggaran hotorariwn memperhatican asas
kepamitan, kewaaran, rasionalitas dan efelktifitas
dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan
szsuel dengan kebutuhan dan waktu pelsksanaan
kegiatan dalam ranzka mencapai tarp=t kinerja
leegatan dimalcsaad.

(1) Penganggsran honorarivm memperhatikan
penctapan haneorarium yang diatur  dalem
Peroturan Presiden Nomor 72 takun 2025 tentang
Standar Satuan Harga Regional (SHSH)

(2) Kepala daerah dapat menetapkan standar
honorarium selain SHER teracbut di atas, dengan
memperhstikan prinsip efisiens:, elekiiditas,
kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomearni
ketentuan pasa. 3 ayat 2) Peraturan Presiden
Nomor 72 wahun 2025 tentang Standar Satuan
Harga Regionnal.

(3} Honorarium yang dietur dalam Peraturan Prosiden
Nomor 72 Tahun 2225 tentang Stancdar Satuan
Harga Regional dan honorarium lalnnys  yang
diterima ASN diperhitungkan sebegai salah satu
unsur - perhitungan tambahan  penghasilar
Ferdasarkan pertimbhangan aajeknf lainnya.

b) Belanja Darang dan Jasa
1) Belanja barang dan asa dipunakan untuk mengangparkarn
nengadaan barang/jasa vang nilal manfaztrya kurang dari

12 [dua belaso) bulan, termosuals baronsg/josa yong olen

diserahkan atau d_'.leEIJ. kepada masyaraitat‘rpmak lain

dalam rang<a melaksanakan orogram. kegiatan dan sub
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kegiatan Pemerin-ahan Daeran EUNna nencapalan sasaran

prioritas daerah yang tercanum dalam RPCMD pada SKPD

terkail,

Belanja barang dan jasa diurakan dalam objele belanja

barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja

perjalana dinas, dan Belanja Uang den/atan Jasa untulk
diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak T.ain /Masyaralcat.

Kebijakan penganggaran  belanja  sarang  dar Jjasa

memperhatikan ketentuan:

l2) Belanja Barang digunakan untule menganggarkan
pengadaar harang berupa bareng pakai habis, barang
talt habis paicai, dan barang tekas dipakai.

(b) Penganggaran belanja darang paka: habis disesuailsar
dengan kebutuhan nyata yang didasarkan aias
pelassanaan tugas den fungsi SKPD, stancar
kebutuhan yang ditetazkan oleh Kepala Daerah, jumlah
pegawai dzn volume pekerjaan serts memaperhitunghkan
esfimagi sisa persediaan barang Tahun Arggaran 2045
sesual dengan ketentuan peraturan perundar.g-
andangan,

[} Selanja Barang untule dijual/diserahkearn kepads
masyarakat / pihak  ketiga / pihale lain
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas
dan elektifitas dalam pencapeian sasaran propram,
keglalan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan
dan waktu pelaksanaan sub kegiaran dalam ranglea
mencapai target kirerja sub kegiatan cimagsud,

(d) Peagudaanbelanja barang Untix dijual/
diserahkan kepada masyarakat /pihal ketiga /pihak lain
dalam rangka melaksanakan program. “egiatan dan sub
kegizten Pemerintahan Daerah berdzsarkan wvisi dan
misi Kepala Dacrah vang tertuang dalam RPIMD dan
dijabarkan dalam RKPC, dangzarkar dalam jenis
belanja barang dan jasa sesual dengan ketentuan
peraturan peruadang-undanpgan.

(e] Pengadaanbelanja barang vntuk dijual /
diserahlcan kepada mesyarakat/pihax ketiga/ pihak
lain pada -ahun angparan herkenaar  dimaksud
dianggarkan scbesar harga bel/bangun atlas harang
yang akan diserahkan kepada masyaralkat,pihak
ketiga /pihak lain dirambsh seluruh belarja vang terkeit
denpan pengedann / pombangiznan sarnpal o 2lap

diserahloan,
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() Belunma Jasa digunakan untulk menganpoarkan

pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
bulen wang dibatasi  serta  didasarka- pada
perimbangan  bahwa keberadaannya dalam  suhb
kegiatan memiliki percnan dan  kontribusi nyata
terhacap pelaksanaan sub keglatan dan pencapaian
Llarget Kinerjanya, Belanje Jasa terd:ri atas:

(11 Penganggaran .Jasa Kantor meliputi:

a. Penganggaran honorasium sebagai imbalan
vang diberikan kepada ASN dan Non ASN
perdasarkan penugasan dan beearannva scsua
dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan;

b, Penganggaran jasa sehagsi imbalan vang
diberikan kepada ASN dan Non ASN
berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik
vang dituangkan dalam perjanjian/penugasan
dan  besarannya sesusi dengan leetentuan
peraturan perundang-undangan;

¢. Penganggaran jasa sebagal imbalan vang
diberikan kepsda pihak lain atas pemberian
layanan antara lain listrik, eir. telepon, internet
dan jasa-jasa lairnya

d. Penganpparan penganggaran jasa kontribusi
asosiasi digunaken untuk menganggarkan iuran
dan kepiatan asosizsi pada SKPD rerkait

(?)  Penganggzran [uran Jaminan/Asuransi melipuri:

a. Pemerindah Daerah mengangegarkan uatuk
Jaminan Kesehatan selaku pemberi keria
urtuk pekerja/psgawal yang menerima
gajifupan dianggarkar dalam APBD antara
lain:

1. kepala desa dan perangkar desa; serta

2. Pegawal Ncon Pegawal Megeri Sipi. Daerah
(PNPNED;

zealiai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b, Dalam ranzgka menjamin keberlangsungan dan
lresehatan keuangan Jarminan Kesekatan:

1. Pemerintah Daerah menganggarkan luran

can bantuan iuran bagl pendudulk vang
cidalarkan aleh Pemerintah Daerah;

2. 8elain  itu  Femerintah Daerah  jugas
menganggaskan Bantuan Taran  bag
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penyandang masalah kezejabteraan sesial
yang tidek memilili identitas (NIK) sehingga
tidak depat didaftarkean schagal pescrta
Jaminan Kesenatan Nasional dan
pedbavaran pelayenan keschatan
Mmasyarakat yang jenus manfaat/pelayanan
kesehatannya tidak dijamin oleh program
Jaminan Kesehatan Nasional, (scperti Biaya
amcbulance peserta Jaminan Keselatan
Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan
atanl sehalivrys, Biayva transportasi pczerta
dan pendamping ke fasilitas kesehatan
rujukan di luer kota vang tidak dijamin
dalam Jaminan Kessha-an Nasional, Biays
rumsh singgah pengantar khusus rujukar,
ke luar keia, dan manfaat koraplemencer
lainnya vang tidak dijamin dalam manfaat
—aminan Kesehatan Nasional acsuai dengar
kebuluban Pemerintah Daerak.

Pemerintah  Daerah  dapat  mengalokasikan

dulunpan anggaran kategori bukan sleama ganda

diluar cakupan lavanan BPJS vang dilakukan
untuk fasilitas kesehatan masvarakat/swasta dan
fasilitas kesehatan milic Pemerintah Daerah pada

SKFD yang miclaksunakan urisan Kesehatan.

Pengembangan pelayanan kesehatan i luar

cakupan peryelenggerean jaminan keschatan yang

disediakan oleh GPJS Keseaatan dalam rangks
pemeliharaan kesehatan berupa medical check up,
kepada:

a. XKepsla dacrah/wakil kepala daerah sebanyak 1
Isetu] kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk
keluarga (satu istri/suam’ dan dua anax),
dianggarkan dalam bentuik program dan
kegiaten paca SKPD yang secara fungsional
terleait eesua: denpgan lketentusn peraturan
peruncang-undangan.

b. pimpinan can anggota DPRD sehaayak 1 (saha)
kali dalam 1 (satu] tohun, tidak tormasuk
istri/suami dan anak, diangzarkan dalam
bentuk program dan kegiatan pada SKPD vang
zecara  fangsicnal  terkail  sasuai cdengan
ketentuan  peraluwran  perundang-undangarn,
dilakukan di dalam neger: dengan tetap
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pendudu< yang mendaftar secara mandiri
dengan manfaat peleyanan di  Ruaang
Perawatan Helas 11 sesusi deagan
kelentuan peraturan perundang-undanpgan,

c. Dalam rangka mewujudian Universal Health

PJ

Coverege (UIIC), Pemerinah Daerah dapat

menganggarkan .uran bagi seluruh penduduk

yang didaftarkan oleh Pemerintsh Daerak
dengan manfaat pelayanan dirvang perawatar
kelas LI selain peserta Jaminan Kesehatar

Nesional yaitu Fekerja Penerima Upah (PP

dan Penerima Bantuan [uran (PEI). Selarjutnya

Pemerintah Daerah wajib melakuxan integrasi

Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan

Kesehatan Nasional gune torsslenggaranya

;aminan kesehaten bagl s=luruh pendudulk.

Pemerintah Daerah tidak diperkerankan

mengeola sendin sebagian atau sclurahnva|

Jaumminan  Kesehalan Daerahnya dengan

manfaat yang sama dengan Jaminan Keschatan

Nasional, termasuk menpelola sebagian

Jaminan Keschatan Daerabknya dengan skema

zanca.

1. Kategoni skema ganda, yaitu Fenjarninan
dlau pembayaran atas bisva pelayanan
kessharan masyvarakat vang dibayarkan
clen Pemerintah Dasrah lepada fasilitas
keseharan, yaliig jenis pelayanan
kesehazan /manfaativa sama sebagian atau
seluruhnya dengan jenis/ manfaat,

4. pelayanan kesehatan yang diatur dalam

Program Jammnan Kesekatan Nasional vang
dikelola cleh BPJS Keschstan., dar
PEOLjeIIiTRL il pembayaranpelayvanarn
kesehalan oleh Pemerintah Daerah kepade
facilitas lkesehatan atan langsung kesadec
masyarakal  yang  telah  terdafltar dalaon
kepesertaan Propram Jaminan Kesehatar
Nasional dengan stamas kepesertaan altif
atau berstatus noa akif karena menunggak
1UTETL.

3. HKaregori bulcan sltema ganda, antara lain

Penjaminan [ pembaryare pelayarsn
kesehatan orang dengan pangguan jiwa dan
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memprioritaskan Rumah Sakit Umara Daerah
terdakat, Pumah Sakit Umum Pusat di Proviasi
atau Rumah Sakit Umum Pusar terdekal.

13) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Keria bagi Non

(6]

)

ASN digumakan untuk mengangpa-kan aelanja
iuran jaminan kecelakaan kerja bagl tenaga non
ASN  yang dipekerjakan melalui perjanjian
kerja/lcontrak =ebagai perlindungan atas risiko
kecclakanmn kerja atau penyakit akibat kerja berupe
perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesua’
dengann  ketentuan peraturan perundang
undangan.

Belanja {uran Jaminan Kematian bagi Non ASN
digunakan untuk menganggarkan Eelanja iaran
jaminan kematiar bagi tenoga non ASKN vang
dipekerjakan melalui pesjanjian  kerja/kontrak
sebapai perlndungan atas risiko kematian bukan
akihat keeslakaan kerjs berupa eantunan kematian
scsua. deigan getentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengangparan sewa terdiri atas zewa tanah, sews
peralatan dan mmesin, sewa gedung dan bangunan,
sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset
tetap lainnya;

Penganpggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk
jasa konsultansi non konstruksi. sedangkan jasa
konsultansi kontruksi mengikuti lkenzen full
costing almu nilai aset tetap yang dianggakan
dalam belanja modal adalah secbesar harga
beli/bargun aset ditamkah seluruh belanja yang
lerkai. dengan pengadaan/pembangunarn aset
sarnpal siep digunalkan.

Pemerintan Daersh dapat menganggerkan jase
konsultansi untuk konsultans! kentruks: apabila
diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan
perundangan-undangan  dsn dialan sebaga:
Konlruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sc2uai dengan
kelentuan peraturan perundangan-undangan.

(10)Pengangparan  ketersediann loyanon javadlibility

payment] digunakan untuk menganggacikan
belanja jasa kstersediaan lavanan (avalibilty
paymentl) untulk pembayaran secara berkala olzh
kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas
tersedianya layanan vang sesuai dengan kkaslitas
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dan/ateu kriteria sebagaimana ditentukan dalam
perjatjian KPDEU.

(111 Penganggaran Leasiswa pendidikan Pos kursus,
pendidikan  dan  pelatihan, sosialisasi  dan
bimbingan tslmis meliputi:

a.

Penyediaan anggaran beasiswa pendidikar
bagi PNS sesual dengan ketentuan reraturan
rerundang-undangan.

Fenyediaan  anggaran  pendidikan  dan
pelatihan, sosielisasi dan bimbinzan telenis
atal  eejenisnya yarg  terlair dengan
pecingkatan kapasitas bagl pejabat daerah
dan staf Pemerintah Daerah, p:mpinan dan
anggata DPRD, sertz unsur lainnya yoang
dibatukkan  scsuai  dengen  ketentuan
peraturan perundang-undangan,
dipricritaskan pelaksanaannya pada rmasing-
masing wilayah provinsi/kabupaten/kota
yang cersanpkutan.

1. Penyelenggaraan pendidilcan dan
pelatihan, sosialisas: dan  bimbingan
eknis atau  sejenisnya vang  terkait
. denpgan peningkatan kapasitas d:lakulkan
secara seleltil, efisiensi den cfcktifitas
PERERUNEAN anggaran daerah serta tertib
anggaran  dan  administrasi  cengan
memperhatilkan espel argensi, kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi,
kompeter.si narasumber, kualitas
advekas! dan pelayanan penyelengegara
serta manfaat yang akan diperoleh,
Dalam hal terdapst kebutalkan untul
menyelengearakan pendidikan dan
pelatihan, bimbingen teknis, sosialisasi,
workshop, lokakarva, seminar, atan
sejenienya dapat diselenggarakan di luar
wilayah provinsi/kabupaten/<ota vang
bersangioatan,

[

(12)Pengangparan insentif pemungutan pajak dacrah
bagi pegawal non ASN, dan mmsentit pemungutan
retribusi daerah bagi pegawal non ASN sesuai

clengon keteziiaan parafuran perandong-

undangen.
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(g} Belanja Pemeliharaan:

(1) Penganggaran pemelharaan barang milik daerah
yang berada dalam penguasaan pengslola tarang,
sengguna barang atau kuasa penggunz barang
serpedoman pada daftar lkeebutuhan pemeliharaan
barang szsuei  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

(2) Pemerintah Daerah  menganggerkan  Fajak
fendaraan  Dermctor  (PKB), Bea Bealik Nama
Kendaraan Bermaotor [BEN-KB), Fajak
Pertambahan Nilai (PPN}, Sumbangan Wajit Dana
Kecelakaan Lelu Lintas Jalan [SWDKLLJ) dan
administrasi perpgjaken lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundanp-undangar.

(b Belanja  Perjalanan Dinas digunakan untuk
mengarggarkan belanja perjalanan dinas delam negeri
dan kelanja 1?L:ufe:r'jaitl5\.‘:"151n dinas luar negeri diuraikan:

(1} Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
a. Belanja Perjalanan Dinas Biase digunakan

untuk mengangearkan perjalanan  dinas
jabatan melewati batas kota dan perjalanan
dinas pindah bagl pejabat dacrah, pegawai
negeri, pegawsl tidak tetap dan aihak lain
sesuai dengan Lketentann
peraluran peruncang-uncangan;

b. Belanja Perjalanar. Dinas Tetap dizunakan
untulk menganggarkan perjalanar diras tetap
yanp dikitung denpan memerhatikan jumlah
aejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.
Pengeluaran oleh Pesmeriniah Daeran untulk
pelayanan masyarakat, Contoh: perjalanan
dinas ol=h ternaga penyuluh pertanian, juru
penerang, penyaluh agama, dan lainnya;

c. Belanja Perjelanan  Dinas Dalam Kota
dipunakan uniuk menganggarkan perjalanan
dinas di dalam kota bagi psjabat caersh,
pegawal negeri, pegawal tidak tetap, dan pihak
lain sesual dengan ketentuan perataran
perundang-undangan, Terdiri stas perjalanan
dinas yang dilaksanakan ledih dari 8 [delapan|
jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan
levrang dasi 2 (delopan) jom. Perjolanor cioog
di daelamn kota yang karang dacl 8 delapan| jam
hanyva diberikan uang transpert lokal termasuk




pemberian uang transportasi pada masyarakat
dalam rengka menghadiri rapat, seminar, dan
agenianya,;

e=

[ ]

Belanja Perjelanan Dinas Paket Meeting

Da.am Kota digunakan untulk

menganggaskan perjalenan dinas dalam

rar.gka rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanakan di dalam kota pada

Pemerintah Dacrah penyelenggara darn

dibiayai =eluruhnya oleh Pemerintah

Daerah penveleaggara maupuan yang

dilalesanalean Pemerintah Daerah

penyclengpara di dalam kota Pemerintah

Daerah peserta dan biaya perjalanan

dinasnya ditanggming olen Pemerintah

Daerah peseria, yang meliputi:

a] Biaya transportasi peserta, panitia
/moceramr , dan/ataun narasumber
baikk wvang berasal darl dalam kola
maupun dari luar kota;

b} Biaya peket meeting
(haifday/ fullday,/ ullboard/ residence),

v) Uang saku peserta, panitia;/ moderator,
cAn / atau rarasumber baik yang
berasal daul dalem kota maupun dari

laar kota:

d) Uang hardan dan [/ ataa biaya
pengnapan pesertea.
panitia/moderator, dan/atav.

narasuumber yang mengalami lkesulitar
ransportasi.
Besaran nilal biaya peket meeting, uang
transport, uang saku, dan wvang harian
sesuad dengan kelentuan  peraturan
perundang-undangan,

d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar
Kola.

] '

Digunakan untuk menganggarkan
perjalanan dinas dalam rengka rapat,
semingr, dan sejenisnys yang dilaksanakan
di luar kota pada Pemerintah Daerah
nenyelenggars dan dibiayzl selurahnws oleh
Pemerintahh Dacrah penyelenggara, acria
dilaksanakan i luar kota Pomerintah
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Daeral peserta dengan bisya perjalznan
dinas yang ditanpgung olch Pemedintah
Daerah peserta, meliputi:

4) Biava Lransoortasi Peserta,
paritia/moderator, dan /atau
narasumber beik yang beraszl dar
dalam kota meupun dari luar knta:

b) Biaya paket meeting (haifday /fullduy/
Jullpoardy residence);

¢ Uang saku peserta, panitia/moderator
dan/atau nerasumber baile vang berasal
dar dalam kola maupun dari luar kota:

¢) Uang Tharan dan/azaun biayva
penginapan peserta, panitia /moderator,
dan/etau narasumber yang mengalami
kesulitan rransportasi,

Besaran nilai bhiaya paker meeting, uang

Canspert, uwang saku, dan uang herian

mengikuti  ketentuan yang mengatur

mengerai standar biayva tahun berkenaan.

(1) Belan a Perjalanan Dinas Luesr Negeri
4. DBelanja Perjalanan Dines Biasa Luar

Negeri digunzkan tintule
menganggarken perjalanan dinas
Jlasa yang dilaksanakan di luar
TEEert.

k. Xetentuon mengenai standar biayva
serjalanen dinas luar negeri begi
Pemerintal Deerah mengacu pada
cetentuan  peraturan  perundang-
andangan mengenai standar biava
masukan vang berlaku pada APEWM
sebagaimana dimaksud dalam Faszal
4 avat (1| FPeraturan Presiden Normor
33 Tahun 2020 tentanz Standar
Satuan Harga Regional,

(2) Penganggaran belanja perjalenan dinas
dalam negeri dan Inar  negeri
memperhatikan ketentuan;

a. renganggaran belanja perjalenan
dinas calam rangca knnjiingan kerja
artau studi banding, baik porjalenan
dinas dalam negeri  maupun
perjelanen  dinas luar negeri,




Cllakukan secara selektif, frelousnsi,
jumlah hari dan jumlah orang
dibatasi serta weperhatikan target
kKinerje dari perjalanan  dinas
dimaksud sehingpa relevan dengan
substansi kedljakan Pemeriarah
Daerah. Hasil kuniangan kerja atau
studi  banding diluporkan sesvai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

b. ASN, Kepala Daerah ¢an Wealdl
Kepala Daerah, pimpinan dan
anggota LCPRD dapat melakikan
perjalansn kelvar negeri. Perjalanan
luar negeri mempedamani keteniusn
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nemor 59 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Perja.anan ke Luar Neogeri di
Lingkungen Kementerian Deslamn
Negeri dan Pemerintahan Daerah,

(2) Pengangzaran helanja perjelansn dinae harus
memperhatikan aspek perlunggurgjawaban sesuai
dengan biava il atau lumpsum, khususnya
mealipuiri:

a.

Sewa kendaraan da’am kcta dibayarkan sesuai
dengan biaya rill. Komponen sews kendaraan
terschut hanva diberikan

untulc bupati/wakdl bupati, pejakat pimpinan
tinggi madya dan pejabat yang diberikan
kedudulean atau hak keunangan dan fasilitas
selinpkal psjabat pimpinan tnggi medya

Biava transpor.asi dibayarkan sesuai dengan
bigya riil.

Bisya penginapan dibayerkan sesuai dengan
biaya riil. Delamn hal pelaksanaan perjalanan
dinas tidak mengpunakan fasilitas hotel atau
temapat penginapan lainoya, kepuda yang
bersangkutan diberiken hiaya pernginspan
sehesar 20% (tiga puluh persen) dar tarif hotel
di leota tempat ‘ujuan sesaai dengan tingkatan
pelaksana perjalanan dinas dan dibavarkan
gecara lampsuvimnm  sesual dengan kerentuian

peraturan perundang-undangan,




t. Jeng harian dan uang representasi dibaya-kan
secara lumpsum.

e. Biaya pemeriksaan keschetan Corona Vieas
Disease 19 [Genose/rapid test/PCR test/swab
test) sesua dengan biaya riil (eepenjang dalam
masa pandemi Corena Vims Disease 19)

(9] Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas
dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

[4) Penvediaan alokasi anggaran untuk perjalenan
dinas tersshut termasuk yang mengilsutsertelkan
Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah,

(i} Belanja Uang dan/atau jasa nntul Diberilcan
kepada Pihak Ketiga/Dihak Lain/Masyarakat
digunakan untuk menganggarkan Uang
dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Bihale
Keiga /  Plhak Lain [/ Masyarakal
memperhatikan asas Kkepatutan, kewsgjaran,
rasionalitas dan efekrifitas dalam pencapaian
sasaran program, kegiztan dan sub kegiatan
sesuai  dengan  kebutuhan dan walkcru
pelaksanaan sub kegiatan dalam ranpka
mencapa target kinerja subk  kegiatan

thirnaiksud,

1. Belanja barang dan jasa berupa nemberian
ang vang diberikan kepada
masyerakual /piha<  lain  diberikan dalam
bextuk:

i pemberian hadian  yang  beraifat
perlombaan,

b. perghargaan atas suatu prestasi;
pembenian beasiewa kepada masvaraleat;
peranganan dampak sosial
kemasvarakatan alkcbat pengganaan
tanah milik Pemerintah Daerah untuls
pelakcsanaan pembangunan proyelc
strategis nasicnal dan non provek
strategis nasional sesuial  dengan
ketentuan peraturar perundang-
undangarn;

e. Transfer Ke Dioerah den Dane Desa yang

o

perggunaannya sudal: ditentukan sesuad
dergan ketentuan peraturan perundang
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undangan;

I. Bantuan fasilitasi premi asurarsi
pertanian; danfatau
g. Belanja barang dan jess  berupa

pemhberian uang lainnya Tang
diamanatkan vleh peraturan perundang-
tndangan.

4. Pengacaan hbelanja jasa yang akan
diserahkan alau dijual kepada
masyarakat/sihalk lain  dalam rangka
melaksanatan program, kegiatan dan sub
kegiaten Pemcrintahan Dacrah berdasarkan
visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang
dalam RPJMD dan dijabarkan dalarm RKPD,
dianggarzan dalam jenis belanje barang dan
jasa sesuai dengan ketertuan peraturan
peruncang-undangan,.

3. Pengacaan belanja jaosa waag akan
diserahkan kepada masyarakat; pihak
ketipa/pihak lain pada tahun anggaran
berltenaen dimaksud diangparizan eebssar
harga beli yang skan diszrahken kepada
pihax ketiga /pihak lain/masyarakat
ditamnbak seluruh  belanja yang  cerkait
denpan pengadasan jasa sampal siap
diserahkan.

2, BELANJA BUNGA

.

Eelanja bungs digunakan Pemerintah Daersh untuk
menganggarkan pembayaran btunga atang yang dihitung atas
kewajiban pokok utang berdasarkar perjanjian pinjaman
sesual dengan ketenfuan peraturar serundang- undangan.
Belanja bunga cntara lain berupa belanja bunga utaag
pinjaman dan belan;a bunga ulang cbligasi daerah.

Belanja bunga berupa balanja bunga utang pinjaman, belanja
bunpa utang cblipas: dianpparkan pembavarannya dalam APBD
tahun enggaran berkenaan,

Belarja bunga vang dipanskan unux  menpanggarkarn
pembayaran bunga utang yang tidale berasal pembaysren amas
kewajiban pokok ulang, dienggarkan pembayarannya dalem
AFBD tahun anggaran ber<ensan.

Femerintalh Dasrah pang memrililki kewajiban pembayaran
btunga utang dianggar<an pembayarannya dalam APDOD Tehun
Angearan 2026 peda SKPD selalou SEPKD.
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e. Dalam hel unit SKPD melaksanakan BLUDL, belanja bunza
tersebu: dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

3. BELANJA SUBSIDI

a. Pemberian subsidi kepada BUMD peavelenggara Sistem
Penyediaan Air Minum |SPAM|. Pemerintah Daerah
darat mengangzarkan belanje sussidi kepada BUMD
tersebul apabila telah menctapkan Peraturan Hepala
Daereh mengenai Tata Cara Pechitungan dan Penetapan
Tarif Air Minum serta Pemberiar Subsidi dari
Pererintah Daerah zepada BUMD penyelenggara SPAM
dengan sesuai dengan ketentuan psraturan perandang-
undangar.

b. Dalam hal Kepala Daerah menetapkarn tarif lebih kecil
dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD
peryvelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata
tidak mencapai pemulihan Haya secara penuh (full cest
recowery), Pemerintah Dacreh harus menyediakan
subsidi untuk menutup kekurangannva melalui APED
zeteleh mendapat persetujuan dari dewan peEngawas
acsual dengan ketentuan  peraturan perundang
undangan,

c. Pemberian subsidi bunga atau program sejenis lainnya
kepada masyvaraikst dan 1lzahs Milom Kecll dan
Mertengah ([UMEKM) depat berupa program Rredit Usaha
Ra<yat Deasrah [KUHDa) melahu lembags Kouangan
bank daerah dalam rangka mendorongz in<lus kruangan
pengaatan, kemudahan, pendampingan dan fasilitasi
UMEM sebagaimeana diamnanatdoan dalem Pasal 71 harafl
b anglka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
dan dianggarian parda SKPD terkait.

4, BELANJA HIBEAH DAN BANTUAN SOSIAL
a. Belanja kibah

l] EBelanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat
dianggarkan dalamn APBD sesuai dengan kKemampuan
keuangan deerah selelah memprioritaskan pemenuhan
belamja wurusan pemsrintahan  wajib  dan Urusac
FPemerintahan Pilihan, kecusli ditentukan lain sesua:
dengan lketentuan  peraturan perundang- undangan.

2) Belanja hibah diberikan Kepada:
(a) Pemerintah Pusart;
{5) Pemerintah Daerah lainnmyn;
(c] Badan Usaha Milik Negacs,
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{d) BUMD; can/atau

(e} Badan dan lembaga, serta  organisasi
kemasgyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

(f] Partai Politik.

b. Perganggaran hihah Lkepada partei politik mempedomani
Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 rentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib
Administrasi  Pengajuan,  Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bartvan Keuangan Partai
Poltik dan Peraturan Menteri Dalam Nezeri Norror 78 tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraniran Menteri Dalam Negeri
nomer 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penshilungan,
Perganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajaan,
Peryaluran, dan Laporan Pertenggurgjawaban Pengginaan
Eantuan Keuangan Partai Politle

c. Femberian Hibaa bantuan keuangan kepada partai politik ridak
dituangken dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)
yang pelazsanaannya berpedoman poda Peraturan Pemerintah
Nomor § Tahun 2009 ienteng Bantuan Keuangan Partai Politik
sebagaimana telah beberapa kali diukah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahur 2018 tentang Perubzahan
Kedua atas Peraturan Pemerintal Numer 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menter Dalam
Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penzhitungan,
Perganggaran dalarm APBD dan Tertib Administrasi Pengajaan,
Fervaluran, dan Laporan Pertanggurpjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Pelitile dan Peraturan Menteri Dalarn
Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Artas
Feraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Penplitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib
Administrasi Pengajuar,, Penyaluran, dan Laporan
Fertangpungiawaban Pengsunaan Dantuan Keuangan Parad
Politiz.

a. Hibah kepada Pemerintah Pusat diberi<an kepada satuan
keria dar: kementerian,/lembaga non kementerian yang
wilayzh kerjanys beraca dslam daerah vang I:-ersmng'k:uran,
dengan ketentuarn;

(1) Wilayah kerjanva termasuk dari kabupaten/kota
kepada instansi vertikal vang wilayah kerjanya pacda
provinesi.

(3) hibah kepada pernerintah pusat diberibear 1 jsau) kali
dalam tahun berkenaan sesuai kermampuan keuangarn
dzerah termasuk hibah kepada unit kena Kemearerian
Dalsr Negeri vanz membidangl wrusan adoundstrasi
kependudukan unbuk penyediaan blanko Karou Tanda
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Pendudule (KTF), kecuali keperluan mernlesak sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja hihah diangga-kan sesual dengan tugas dan
funpsi perengkat dacrah terkait yeirtu:

(a) Bzlana Hibah terkail urusan dan kewenangan
daerah sesuai dengan lketentuan peraturan
perundang-undangan dianggarkan peds SKPD,

(b) Bzlania Hibah terkait hubungan antar lembaga
pemenntahan dar/atau instansi vertikal sesuai
dengan selentuan peraturan perundang-undangan
dianggarkan pada SKPD yang melakssnakan
wrizan Pemerintahan Umom,

() Belanju Hibah yanp bukan vurusan dan
kewerangan Pemerintah Daerah sesuai denpan
ketentuan peraturan perundang-undangan vang
mendukung program dan kegiatan Pemerinrah
Daerah dianggarken pada Sexretariat Daeran.

() Alnkasi anggarsn helanja hihah dalam raaghke
menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan.
Pemerintah Daerah dicantumkan daam ERKPD
Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi Kepale
SKPD etas uszulan tertulia dari ealon penerima
hibah, lkecuali ditentukan lain sesual dengan
ketenntuan peraturan perandang-undangan.,

() Dalam hal Pengelolaan hibaa tertentu diatur lain
dengan peraturan perundang-undangan, maka
pengaturan pengeloaan kibah dikecualikan dari
peraturan ini.

() Penganpparan belanja hibah dalam APBD Tahun
Anggaran 2026 mempedomani Peraturan Kepala
Daerah yang mengatur tats cara penganggaran,
pelalksanzan dan penatausahaan,
perangeungjewaban  dan  pelaporan  serta
monitoring dan evalunsi hibah, eebagaimana
diamanatkan dalam ketentuan peraiuran
perundang-undangsn.

5. BELANJA BANTUAN SOSIAL

A
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Relanja bantian sosial depat dianggarkan dalam APED sesuel
dengan kemampuan kcuangan deerah setelah
memprioritaskan pemenuharn beanja arusan pemerintahan
wajih dan urusan percerintahan pilihan, kecuali ditentukan
loin sesual denpan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja bantuan sosial digunakan unluk menganggerkan
pemberian bantuan kerupa uang dan/atau barang kepada:




1} individu;

2] keluarga;

3) lelompok dan/sten masvarakat, yang mengalami risiko
sosial;

4) lembaga non pamerintahan bidang pend diksn, keagamaan,
dan bidang lain vang berperan untuk melindungi indivicha,
kelompok, dan/atau masyarakatl yang mengalami keadaan
vanp tidak stabil sebagai dampak risiko scsial.

yarng sifarnya tdak sccara terus mencrus dan sclektil yang

bertyjuan urtuk meindungl dari kemungkinan terjadinya

risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu darat
berlzelanjutan.

Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yvang direncanakan

dan bantuan sosial vang tidak dapat direncanakan
sebalumnya.

Bantuan =osial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dialokasikan untuk kebutahan akibart risiko scsial yang tidak
dapat diperkirakan pads sast penjusunan APED yeng apahila
ditunda penanganannya akan menoimnbulkan risiko sosial yang
lehih besar bagi individu dan/ataun keluarge yang
bersangicatan,

Pagu alokasi anggaran vyang tidak dapat direncanakan

sebelumnya tidak melebihi pagu aloxasi anggaran yang

direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan olek
peraturan perundang-undargan,

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapal direncanakan

sebehamnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terdupa.

Belanja bantuan sosial disnggarkan sesual dengan tagas dan

fungsi perangkat daerak terkait yaitu:

(1] Belanja Bantuan Sosial terleait Urusan dan Kewenangan
dzerah sesuai dengen keieniuan poraturan perundang-
undangan dianggarkan pada SKFD:

(2) Belanja Bantuan BSosial yang hukan Unisan can
Kewenangan Pemeriniah Dacrah sesuai dengan ketontuan
pergturan  perundang-undsngan yang  mendukung
program, kegiatzn dan suh kegistan Pemerintah Daerah
diarggarkan pada 3clkctariat Daerah;

3] Alokasi anggarar bantuan sesial dalam rangka menunjang
program, Kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daesah
dicantumkan da am RKPD Talian 2026 berdasarkan hasil
evaluasi Kepala SKPD atas usulsn tertulis dari caloa
penerima haninan ansial, keruali ditentukan lzin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
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<] Dalam hal Peagelolaan bantuan zosial lertentu diatur laan

dengan peraturan perundangundangan, maka

penpaturan pengololaan bantusn szosial dikccualilkkan dar

peraturan ini

a. Pengenpggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun
Anggaran 2025 mempecoman: Peraturen Kepala
Daersh yeng mengatur tata cara penganggaran.

b. pelaksanzan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan peclaporan acrta monitoring

dan evaluasi bantuan  sosial, gehagaimnana
diamanatican dalam ketentuan peraturarn perundang-
undangar.

D. BELANJA MODAL

I

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset {etap dan aset lainnya,
Niiai aset tetap vang dianggarkan dalam belanja modal tersebut
adalah sebesar harpa bei atau  hangun &set  ditambah
seluruhbelanja yvang torkait dengan pengadasn/pembangunan
aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksuc
dalam Pasal 64 ayat (4) Pereturan Pemerintah Nomor (2 tahun
2019 tentang Pengeloasn Keuangan Daerah dan Lampirarn |
Pernyataan Standar Akuntast Pemerintahan (P3AF) 01 can FSAFP
07, Peraturan Pemesrintah Nomor 71 takun 2010 tentang Stendar
Akuniansi Pemenntahan scrta Buletin Telmis Standar Akuntansi
Pemerinzahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud
Berbasis Akryual.
Penpaduan asst tetap tersebut memenuhi kriteric mernpunysi
masga manfaat lebih dari 12 (dua belas buan, digunakan dalam
kegiatar. Pemerintahan Dzerah, dan hatas minimal kapitalisasi
aset tetap.
Dalarn hal tidak memenuhi k-iteria batas minimal kapitaisasi aset
tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Baas minimal
kapitalisasi aset tetap dialur delaim Peraturan Kepala Daerah.
Selair kriteria sebagaimana dimalsud pada hurut ), juga memusl
leriteria lainnya yaitu: berwuud, hiaya perolehan aset tetap dapat
dincur secara ardal, tidak dimaksudkan untuk dijual daam
operasi normal entitas, daa diperclen atau dibangun dengan
malkesuc untule digunakan.
Kebijakan pengenggaran belanja modal memperhatilean lretertran:
a. Pemerintah Daerah haras memprioritaskan a.okasi belana
modal pada APRD Tahun Anggeran 2025 unl uk pembangunan
dunn pengembangan sarane dan  prasarana yang terkait
langsung dengan peningkatan pelayanan  publik  sera
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partumbuhan ekonomi dasrah.

b. Belanja modal dirinci memurut jenis belarja yang terdiri atas:

(1) belanja madal tanah;

(2)  belanja modal peralatan dan mesin;

13) belanja mpdal hangunan dan pedunp:

(4] belanja modal jalaa, jaringan, dan irigasi;
(5] bzlana modal aset tetap lainaya;

(6) belana aset lainnya;

Scgala biaya yang dikcluarkan setelah perolehan ewal ase: wetap
(biaya reaabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal
kanitalisasi aset, dan memperpanjang masa maniaal atau vang
memberikan manfasat eltcnomi dimasa vang slean datang dalam
bentuk peningkatan kapasias, alau peningkatan mata produksi
atau penngkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai
deagan ketentuan peratiran penindang-undargan

Penganggaran pengacaan tanah untuk kepentingan winum sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Delam ranglka efisiersi dan efekiifitas, Pengadaan Tanah untax

Kepeniingan Umum yang luasnya tidak lebih dard 5 (lime) hektar,

dapet dilakukan:

a. secara langsung aleh instensi yang memerlukan tanah denpar
piliak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menulkar, atav
cara laimn yang disepakali; atau

b. dengan menggunakan rahapan pengadaan lanah.

¢, penespan lokes! untulk tahapan diterbitkan oleh bupati
dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Femerintah Nornor
19 Tahua 2021 tentang Penye enggarsan Pengadasn Tanah
Bagi Permbangunan Untak Kepentingan Umum

10. Penganggaran pengadasn barang milik daerah dilakukan sesuai

1l.

dengan Lkemampuan kenangan dan  kebutuhen daerah
perdasarkan prinsio efisiensi, cfcktif, transparan dun ferbule,
bersairg, edil, dan akuntabel dengan mengutamaken procuk
dalam negeri.

Penparggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah
didasarkan pada perencanaan kKebutuhan barang mililc daeran
dan daftar ksbutuhan pemeliharaan parang milik daerzh vang
disusun dengan mzmmperhatikan zebutuhan pelaksanaan tugas
dan funesi SKPD serta ketersediaan barang milik caerah yang
ada. Selanjutnya, perencanaan kelvirahan barang milik daerah
merupakan salah satu dasa: bagi SKPD dalam pengusulan
penyediaan anggaran untuk kzbutahan barang milik daeral. yang
baru (now initiative| dan anglea dasar ihaselire) serts penyiasunan
REA-SKPD. Persncanaan kebutuhen berong milik  daerah
dimaksud berpedoman pada stendar barang, standar kebuiuhan




12.

14.

dan/alzau standar harga, penstapan standar kebutuhan oleh
Kepala Daerah sesuai denpan ketentuan peraturan perurdang-
undangan.

Dalam rangka pendayagunaen pengelolaan aset secara optimal,
khususnyva asel yang telah diseraakan melanui ber:ta acara serah
terime operasional khususrya dari Kemenicnan Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyvat kesade Pemerintah Daerah, maka perlu
pengalokasian anggaran terkaitl pemeliharaan atas aset tersehar
sesual dengan kententuan peraturan serundang-undangan.
Pengadaan barang milik daerah dmmaksud dalam peleksanaannya
juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana
lkeerja Pemerintah Daerah sesua. denpan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan
geding arau hangunan dalam negeri, stardar satuen biaya
pengadaan  kendaraan dinas, satuan biaya permeliharaan
kendarsan dinas dan samuan biaya pemeliharazn sarana kantor
gesuai denpan ketentuan paraturan perondanp-undangan,

E. EELANJA TIDAK TERDUGA

.

b.

Belarua t.dak terduga digunakan untuk mengangzarkan:

l. pengeluaran untuk kecadasn darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidsk dapat ciprediksi sekbelumnya. Keadaan
darurat meliputi bencana alam, bencana non- alam, hencana
sosial dan/atau kgjadian huar biasa, pela<sanaan operasi
percarian dan pertolongan, dan/fatau kerusakan
sarana/prasaraia yang dapat menggangou kepiatan pelayanan
publix.

2, Keperluan mendesak sesual dengan karalkteristik masing-

masing Pemerintali Daerah dilzksanakan sesuai dengan
kelenluan peraturan porandarg-undarcgan,
3. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan
calam Peratu=an Daersh tentang APBD Tahun Anggerar 20206,
sengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan dacrah
:ahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian
atas kelebihan pembayaran aras penerimaan daerah veng bersifat
licak berulang yvang torjadi pada talan sebelumnya;
Bantuan sosial yang tidak dapat direncanskan sebelumnya

F. EELANJA TRANSFER

1

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemermtah
Daerah kepaca Pemerintah Daeran lainnya  dan/amu  dari
Pemcrintah Dasrea kepada pemerintah desa. Belanja transfer
dianggarkan pada SKPD selalku SKPED yaitu Badan Pengelola




Keuangan dun Aset Daerah.
2. Belarja transfer dirinci atas jenis:
a. Belanja Begi Hasil, dipunakan untuk menganggarkan bagi hasil
yang bersumber dari:

1)

2)

2)

“endapatan pajak daerah kabupaten kepads pererintahan

desa.

8] Femerintah Daerab kabupaten/kota menganggarkan
belanja bagi hasil paak daerah dan retribusi daerah
kepada pemerintah desa paling sedikt 10% (sepuluh
persen) dar rencana pendapatan pajak daerah dan
retribusi caersh kabupaten/kata pada TaA 2026
sebagaimana diamanatkaa dalam Pasal 72 ay=l (3)
Undang-Undang Nemor 6 Tahur 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomer 3 Tahun 2024,

b) Bosuran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupeaten
kerada pemerintah desa dianggsrkan secara bruto,
yaitu jumlah pendapatan daerak yang dianggarkan
tidak baleh d kurangi dengan belanja yang digunalcan
dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebur
dan/atan  dikurangi dengan bapgian pemerintah
pusat/daerah lain dalam rangke bagi hasil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangen.

¢] Penyaliren begi hasi pajak daersh dimalisud dilakukan
setiap buan  berikuinya sesual cdengan  hasil
pendapatan pajak daerah,

d) Dalar hal terdapat pelampauan rezlisasi penerimaan
target pajak daersh pemerintah kzbupaten pada akhir
Tahun Anggaran 2025 disalurkan kepada pemerintah
desa nada Tahun Arggaran 2026

Belanja bagi  hasil pajak  daerah  kabupatzn/kota

diangparkan dalam APBD Tahur Anggaran 2026.

Peadapatan pajak daerah pendapalan Pemerintgh Daerah

tertenla sepada Pemerintah Daerah lainnyva sesual dengan

kerentuan peraluran perundang- undangan.

b Belanja Banman Keuangan

1)

Belanja Dantuar kevangan dapal diangegatken sesuai
dengar kemampuan  keuangan  daerah  setelah
memprioritaslan pemenuhan belanja urusan
pemerintaban wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta
alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undengan, keemali ditentukan  lain sesual  dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangen.  Belenja
pantuan keuangan terdiri atas:




2)

3)

4

6)

8)
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4) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten;

bl bantuan Lkeuangan daerah kalupaten ke dasreh
provinsinya dan/atau  daerah  pravinsi  lanvy;
Can/atau

Pemberian bantuan keuangar hersifat umum ataw bersifat

khusus, Bantuan keuvangan yang Dbersifat  umum

peruntukan dan pengelolanaya diserahltan kepada

Pemerintah Deerah dan/atau pemerintah desa pererima

bentuan.

Bentuan keuangar yang bersifat khusus peruntukannya

ditetapltan oleh Pemerintal Daerah pemberi hantuan den

pengelolaanrya diserakltan espenuhnya kepada percrima
bantuan

Dalam hal Pemerintah Daerah danatau semerintah desa
sebagai  penerima  bantuan keuangan khusus tidak
IUengEUnECEn sesudl peruntukan vang ditelapkan oleh
Pemerintah Daerah sclaku pemberi bantuan <euangan,
Perneriniah Daerah dan/ataun pemerintah desa sebagal
penerima bantuan xeuangan khusus wajil meng=mbalikan
kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus.
Pemberi bantuan keuangan hersifat khusus dapat
mecnsyaratkan penycdiaan dane pendamping dalam AFPED
atay anpggaran pendapalan dan belanja desa penerima
bantuan.

Pemermtah kabupzaten herus menganggarikan alokasi Cana
Desa (DD) yung diterimz dari APBN dalam jenis belanja
hentuan keuangan kepada pemerintsh desa dalam APED
kabupaten Tahun Anggaran 2025 uniulk membiayvai
penvelerggaraan pemerintahan, pelaksaraan
pernbangunan, pembinaan leermrasyaraleatan, dan
pemberdavaan masyarakel sesual dengan  kelenluan
peraturan perundang-undangan.

Petunjuk teknis penganggaran, pelalesanaan, dan
penatausabaan serta periangzungjawabear Dana Desa DD
oleh Kabupaten pada APBD mempedomani Surat Edaran
Menteri Dalarm Negeri Nomor 910/68966/5T tanggal 20
Desember 2020.

Pemerintah kabhupaten menganggarkan A.ckasi Dana Desa
{ADD) untul pemerintah desa calam jenis belara bantuan
keuangan kepada pemerintah desa paling sedikilt 10%
(sepuluh persen] dari dara perimbangar yang diterima ol=h
labupaten yang memiliki desa dalamm APBD Tehun
Angparan 2026 sciclah dikarangi DAK scbagaimana diatar
dalem ketentuan peraturar. perundang-undangan.
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9) Dana Perimbargan terdin dan Dana ‘Transter Umum yarg
terbagi atas Dana Bagi Hasil dan DALl dan Dana Transfer
Khusus, yang terbagi atas Dana Alokasi Khiusus Fisik dan
Lana Alokasi Khusus Nonfisik.

10) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa

menganggarkan ADD, dengan kelentuan Dalem hal ADD

yang dialokas:kan dalam APBD tidak tersalur 100%

iseratus persen), pemerintah daerah kabupaten /kota yang

meriliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum
terselur tersebut dalam APBD tahun berkutnya sebagai
tambahan ADD kepada pemerintah cesa. 8:8a ADD ~erzelmt
merupakan kurang bayor ADD TA 2025 dan terpisas dari

ADL TA 2026.

Femerintah kabupaten dasar memberikan hantuan

zeuangan lainnya lkepada pemerintah desa, sebagaimana

dilatur dalam Ketentuan peraturan perundang-undangan.

12) Belanja bantuan lkeuangan dianggarkan dalam APBD
Tahun Anggsran 2026,

13) Ketentuan lebih lanjul mengenai Tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahsan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta mentering dan evaluasi belanja bantuan
keuangan ditetapkan denzan peraturan kepala dacrat:,

11
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G. PEMEIAYAAN DAERAH

1.

-

&

Penganppararn sisa lebih porbolungan anggaran Taban Anggsrsn
sebelumnye harus mempertimbangkan perkiraan realisas:
Angzgran Talhun Angparan 2025 dalam rangka menghindan
kemungkinan adanya pengeluaran padas Tabiun Angegaren 2020,

. Penerimaar. kembal dana bergulir dianggarkan dalam APBD dalam

zloun pembivaan, kelompok penerimasn pembiyaan daerah, jenis
penerimaan <embali infestasi pemerintah daeral, obyek daoa
bergulir can rincian objek dana berzulir dan kelompok masyarakat
penerims;

Dalam rangka pemberdayaan masyarakal, peueiimaan dacrah
danat menganggarkan investas! janpgka panjang non permanen
dalam bentuk dana berguliv sesua: Pearturan Pemerintah Nemaor
12 Tahun 2019 tentang Pengelulasn KReuvangan Dacral,
pengarggaran cana bergulir dalem akun pembiayaan daerah, jenis
peayertaan modal/investasi pemerintsh  dazrah, objek dana
bergulir kepada kelompok masyarakat penerinia;

Penvertaan modal pemerintah deerah padausaha milik dasrah dan
/ atau bdan uzaha lainnya ditetapkan dengon peraturan daesrah
tentang penyerlaun modsl. Penyertaan modal dalam rangka
pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan
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Daersh penyertaan mocal pada tahun sebelumnya, tidak perlu
diterbitkan peraturan daeralh tersendiri  sepanjang  jumlah
anggaran penyertzan modal yang telah ditetapkan pada peraturan
daerah tentang penyertaan modal;

Dalam ha pemerintah dasrah akan menambah jumlah penvertasn
modal meleaihi jumlah penyerlaan modal vang telah ditetapkan
dalam peraturan deerah tenténg penyertaan modal, Pemerintah
Daerzh  melakukan perubahan  peraturan  daerah  tentang
peayertaan moddl lersebut;

Pemersintah daerah dapat melakukan penambahan pervertaan
madal pada  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untulk
memperkuat struktur penmodalan, sehingga BUMD dimaksud
dapat lebih berkepotensi, umbuh dan kembang,

Ehusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daersh depat
melakuzan penambahan penyertnan modal dimaksud gana
memenuhi Capital Adegliest Haho ICAR) sebagaimana
dipersvaratlkan oleh Bank Indonesia;

Dalam hal pechitungan penyuszunan Sipa tahun berjalan positif,
pemerinizh daerah harcs memanfaatkannya untuk penambahen
program dan kepiatan priaritas yang dibutuhkan, velume propram
dan lkegiatan wvang telah dianpggarkan, dan/atar pengeluaran
poembiayaan. Dalam hal perhitangan Silpa tahun becjalan negatif,
Permerintah Daerah melakukar pervesuaan belanja daerah diluar
belanja wajib.

H. HAL - HAL KHUSUS LAINNYA

Balanja Untuk Mendanai Ususan Pemerintsh=an Daerah Yang

Besarannya Telan Ditetapkan Sesusi Dengar Ketentuan Feraturen
Perundang-Undangan [Mandartory Spending)

1. | Anggaran Belanja | paling sed kit 20% (due puluh

3.

Pendidikan persen)

dari total belanja daerah = |
Belanja paling rendan 40¥% [empat | palinglamb>at
Infrastrukmar puluh perscn) desi total Belanja  pada
Pelayanan Duacrah  yang  dianggarkan | TA 2027,
Fublik dalam AFBD dan/awu

perubahan AFBD TA

berkenaarn, di luar belanja bag:
hasil dan /atau transfer kepada
Daerah

dan/atmi dess




P )

Delanja Pegawal | paling tinggi 30% (lga puluh| paling lambat
persen) dari total belanja APED | pada
termasuk untuk ASN, <epala| TA 2027
daerah, dan anggota DPRD,
serta tidak termasuk untuk
Tamsil guru, TKG, TPG, dan
hunjangsn sejenis lainnya vang
bersumkber darr TED vang
te.ah
ditcntukarn pernggunaannya.

Bularija Wajib

yang didanai dar:

hasil penerimaar

Pajak yang

telah

ditentukan

peEngpuUnaannya

a. hasil paling rendah 1C% [sepuluh
penerimaan perser) dizunalean
KB dan urituak
Opzen PEB mencanai .

pembangunsn
canj/atau
pemeliharaan  jalan  serta
peningkatan
moda dan sarana transportasi
" - e

3. hasil paling rendsl 10% (sepululy
pencrimaan poracn) digunax<an untuk
PBJT atas mendaral
Tenaga Listrik |penyediaan pernerangan jalan

umum vang meliout: penyediaan
den pemeliharaan infrastruktun
penersnpan jalan umam  serta
pembavaran biava aras|
leenisuimsi Tenaga Listrik untuk
PEnerangan jalan L,
termasik pembayaran
ketersadiaan lavanan atas
penvediaan dan pemelibaraan
infrastruktur penerangan jalan
umum yang disediakan melalug
skema pembiayaan  kerjasama
antarz Pemerintah Daerah dan
hadan usaha

(¢, hasil paling rendeh 50% (lima puluh
penerimasn persen) uribuk mendanai
Pajak pelayanan  kesehatan untk
Hokos baglan |masyarakal dan pensgakan
proviasi hukum SESUHE dengan
raupun ketentuan peraturan
bagian perundang-
kabupaten/kot|undangan  mengenai  Pajal
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E| Rokok.

d. deri haail paling rondah 10%  [zcpuluh
DEneranasi persan) digunalkan
PAT uniuk

mendanai
pencegahan, penenggulangan,
dan pemulhan pencemaran
dan,atau kerusakan
lingkuagan hidup dalam
Daerah kabupaten vang

herdampalk terhadap laialitag

dan lkuantitas air tanah meliputi:

a. penanaman pohon;

b. pembuetan  lubang azau
SLLITILD SCTAPRIL,;

c. pelestarlan hutan arauy
pepchonan; dan

d. pengelolaan limbah  vang
berdampak terhadap kualitas
dar kuanbitas air tanah

PENYUSUNAN REA - SKPD

Dergan ditetapkannya Perstursan Manteri Dalam Negari Nomor 77

Tzhun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah maka

beberapa hal yang perlu diperaatikan eoleh kepala PD dalam menyusun
RKA — SKFD Tahurn Anggaran 2026 sebapsi berikur,

3

Substansi  Kebijakan Umam  Anggarar  (KUA)  dilakukan
penyederhanaan yang hanye mencakup hal - hal yang sifatnya
kebijekan umum yang tidek menjslaskan hal hal yang kersifat
telkais dan detail diantarannya kebijakan pendapatan daerab
mengin‘ormasikan  total rencana pendapztan pada Tahun
Anggaran 2026 mcliputt Jumlah PAD, Dang Perimbangan dlar
lzin-lain Pendapatan Daersh Yang Sah serta strategl untuk
meacapainya; Kebijakan belanja daera menginformasiican total
rencana belanja daerah pada tehun Anggaran 2026, dan langlceh-
langktah optimabisasi pelaksanaannya yang disusun secars
terintegrasi denpan kebjaken dan prieritas pembangunan
rasional vang akan dilaksanokan di daerah serta lkebijalkan
pembiavaan daerah dalam rang<a menatupl defisit belanja
caersh atau memanfaatkan surplus APBD. Bardasarkan
kebijalkan Pemerintah Kabupaten Rangkalan sebagaimana
dimaksud dialas yaug tertuang dalam Surar Edaran Bupau
Bangkelan Perihal Pedoman Penyusunan REA - SKPD Tahun




| ]

2026, semua Kepala PD melakukan kegatan penvisunaa KA
SKPD dengan mengpunakan pendekatan pengehiaran jangka
menengah dilaltukan dengar menyusun praxitaan maju yang
berisi prakiraan kebutuhan arggaran untuk program dan
kegiatan vang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya
dan tahun anggaran yang direacarakan dan Imerupakan
leplikasi kebutuhar dans untuk relaksenasn prograwr dan
kegiatan tersebut pada tahun berileutnyva;

Dalam  penyusunan RKA - SKPD dinaksud, Kepala FD
mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 [dua)
taaun angearan sebelumnya sampai dengan semester pertoma
tasun aaggaran berjalan dengan wjuan menilal program darn
kegintan vang belum dapat dilaksanakan dan/atau belim
diselesaikan tahun - tahun sebelumnya untuk dilaksanakan
dan/atan diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1
|satu) tahun berikutnya dari talun vang direncanakan:

REA - SKPD memuat rincian angparan pendapatan, rincian
anggaran belanjz tidak langsurg PD [zaji paleok dan funjanzan
pegawai, tambahan penghasilen khusus pada PD Sekretariatl
DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD), rincian belanja langsung menurut program dan lcegiatan
D,

REA-SKPD memuat rincian pendasatan yang berasal dari dana
perimhangan dan pendapaten hibah, belanja tidak lengsung
terduri dari belanja bungs, belanja subsidi, belanja aibah, belanja
bantuan sosial, belanja begi hasil, belanja bantuan keuangzan dan
nelanjs tidaz terdupa, rincian penerimaan pembiavaan dan
pengeluaran pembiayaan.

REA - SKFD yang disusun pleh PD disampaaikan kepada Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah PPKD) untux dibahas lebih lanjur
aleh Timn Anggparan Pemerintah Daerah (TAPD) dengan menelaah
kesesuaiar. antara RRA = SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju
yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya den delcumen
perencanaan lainnys serta capaan kinerja, indikator kinerja,
kelompox sasaran kegiatan, standar analis belanja, standar
satuan aarga, standar pelavanan minimal zerta sinkronizasi
program dan kegiatan antar PD;

Pembahasan RKA - SKPD oleh Tir Anggaran secara telnis
dilaksanakan oleh Tim Teknis Anggaran baik uniuk anggaran
pendapatan, belanja operasi, belanja modal, belanja udak
terduga, belanja transfer dan sebelum REA - SKPD disampaikan
lespada  Bupati dilekukan review oleh Ineapsktorat schagai
pervu udan pelaksanaan pengawasan proventil sckalipus untuk




wemberikan saran / rekomendasi dalam pemberian peringatan

dini (Early Warning System).

Hagil pembaohasan dan review RKA - SKPD diseunpaikan kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Dasrah (PPKD] dan Tim Teknis

Angpgaran sebagai bahan penyermmpurnaan RKA final sera sebagai

sahan penyusunan rarcangan Peraturan Dasrai tentang APBD

dan rancangan Feraturan Dupati tentang penjabaran APBD dan

antuk selanjutnya disampaikan kepada Supati

8. Rencangan Peraturan Daomah dimaksud terlebih  dahulu
disosialisasikan kepada masyarakat, yang bersfat informasi
‘entang halk den kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat
eebelum disampaikan olch Dupati lkspada DFRD untuk
mendapatkan persetujuan bersama, dan selanjutnva  hasil
pembdahasan Rancanpan Peraturan Daerabh terschut dildrimbkan
«epada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi,
penyempurnaan can pengesshan., Atas dasar penpesahan
tersebut Bupali bersama DPRD menetapkan Peraturan Daerah
rentang APBD Tchun Anggaran 2026, selanjutnya Bupali
menylapkan dan  menetapkan Peraturan  Bupsti tentang
Penjabarar APBD Tahun Angparan 2026,

|

J. REVIU DOHUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN
TAHUNAN DAERAH
Pelaksanasn lkepiatan reviu Dolkumen Rencana Pembangunan
(REPD dan RENJA - PD| dan Anggaran Tahunan Daerah [KUA&, PPAS,
dan RKA - SKPD) oleh AFIP Kabupaten tidak menambah laver proses
perencanasn dar penganggaran sebagaimona teloh diotar dalam
PERMENDAGR] DNormor 10 Tahun 2018, FPelaksanasan reviu
perencandan dan penganzearan cleh APIP Kabupaten dilaksanakan
secara paralel dengan mekaniame perencanaan pengangparan scsual
dengan kebutuhen darn karakteristk masing — masing pemerintah
daerah dengan tetan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri
terzebut.
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JADWAL PELAKSANAAN REVIU DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN TAHUNAN DAERAH
DALAM PROSEE PENYUSUNAN APDD

NO TAHAPAN PERENCANAAN & | WAKTU | KETERANGAN
PENGANGGARAN TAHUNAN
DAERAH
PERENCANAAN
1 | Penyusunan rancengan awal RKPD Minggn
Provingi pertama
bulan
Dresentloe:
2 (dua)
taun
scbhelurmnya
2 | Penyempeian surat edaran Gubernar | Minggn | Paling lamba:
kepada Kepala Ferangkat Daerah
kedua
bulan
Februari
3 | Penyusunan Provinai rancangan Mingga Paling lambat
EKFD
kkedua
bulen
= ] Maret
4 | Penyampaian surat edaran CGubernur | Minzgu Paling lambat
kepada Duapat/ Wali Eota
ketiza
bualan
Maret
5 | Penyusunan Kabupaten/Kota Minggu Paling lambat
rancangan RKPD pertama
bulan April
6 | Musrerbang REPD Provinsi Minggu Paling lambat
kedus
bulan April ;
7 | Musrenbang REPDHabupaten /Kota Minggu Faling lamhat
Lkeermipeal
balan
Maret
& | Pembahasan rancangan a<hir RKFD | 1 (satu)
Provinsal /Kabapaten/Kota minEE
selelah

| Musremban




R s g0

g
RKPD
9 | Revin  rancangan akhir REFD Minggu APIP
Pruvinsif Kabupaten [Kota vang Lelah Frovinsi/ Kabu
dibahasg oleh seluruh Kepala kedua paten fKota
Peranghkat Daerah brlan Mei
10 | Penyelesaian rancangan akhir RKPFD | Minggu Berdasarken
Provinsi/Kaoupaten/Kota has! Reviu
alkhir APIP
eSS | bulanMei |
11 | Fasilitasi Menteri terradep RKPD | 18 (lima | Paling lambat
Prowvins belaz] hari
sctelah
delumen
REKFD
12 | Perctapan Peraturan Kepala Dacrah | 2 [dua) Setelah
EKPD Provinsi minggu ditetapkan EKP
setelah
pelalczanaa
o n fasilitasi
13 Fenetapan Peramaran Kepala Daerah | 1 isaty) | Paling lambat
RKPD Kabupeten/Kota mingau
setelan
REFD
Proviral
ditetapkan
14 | Penyasunan rancangsn awal rencana | Minggu Paling lambat
kerja Perangkal Daeraly pertama
bulan
Desermher _
15 | Penyusunan rancangan awal rercana | Minggu Faling lambkat
keria Perangkat Daerah Provinsi pertama
bulan Marat
16 Pen}usuﬁan rancangan awal rencang  Minggu Paling lamkat
kerja Peranglet Daerah
Kobupaten/Kota ketipga
Tradan
' Maret
17 | Rencangan olkhir rencansa L (satu) Paling ambat
kerja Perangkat minggn
Dagrah set=lah
Provinsi, Kabupaten fKata
REPD

ditetap<an
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18 | Verifikasi oleh Badan Perencaraan 2 (A=)
Pembangunan dacrah | minggu AFIF
Frovinsi/ Kebupaten /Kota setelah Provinsi

19 | Reviu rancangan akhir rencana kerja | rancangan | (paralel)
SKFD Provinsi/Kabupaten /Kota alcair

rencana
keria
Peranghkat
| Daerah
: | disusun

20 | Penetapan rencana kerja SKPD I3 (oot Paling larn5at
Frovinsi/ Kabupalen /Kota bulan

sctelah

REPL

ditetapleen
Wi PENGANGGARAN

21 | Reviu rancangan KUA dan PPAS  Sebelum AFIF

Pravinsi/Kabupaten /Kota diejukan Provinsi/Kat

kepads u paten/Kota
K

cpala

Daeran
[

ntuk

mendapat

persetujuan

22 | Penyampaian rancengan KUA dan | Mingeu
PPAS kepada Kepalas Dasrah pertama

pilia Rt T bulan Jurid

23 | Penyvampaian rarcangan KUA dan | Minggu
PPAS kepada Dewan Derwakilan
Fakyat Deerah £edua
= oulan Juni

24 | Pembahasan KUA den PPAS 1 |saty)

bulan

25 | Nota Kesepakatan K1JA dan PPAS Mingegu

keerpat
bilan
Juli

26 Penyiapan surat  edaran tentang 1 |satu)
pedaman penyusunan REA SKPTD _rn_mgg_u [

27 | Peonetapan sutal  edaran tentailg Mingga
pedoman penyusunan RXA-SKPD pertama

| hulan
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AFBD

Cesember

Apustus
28 | Penvusunan REA-SKPD
29 | Pembahasan REA-SKPD olch TAPD Minggu TATD
ke | Provinsi/Kab
dua bulann |1 paten/Kota
30 | Bovwiu RHA-SHI'D Agustus APIP
Provinsi/ Kabupaten [ kota sampai Pravingi/Kab
dengan u paten /Kota
mingenu
keerpat
bulan
September
31 | Penyempurnaan REA-SKPD
32 ‘I—’Enyiapan TANCENEZAN peratiiran Minggu
deerah APBD
aldhir
| bulan
September
33 | Penyampaian rancangan peraturan | Mingga
daerah APBD beserta lampiranrya | perlama
oleh Kepala Daerah kepada Dewan bulan
Ferwakilan Rekval Dacrah Olctober
34 | Fembahasan rancangan persturan | 1 (satu)
daersh APED = bulan
35 | Persetujuar bersama antara Dewan | Minggu
Perwalkilan Rakvat Daerah dan Kepala
Daeroh alzhir
bulan
November
36 | Evaluasi clelh Menteri Dalam Negeri 15 (lima
bagi APBD Provinsi dan cleh | belas) harl
Gubernur hagl AFBD | kera
Kabupaten/Kota
37 | Penyempurnzan rancengan | 7 [tujul]
peraturan daerah APBD berdasarkan hari
hasil evaluasi kerja
38 ]-?‘enetap:an peraturan deerah tentang | Tanggal 31




No |

e

JADWAL PELAKSANAAN REVIU DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN TAHUNAN DAERALI
PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN AFED

TAHAPAN PERENCANAAN &

WAKTU KETERANGAN
PENGANGGARAN TAHUNAN
DAERAH
\ PERENCANAAN
1 | Fenyusuran Rancangan Mirggu Baling lambar -

Ferubahan REPD
Frovinsi/Kabupaten/Kota

per:ama hulan
Juni

2 | Reviu rancangan Perubzhan Mirggu AHIP
RKPD Proviasi/Xabupaten/Kota | ketige bulan | Provinsi/Kabu
Juni paten/Kote,
3 | Fenyelesian  rencangan Mirggu Paling lambar
Ferubahan RKPD keempat
Proviasi /Kabupaten/Kota bulan Juni
4 | Feneiapan Perusahan RKPD Mir.gpu Paling lamba:
Provinsl / Kabupaten/Kota ket
| ipa bulan Juli
5 | Penyampaian rancangan 2 (dua) Paling lamba:
Perubahan rencana kerja minggu
Perangkat Daerah sestelah
Previnsi/Kabupaten/ Kota Feraturarn
Kepala
Daerah REKPD
Fernibahan
b | Verifikkasi oleh Badan 3 (tiga)
Perenconann F"em'::mgunun mi:n.ggu
daerah Provinsi/ Kabupsten /Kota | setelsh
7 | Reviu rarcanpan Periitbahan Feraturan APIF
rencana kerja SKPD Kepal Dacrah | Provinsi; Kabu
Provinsi/Kabupaten,/Kota RKFD paten fKota
Perubahan
i ditetapkan
8 | Penetapan Perubchan rencana 1 ([satu)
Lerja SKPD bulan
Provinsi/Kabuaparten f Kota setzlah
Perataran
Kepala
Dacrah RKPD
Heruban
En
ditctaplk

all




C1 -

AR PENGANGGARAN

O | Reviu rancangan KUPA dan Minggu APIP 5%
PPAS Perubanan keempat Provinai/ Kabu
Provinsi fKabupaten/Kota | bulan Juli paten | Kata

10 | Penyamgpaian rancangan KUPA Miaggu:
dan pertama bulan
PPAS Perubahan kepada Agustus
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-1 | Kesepakatan Perubshan KUA | Minggu kedua

dan bulan Agustus
PPAS antara Kepala Daerah
dengan Dewsn Pervwaliilan Raloyat
Deerah )

12 | Pedecmarn penyusunan REKA- | Mingpu ketiga
SKPD Perubghan AFPBD bulan Agustus

13 | Penyusunan REA-SKPD Dilaksanakan
Perubahan anta-a

14 | Pembahasan RKA-SKPD SRR
Perubahan antara TAPD dengan | “Compal
SKDD bulan

Apmastus

SELTIDEL

dengan

34 ¥14 15NV

pertama

sulan
an e e September

15 | Reviu rancangan KRKA- | Mmgeu
SKPD Perubahan pertama bulan
Provinsi/Kabupaten /Kota September

16 | Penyusunan rancangan Mingzu
pereturan daerah tentang kedua bulan
Perubahan APBD Can rancangan | September

| peraturen kepala daerah tentang
pen'aharan Pernhahan APED -

17 | Penyampaian rancangan Mungzu
peraturan daerah APBD berserta | Kedua bulan
lampiran kepada DPRD Sentember

12 | Persetujusn Dewan  Perwakilan | 3 (tiga)
Rakyat Daerah terhadap bulan
rancangar.  peraturan daerah | sebelum
Perubmbinn ABPED Tahun

Anggaran
| beralchix

19 | Penyampaian kepada Menteri 3 ([tiga)
Dalam Negeri/Gubernur utk hari




i

dievaluasi

kerja

20

Evaluasi oleh Mznteri Dalam
Negeri bagi  Perubshan APBD
provinsi dan vlel. Gubernur bagi
Perubahan APED
kasupaten /kota

15 (lima be as)
hari kerja

21

Penyempurnaan raﬁcangan
peraturan daerah  Perubahan
APBD berdasarcan hasil evaluasi

7 (tujah)
har: kerja

22

Fenetapan peraturan dacrah
tenteng Perubahan APBD

Minggu
keempat
bulan
Oltaber

Delam  implementzasi reviu defumen rencana pembangunan dan

anggaran  lehunan daerak  jupa menyesuaikan

Keuangan Daerah Tahunan,

dengan Psdoman
Penvusunan APBD yeng setiap tahun juga di atur dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri dan Surat Edaran Menteri Dalarm Negeri tentang Pelalisanaan
Reviu APIT atas Penyusunan Dokumen Perencanaan Fembangunan dan
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BAB III
PELAKSANAAN APRD

A.‘Z-AE UNUM PELAKSANAAN APED

b

Semua peaerimaan daerah dan pengeliaran  daerah  dalam

rengka oelaksanaan urusan pemerintaban daerah dilcelola
dalam APBD.

Setiup PD yang mempunyai tugas memungut dan/atau
menerima pendapatan daerah wajib melaksanakar pemungutan
dan/ataa penerimaan berdasarkan ketentuan vang ditetapkan
dalam peraturan perundeng undangan.
Penerimaan PD dilarang digunaken langsung untuk membiayai
pengeluaran kecuall ditentukan lain oleh peraturan perundanep-
undangsn,
Penerimaan PD heruna vang atau cek harus disetor lee reliening
kas doerah peling lama 1 (satu) hari kerja
Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam AFPBD merupakan
batas tertingpi untuk setiap pengeluarar. belanja,
Pengehuaran tidak dapat dibebankan pads anggaran belanja jila
untule pengeluaran terscbut tidak tsrsedia atau tidak cugup
tersedia dalam APBD, kecuali dalam keadaan darurat Vang
selanjutnya diusulikan dalam rancanzan perubahan APBD dan
apabila keadaan darurar terjadi setelah ditetapkan perubahan
APBDfatau disampaiken dalarm laporan rcalizsasi anggaran.
Keadaan derurat sebagaimana cdimaksud diatas selcureng-
kurangnyva memenahi kriteriz sebagail berikut ;
a. bukan merupakan Lkepiatan norma.  dari  aktivitas
pemerintahh daerah can  udak dapat diprediksikan

sebalumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara beralang;
c. berada diloar kendali daa peagaruh pemerintah daeran dan

d.  memiliki dampak yang signifikan terhadep anggasan dalam
rangka permnuihan vang disehabkan oleh keadsan dsrurat.
*"Kepiatan dalam keadsan daru-at atau keperlian mendeszak
tersebu: mencalkup program dan kepgiatan pelayanan dasar
masyaralkat yang anggarannya belum forscdia dalanm tahivn
anggaran berjalan dan Keperlaan mendesak lainnys yang
apabila ditunda akan menimbnilkan kerugian vang lebih
begar lagi bagi pemerintah daerah dan masyarakat”.

Scliap PD dilarang melakukan pengoluaran alas beban anggaran

daerah untuk tujuan lair dari yang telah ditetapkan dalam

APED

Pengeuaran belanja dacrah mengpanaskan prineip hemat, tidale

mewat, elektil, efisien dan sesual denpguan ketentaan Peraturan

Herundang-undangan.
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DORKUMEN FELAKSANAAN APED

1.

F..!t

PPED paling lama 3 (tiga) harl kerja setzlah peraturan dsersh
tentang APBD  ditetaplkan. memberitahukan leepada scmua
Kepala 'D agas menyusun rancangan DPA-SKPD dan FaNCANPEET]
Angzaran Kas FD.

Rancangan DPA-SKPD memuat sasaran vang hendak dicapai,
program, kegiatan, anggaran yvang disedialan urtuk mencapal
sesaren dan rencana  peoarikan dena  tiap-tiap PD O sera
pendapatan vang dipercirakan,

Sedangkan rancangan Anggaran Kas PD memuar perkirsan arus
kaz masuk yang bersumber cari penerimecan dan pericrean arus
kas kchiar yang digunakan guna mendanal pelaksanaan
kegiatan dalam setiap periode,

Kepala PD menyerahlkan rancengan DPA-SKPD dan rancangan
Angzaran Kas PD) kepada PPKD paling lama 6 (enmm) aari
actelah pecmberitabuan dimaksud diatus.

1APD melakukan verifikasi dan pembahasan rancangan DPA-
SKFD dan rancangan Anggaran Kas PD bersama-sama dengan
Kepala PD paling lama 15 (lima belas) hari lkerja scjek
ditetapkannya Deraturan Dupati toutang Pejubaran APBD.

Haslil veriflkasi lersebu: disabkan oleh PPKD dengan persetujuan
Seleretaris Daerah cdan disampailkan kepada Kepala PD wang
bersangloutan, Pimpinan Aparar  Pengawasan Internal
Pemerintah |APIP) Kabupaten Bangkalan dalam hal ini Inspektu
Kabupaten Bangkalan dan Kepala EPK paling lama 7 (tujuh) aari
sejak rangzal disahkan.

DPA-SKPT} dan Anggaran Kas PD digunakarn sebagai dasar
pelekezanaan anggaran olch KHepala PD selaku  pengguns
anggaran /pengguna barang,

PELAKSANAAN APED

i I

Pelaksanaan Anggaran Pendapelan Dacrah.

a. Semua pendapstan daerah dilaksanakan melalui relkening
kas umum dzerah dan setiap pendapetan harus diduluang
oleh buxti yarg lengkap dan esh, antara lain :

1)  Swal Kelelapan Pajak Dacral (SEP=-Dacrall);
4] Burat Ketetapan Retribusi Daerah (SKED);

3] Surat Tanda Setoran (STS);

4] Bural Tanda Bukt Pembayaran;

5] Sural penerimaan lainnya yang sah,

b. Setiap PD yang memungut pendapatan daerah wajib
menginiensifkan pemungutan pendapatan yeng menjadi
wewenang dan tanggungjawobnya serta dilarong melaliulian
pungutan selain dari yang dietapkan dalam peraturan
daerah;

1) Pengembalian atas kelebihan pendapazan dilaizukan
dengar membebankan pada pendapatan yang
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bersangkutan untuk pengembalien pendapatan yang
terjadi dalam tahun yang sama:

2) Untuk pengembalian Lkelebihan pendapatas  vang
terjadi pada tahun-tahun  sebelumnyva dibebankan
pada belanja tidak terduge;

3] Pengembalian harus didukung dengan bukti vang
lenglkap can sah.

Pelaksanaan Anggaren Belanja Daerah

a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD herus
didukung dengan bukti lengkap dan sah yang mendapat
pengesahan  dari  pejabat  yang  berwenang  dan
bertanggungjawab atas kebenaran material vang timbul dari
penggunaan bukt dimaksud,

b. Pengeluarar kas yvang mengakibarkan beban APBRD tidak
dapat dilakukan sebelum rancangan Zeraturas Dacrah
tentang APDD ditetapkan dan ditempaikan dalam lembaran
daerah, kecuell untuk belanja yang bersifat mengikar dan
bersifat wajib yang ditetapkan da.am Peraturan Bupati:

c. Belanja yang bersifat mengilkar dimaksud merupakan
bzlanta yang dibutubikan untuk kegiatsn operasional PD
yang secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
Pemerintahh Daerah dengan jumlah vang cukup unrule
keperluan setiap bulan dalam tahur anggaren yang
bersangltutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan
Jesa. Sedenglkan belanja yang bersifat wajib adalsh belana
untuk terjamnnya kelangsunzan pamennihan pendanaan
pelayanan daszar masyarakat antare laim pendidikan dan
koschalan  dan/atau  melaksarakan Kewajiban kepaca
pihak ketiga.

Dalam rangka pelaksanaan AP3D, dilakulan penetapan

beberapa pejabat pengelola keuangan deerah zesuai dongan

ketentuan peraturan perundiang-undangan yvang berlaku.

Pengelolasan Xeuangan Daerah, berpedoman pada Pereturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahur 2025 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Mendapatan dan Belanja Dacrak Tahun

Anggaran 2026 cengan penjelasan sebagal berikur @

a. Badan Pengelala Keuangan dar Aset Daerah |BPKAD)
Kabupaten Bangkalan herdazsarkan Peraturar Menteri
Lalam Negeri Momor 77 Takun 2020 tentang Fedoman
Teknis Zengelolaan Xeuangan Dacrah, mengemban sebagal
pelaksana tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Pengelola
Kevangan [Daerah (SKPKD) seanai dengan Peraturan Daerst
No. 12 Tahun 2020 tentang TDokok-Tokox DPengclolaan
Keuvangan Daerah.

. Tugas Badan  Pengelola Keuargan dan Aset Daersh
(BPEAD) Kebupaten Bangkalan dalam rangka penpelolazn
keuangan daerah meliputi menyiaplkan perumussn
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kebijakan pengelolzean keuangan dan aset daerah yang

meliputi penyusunan rancangan AFBD. penetapan AFED,

Pelaksanean AFRT, Perubahan AP2D, Pena:ausalaan

APBL, Pengelolaan Aset can Akuntansi keuangan daerah,

pertanggungjawaban  pelaksanaan APED, pembiraan

adrainistrasi pengeloaan keuangan dan aset daerah dan

Pembinaan pengeolaan keuangen Bsdsn Lavanan Umum

Daerah (ELUD),

Dalamm  menyelerggarakan tugasnya Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Deerah (BPKAD) mempunyai fungsi :

I}  Penyapan bahan kebijakan dan pedoman penvusunan
APBD:

2]  Penyapan bahan rancangan AFSD dan rancargan
perubahen APBD;

3]  Penyapan kebijakan da2 pedoman pelaksanzan APBD;

4] Pelaksanaan pengesahan dokumen pelatsanaan

Anggarar. [DPA] /dokumen pelaksanaan perubahan
angearan [DPPA);

5] Pelaksanaan penetapan sural penyediaan cans (SPD;

6] Pelaksanaan pererbitan surat perintak pencairar dana
(SP2D):

7] Pelaksenaan fuigsi bendahara umum daerah (BUD;

8] Pemprosesan usulan penunjukan Pengelola Keuangan
Daerah (PKD);

9]  Pengendalian penerimasn dan pengeluaran kas;

10) Pelaksanaan rekonsiliasi peaerimaan dan pengeluaran
kas dacrah;

11) Pelaksanaan penerbitan surat koterangan
pemberhentian pembayaran (SKFP);

12) Pelaksanaan pemungutan, pemotongan dan
penyetoran Perhitungan Fihak Ketga [PFK);

13) TPeclaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan
pendapatan;

14] Penyviapan kebijakan alkuntansi keuangan dan aser
daeraly:

15) Pelaksanaan sistem  alkuntansi  dan  peleporan
keuangan daerah,

16) Penvusunan laporan keuangar daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelalksanasn APBD;

17) Penylapan kebijpkan, pedoman dan pembinaan
pengziolean eset daerah;

18] Evaluasi rancangan APBD. rancangan perubahan
APBD dan rancangan pertanggung  jawaban
pelaksanaan AFBD,

19 Pembinaan pengelolaan kKeuangan dan aset daerah,

20) Penwvajian informasi k*uangan dan aset daerch;
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BAR IV
PENGENDALIAN ANGGARAN

PERMINTAAN PEMBAYARAN

Fermintaan  Pembayaran  dilakukan oleh  Bendzahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu gebagai proses awal
pembayaran oleh Pemerintah Dacrah kepada Piliak Terkait sckaligus
schagal proses pembebanan rekening Belanja, Prcses permintazn
pembayaran memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dofumen yang dilalculkan secara elelttronile. Berdasarkan
Surat Penyedisan Dana (SPD) atau dokumen lain yerg dipersamaican
dengan SPD, Bendshura pengeluaran wmengajukan SPP kepada
Pengsuna anggaran/Xuesa pengguna anggeran melalui PPE-PD,
terdiri dari SPP-UP. SFP-GUJ, SPP-TU dan SFP-L§. Secdangitan
bendahara pengehiran pembantu hanyva dapa: mengajukan SPP-TU
dan SPP-LS.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh
Beadahara Pengelugran dalam rangka pengisian UF denzan
melampirkan keputusan Kepale Daerabh  tentang besaran  UD,
Penerbitan dan perngsjuan dokumen S5SPP QU  dilakuken oleh
Beadahara Pengeluaran dalam rangka meneganti UP dengan
dilampiri dengan dokumen zsli pertanggungiawaban penggunaan UP.

Bendahara Pengeluaran stau Bendshara Pengeluaran Pembantu
mengajukan SPP-TU untuk melaksanaksn keglatan yang bersiful
mendesak dan tdak capat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-
UP/GU. Batas jumlash pengajuan SPP-TU harts mendapat
persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rinsian kebutuhan
dan waktu penggunaannya ditctapkan deagan Peraturan Kepals
Daerah. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu)
bulan, sisa TU disetor ke Rexening Kas Umum Daerah kecualikan
unhalke: 1) Kegiatan yang pelaksanzannya melebihi 1 (sati) bulan:
dan/atau 2) Hegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yanp
telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendall PA/KPA,

SPP - LS sebagaimana dimaksud diatas berupa SPP-LS untuk
pembayaran : 1) gaji dan tunjangon; 2) kepada pihale ketiga atas
pengadaan barang dan jusa, dan 3) kepada pihak ketiga lainnva
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokurnen SPP - UP antarz lain :

a. Ringkasan §PP-UP;

L. Rncian SPP-UP;

c. 5K Besaran UP

"Pengajuan dokitmen SPP-UP dilckukan oleh bendahara pengeluaran
wrieh  memperolell perseiyjuan dan pengguna gngoaran/ Kuasa
pengguna anggaran melalui PPE-PD delam rangka pengisian uang
persedican/ uang muka yang bersifat pengision kembali yang tidek
dapat diinkukan dengan pembayaran langswrg®
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Ketentuan bulas jumlah SPP-UP ditetaskan dalam Persturan
Bupati Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fenibahan
Peraturan Bupati Bangka'an Nomor 38 tahun 2017 Ketentuan Bates
Jumlah Pengajuen SPI' Uang Perscdiaan (5FP-UP) dan SPP Ganrti
Uang Persediaan (SPP-GU..

.. Dokamen SPP-GU antara lain :

a. Surat penpanrar S2P-GLU;

b. Ringkasan SPP-GU;

c. Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai
dengan sub rincian chjek ;

d. Laporan pertanggungjawabar (LPJ) pengganaan UP;

2. Surat pemnyataan untuk ditendatanpuni oleh pengguna
angzara/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan
bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan unrmle
keperfuan selair ganti nang saa: peagajuan SP2D kepada
luasa BUD; dan

d. Dokumen asli pertanggung awaban penggina UP.

"Penggiuan dokumen SPP-G'J dilakukan nieh bendahara pengeluaran
urtuk memperoleh peorseluyjuan dan  pengguna  angguran/ kudsa
penggunae aunggaran melalul PPR-PD dalam rangka pengganti wuang
persediaan  yong tdok dapat dilakukar dengan  pembauyaran
longsung”

[}

Dokumen SPP-TU antara lain :

a. Surat pengantar SPP-TU;

b. Ringlkasan SPP-TLI

2. Rincian SPP-TLH

d. Surat pernyataan unluk ditandatangani oleh pengguna
anggaran /kuasa pengguna anggarsn yang menvatakan
bahwa uang yang diminta tidak dipergunsksn untul
keperhian  selain  tambahan  uwang  persediaan  saat
pengzajuan SFP2D kepada kuasa BULD;

surat keterangan yang memuat penjelasan <eperluan
pengisian tambahan uang pergsediaan, dan

f. Lampiran lain veng ciperlukan.

"Pengajuan dokumen SPP-TU dilgkuicon oleh bendohare pengeluaran
untuk memperolah  persetyuan  dar  pengguna  anggoran’ kuosa
penggung anggdran melely! PPR-PD dulum rangka lambahan wang
persediaan guna melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak
dan tidat dapat digunakor untuk pembayaren langsung dan uang
pesediaan”™
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Dalas jumlah SPP-TU harus mendapat persetujuan dar PPED

dengar. memperhatikan rincian kebutihan dan waktu penggunsan.
Dalam hal dana tambahan uang tidak hsbiz digunakan dalam 1
(satu) bulan, meka sisa tambahar uang diselor ke rekening kes

daerah.

Bates Waktu Penvetoran sisa tambahan uszng di kecualikan
untul
1. HKegiatan yang Pelaksanaannya imelebihi 1 (saty) bulan

2.

lain:

T e i

den/aau;

Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah di
terapkan yang di akibatkan olsh peristiwa di luar kendali
PA/KPA,

Dokumen SFP-LS untuk pembayeren gaji dan tunjangan sntara

Surat penganter SPP-LS

Ringltasan SPP-LS

Fincian SPF-L5

Lampiran SPP-L8 terdiri dari  r=karpitulasi daftar paii dan
tunjangan dilengkapi :

8. Daftar perubshan data pegawai yang ditandatangani aleh
peabal sesudl kewenangan;

b. Salinan dekumen pendulung perubahan data pegawai
vang lelah dilegaisasi oleh pejabst yang berwenang
meliputi;

Iy Gajll induk;
2) Gaji susulan;
31 Kekurangan gaji;
4)  Gaoji terusan;
S5 SKCPNS;
6] SKPNS;
7) 8k kenaikan panglar;
8) Gk jabatan;
9] Kenailkan gaj barzala:
10)  Surat pernyataan pelantikarn;
11)  Surat pernyataan melaksanalcan tugas;
12) Daftar keluarga (KP4);
13) Fotokodi surat nikah;
14) Fotokooi akte kzlahiran;
15) Surat keterangan pemberhentian pembavaran
(SKPP) gaji,
1b) Surat kererangan masih sekolah/kulian;
17)  Surar pindah; dan
18) Surat leematian; Keengkapan deolkumen rersebut
disesuaikan dengan psrantukannya.




SPP-L3  kepalu phak ketiga lainnya digunaken untuk
pembayaran antara lain:

Hibah berupa nang:

Bantuan sesial berupa uane;

Bantuan keuangar:;

Subsidi;

Bag hasil;

Belanja  tidak terduga untuk pengermbalian  kelebihen
pencrimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya,

7. Pembayaran kewajiban pemda ates putusan pengadilan, den
rekomendasi apip dan fatau rekomendasi aple.

T L R

“Kelenghkapan lampiran - tersebut  digunakan sesuai  dengan
peruntukarnya”

Doloamen SPP-LS untult pengadaan borang dan jess antara lain
yatu Bendahara Pengeluaren/Bendahara Pengeluaran Pembaniu
menyiapkan L3 Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu kepada
berita acara dan dokumen pengadaan, Dokumen pengacdasan yang
dimaksud anta=a lain :

Dokumen kontral;

Berita acara pemeriksaan;

Berita acara kemajuen pekerjaan;

Berita acara penyelesaian pekerjaan;

Berita acara scrah terima barang dan jasa;

Berita acara pembayarar;

Surat jaminan banlk;

Surat referensi/Lketerangan bank;

Jaminan pembayaran darl bank yarg same denpan Lank REUD;

0. Surat pernyataan kesgngpupan dan pihek lain/rekanan untuk

mernvelesaikan pekerjazn  seratus persen sampai  dengen
berakhir masa kontral :

Suwral pengunilar 3PP-L3;

Ringkasan SPP-L5;

Rincian SPF-LS;

Lampiran SPF-LS terdiri dari:

1} Salinan SPD;

2} 85P disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah
ditandatangani wajib pajak dan wejib pungat;

J)  Burat perjanjian kerjasama/kontrak anzara pongguna
anpggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak
ketiga serla mencantumkan nomoer rekenirg bank
'pi:l’;!:lk keﬁga;

4)  DBerita acara penyclesaian pekerjaan;

5] Berita acara serah merima t:-arang dan jasa;

6) Berita acara pembayaran;

NG

carll o

po o g
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113)

11)

12)

13)

14)

15)

Kwilansi bermarterai, nota/faktur yang ditandatengani
pibak keuga dan PPTK serta disstujui oleh penzguna
anggaran/lniasa pengsuna anggaran;

Surat jaminan bauk atau yang dipersamakan yvang
dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan nen
bank;

Dolummen lain yang dipersyaratlan untulk lontrak-
hontrak yang dananya sebagian atau selurulimya
Lersumber dari  penerusan  pinjaman/hibah  Iluar
negeri;

Berita acara pemerikscan yang ditandatangeni olch
pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemericsaan
barang berikut lampiran dattar barang yvang diperiksa
Surat angkutan atau konosemen apabila pengadasn
barang dilalsanakan di luar wilayah kerja;

Surat pemberitabuan potongan denda keterlambeten
pekerjaar. dari FFTK, apabila peksriaan mengalami
keterlambatan;

Foto/buku/dokumentasi tingleat
keraajuan/peayelesaion pekerjaan;

FPotongan  jumsostek (potongan sesual  dengan
ketentuan  yeng  berlaku/surat  pemkeritahuan
Jamsostek).

Khusus untuk pekerjaan lkensultan yang perhitungan
Larganya menggunakan blaya personil (Billing roade),
berita acara prestas: kemajuan pekerjazn dilam piri
dengan bukti kehadirar. dari tenaga konsultan sesuai
pentahapan waltu pekerjasn dan bakii
penyewaan pembelian  alat  peounjang  scrla okt
pengeluaran lamnva berdasarkan rincan dalam surat
penawaran.

Dolumen SPF-L3 untuk Permintean Pembeyaran LS Kepada
Pihak Ketiga Lainnya yaitu Bendahara Pengeluaran/Bendahasa
Pengeluaran Pembsnm menyiapkan LS Kepada Piha< Ketiga Lainnva
dengan mengacu kepadn Keputusen Kepaola Daerah dan dolumen
pencufung lainnya.

1. Surat pengantar SPP-1.5;

2. Ringkaszsan SPP-LE:

3. Rinclan SPP-LS;

4, Lampiran SPP-LS sesuai ketentuan yang berlaku,

Permintaan pembayaran belania bunga, subsidi, belanja bagi

hasil, bantuen keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan oleh
bendahara pengeluaran SKPKED dilakukan dengan menerbitkan SPpP-
LS yang diajukan zepada PPKD melalui PPE-SKPKD. SPP-LS untuk

pembayaren  lanpgung kepada pihak ketiga berdasarkan konirak
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dan/&atau surat perintah kerja seteleh diperhitungken kewajiban
pchale ketipa sesuai dengan ketenmuan peraturen perundang-
uncangan. SPP-LS belanja barang dan jasa untule kebutukan PD
yang bukan psmbayaran langsung kepada pihek keriga dikelela oleh
bendzhara pengeluaran.,

Penppuna angraran;kuasa anggaran meneliti  kelengkapan
doleumen SPP-UP, SFPP-GU, 3FP-TU, dan BPP-LS yang diajultan oleh
bendahiara  pengeluaran, Penclitian kelengkapar  dokamen 5PP
dilaksanakan oleh FPE-FD,

FERINTAH MEMEAYAR
Perintal membayar adalah kewenangan yang dimilili Pengpuna
Anggaran/Kuasa Fengguna Anggaran untuk belanja yang telah
dianggarkan dalam DPA-SKPD, Perintah membayar didahului dengan
proses verifilkasi belanja oleh FPE-SKPD yeng sexaligus menandai
pengeleuan belanja tersebur. Froses perintah membayar memuat
informesi, aliran data, serta pengguraan dan peuyajian dekuamen
vang dilakukan secara elektronik. Ketentuan terkait perintan
membhayar |
1. Berdasarlcan pengajuan SPP-UF, PA mengajulean permintaan TIP
kepada Kuasa BUD depgan menerbizlean SPM-JI
2,  Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA meagajukan penggzntian
1IIP yang telah digunakan kepada Xuasa BUD dengan
menersitlzan SPMGUL
3. Bercazarkan pengajuan SPP-TJ, PA/KPA mengajuken
permintaan TU kesadz Kuasa BUD dengan menerbitkan S2h-

L
4. Derdasarkan SPPLS yang diajukan olsh Rendahara
Pengehiaran/EBendahara Pengeluaran pembantu, ITK-

SKFD /PPK Unit SKPD melalkukan verifikasi atas !

a. Kebenaran materiil surat bukti mergenai hak pihak
penagii;

b. Kelengkapan dolkurmen VEILR, menjadi
persyaratan/sehubungan dengan ikatan /perjarjian
pengadaan kbarang/jesa;

c.  Keiersediaan dananys.

Perintah pembayaran diajukan oleh Peagguna Anggaran kepada
Fuasa BUD dan d.deolaamentasikan dalam 5PM yang disiapkan olzh
PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD sctelah acbelumnya melaloukan verifleasi
kelengtapan dan kesbsahan pengajuen pernbayaran

Palerm hal dokamen SPP dinvataken tidak lengkap dan/atau
tidak ash, penppuna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak
menerbitkarn SPM paling lama 1 (satu) hari kerja sejak citermmanys
penzajuan SPF dan mengem balikan doloamen SPP kepuda bendahara
pengeluaran untuk dilengkapi.
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Dalam hal dokumen SPP yang disjukan olech Bendahzre
Penseluaran dinyatakan lengkap den seh, pengguna anggaran /kuasza
pengpuna anggarsn menerbitkan Surat Perintah Memhayar [SPM)
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya dolkumen SPR antara
lain SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS.

Daam hal PA/KFA berhalangan ssmentara, vang bersanglutan
dapat menunjulk pejabat yang diberi wewenang untuk
menundatangani SPM  bercasarkan Surat Tugas PA/KFA tetap
apabila berhalangan tetap, penunjulicen pejabal  yang diterd
wewenang untuk menandstangani SPM  ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah

SPM yang telah cditerbitkan tersebut digjukan oleh PAJKPA
kepada kuasa BUD untuk penerbitan S72D. Penatausahaan
pergeluaran surat perintah membayar juga dilaksanakan oleh FPX-
FD. dan setelah tahun anggsran bergkhir, pengguna anggaran Jfkuasa
fengguns anggaran diarang menerbitkan SPM yang membehani
tahun anggaran berkenaan.

TENCAIRAN DANA
Kussa BUD dibantu verifilkator dan  superviser menecliti

kelengkapan dokumen SPM  yang digjukan olth pengguna

anggaran/kuasa peagguna anggaran agar pengeluaran yang diaju<an
ddak melampaai pagn dan memenubi persyaratan yang ditetapkan
dalam peraturan perundang undangarn.
1. Kelengkapan dokurmen SPM-UF untuk penerbitan SP2D cdalah
surat pernyvatasn tanggungjawab pengguna anggaran/kuuasa
pengEana Snggaran yang dibubuhi marterai cu<up;
2. Kelengkapun dokumen SPM GU untuk penerbiten SP2D adalal :
a. surat permyataan tanggungjewab mutlak PAf KEPA yang
dibubuhi materai cukup;

b, Surat pengesahan pertangungjawaban bendahara
pengeluaran periode sebelumnya;

¢ Surar Pernyataan Verifikasi PPK-SKFD/PPK-Unit SKPD.

3. Kelengkapan dolkumern SPM - TU untuk penerbitan SP2D adalah
surat pernyataan tanggungjewab PAJKPA yang dibubuhi matera.
culus dan Surat Peroyataan Verifikasi PPK-SKPD/PFK-Unit
SKPD. Xelengkepan dokumen SPM - L3 untik penerbitan SP2D

adalah *

& surat pernyataan tanggung jawan pengeuna
anggaran/CUasa pelgguna anggaran yang dibubuhi materai
sukup,

b. Surat Pernyatzan Verifixasi PPK-SKPL/PPK cnit SKPD yanz
dilampiri checkizst kelengiapan dolourrer.

4 Pelaksanaan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan BEM
Dalam rangka tertit administras) rata kelu.a angzarean belanja
aerjalanan dinas dan BEM khususnva menjelang aknin tehun
anggaran maka anggaran tersebut di realisasikan melalui
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mekanisme UP/GU/TY dan L8, khusus perjalanan belanja luar
dacrah yvang waktunya meletihi .ima hari maka uang harian
dapat dibayarkan mirimal 50%, sasdargkan sisanva dibayarkan
actelah perjalanarn dinas dilaksanatan.

Dalam pembustsn bukti - bukti pengeluaran sebagaimana

dimaksnud diatas haris mempe-hatikan hal-hal sebagai beriloat :

i,

b,

Dibuat atas nama jabatan [titelatur|, bulkan atas nama pribadi
Bendahara Fengeluaran maupun Penpgguna AnggsranKuasa
Pengpune Anggaran,

Jumlah nang yang sama, vang ditulis dengan huraf dan angke
dengan jelas dan tidek ada ketikan tindihan, tip eks, hapusan
dan kikisan;

Uraian singkat dan jelas pada masalah kwitansijbukt
pembava-an yang sesual menurut penyediaan dan
PETLESEUNaanITya;

Ditandatangeni oleh yang berhak mencrima diatas meterss
secuxupnya apabila diperlukan sesual ketentuan yang Jerlaku
dan diberi nama wvang jelas. Biamana yang menerima
pembayaran berupa Badan Usaha, maka dissmping tanda
tangan diatas melera. juga dibubuh: dengan cep/stempel,
jabatan dan alamat yang bersanglkutan;

Pade tande bukti dicanfumkan nemer Buku Kas Umurmn, tanggal
lunas dibayar pembukuan can tanggal lunas dibayar, sedengkan
sada pojok kanan atas dicanlumbkan nemor kode rckening dan
tahun anggaran;

Untuk pembaya-an bhelanja barang dan jasa dengan jumlah
tertenta, beroedoman pada Percturan Presiden Nomer 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraluran Fresiden Homor 16
Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Femerintah bak
dalam proses pergadaan maupun kelengkapan dokumennya
serta memperhitunggen pengenaan  PEN/PPh menurut
ketentuan vyang berlaku dan sural seloran pajak (5SS
dilampirkan pada bukti pengeluaran;,

Untuk pembayaran upah, honerarium, uang lembur dan lain-
lzin dengen nama apapun, sehuoungan dengan pelkerjaan ataul
jabatan yang dicebankan Kepada keuangan dacreh yang
d:bavarkan oleh Bendahara Pengeluaran diperhitungkan
pengenaan PFh nagal 21:

Golongan 11 : 5% bagl yang punya NPWF can & ¥ bagl yang
tidel punya NPWF,

Golongzn TV : 15 % bagi yang punya NPWP can 13 % bapi yang
tidak punys NPWP terkecuali hagi Golongan 11/d kebawah dan
Surat Setoran Pajak (23P) dilampirkan pada bukti pengeluaran;
Bukti pembayaran selain ditandulangani  olch Bendahore
Eengeluaran sebagai tanda lunes dibayar, jiga ditandatanpani
oleh Penggura Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai
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landa setuju dibayar. Dan Kavsus bukti pembavaran pengadaan
barang serta pemeliharaan barang ditandatangani pula coleh
Bendahara /Penpurus Barang Pengpuna sebagai tanda herang
telah  diterima dengan baik atau sebagal tanda pekecjaan
pemeliharaan  barang elah dilaksangkan denzan baikc
Penandatanganan Khusnya buktl pembavaran Pengzadaan
barang dan Pemelikaraan adalah nenpuris barang pengguna di
tingkat I'D, ditingkat OSeckretariat Daerah cdilakukan oleh
Pengurus Barang Pengguna Pembariu di tingkal unit kerja PD
(JPTD) dilaxukan Oleh penpurus barang pembania,

9.  Pembavaran atas beban AFBD tidak boleh dila<ukan sebelum
barang dan / atsu jasa diterime lkecuali sesus: dcltumen
kontrak ateu perjanjian di sediakan fasilitasi uang muka szsuai
keientuan peruacang - undangan yang berlaku,

Bukti — bukti pengeluoran dimakesud dibuat oleh PPTK dan
disahen oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh PPK pada Organisasi
Perargkar Naerah masing-masing.

Dalam hal dexumen SPM dinvatakan tidak lenglkap den/atan
tidak sah dan/etau pengeuaran tersecbut melampearal pagu anggaran,
Kuasa BUD menolek menerbitkan SF2D pealing lama 1 (satu] harl
kerja sejak diterimanyva pengajuan SPM dan mengembalikan
doltumen SPM  kepada pengguina anggaran/kiasa  pengguna
anggaran untuk dilengkapi/dipe: baiki.

Dalam hal dokummen SPM dnyarakan lengkap dan sah, kuasa
BUD menerhitean SP20 paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
dltcrma.n:,ra pengajuan 8FM dan menyerahlcan kepada:

1. Pengguna sngearan/kKuasa perpguile anggaran khusus EP2ZD
untuk Leperiuan uang persadiaan/ganti uang
persediasn /tembahan vang persediaar;

2. Pibuk ketipa khusus SP2D untuk keperluan pembayaren
langsung,

PERTANGGUNGJAWARAN KEUANGAN
1. Pertangguugjawaban Pencrimean Dana
2, Psrtanggung jawaban Secara Administratil
' Bendahera Penerimaan paca PD secara administratis wajb
I mempertanggungjawablen atas pangelolaan uang vVang
menjadi  tanggungjawabnya  dengan menyampailtan
laporan pertanggungjawaban penerimasn kepada
Penpgana Anggaran/Kuasa Penpguna Anggaran melahai
PPK SKFD paling lambat tanggal 10 bulan berikutaya
¥ Laporan Pertanggungjawaban  scacrimoon  dilampir
dengan .
a) Buku Kas Umum,
b| Laporan Penerimaan dzn penyetoran:
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c] Register STS;
d} Bultti penerimaan dan penyetoran varg sah;

e| Pertanggungjawaban Bendahara Penerimean
Pembenma.

b, Pertanggung awaban Secara Fungsional

P,

2)

3)

Bendahara Penerimaan pada PD secara fungsional wajib
mempertanggungjawablean atas pengelolaan uzng yang
menjad.  tanggungjawabaya dengan —menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD
selalca BUD paling lambat tanggal 10 bulan berkutnya |

Laporan Pertanzgungjawahan penerimaan  dilampiri
dengan :

a) Buku Kas Umum;

k) Buku Pemrbantu Per Rincian Obysk Penerimaan:

¢) Bulku Relkapitulasi Penerimaan Harian: dan

¢} DBuku Penzrinaean lainnya yang sah.

Dalam rangika rekonsiliasi penerimaan, PPKD sclaku BUD
melaltukan verfikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertangeungjawahan bendahara penerimaan pada PD.

2. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
a, Pertanggungawaban Secara Administratif

1)

2

Bendahara Pengeluaran pada FD secara administratf
wajib  mempertanggungjawsbkan penggupaan  uang
persediaan/ganti uang persediaan/tambah uarg
persediaan kepada Kepala PD melalui FPE-FD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;

Dokumen laporan pertanggungiawaban Penggunaan uang

persediaan dilampiri dengan

a) Buku Kas Umum;

b) Ringkasen pengeluaran per rinciail obye< yang disertai
dengar bukti-bukti pengeluaran vang seh atas
pengeluaran daii setiap rincien abyek yang tercantum
dalam ringkasan pengeluarar per rincian obvek vang
tercantum dalam rirgkasan pengeuaran per rincian
obyels dimalisud;

¢) Sukt alas penyctoran PPN /PPh ke kas negara; dan

d] Register penutupar. kas.

Atas laporan pertanggungiawsban dimaksud, FFK - PL

berkewajiban:

a meneliti kelengkapan dolumen laporan
pertanggungjawaban  can keabsahan  aulsti-bulkti
pengeluaran yang dilampirkan !

L) menguji kebenaran pechitungan atas pengeluaran per
rincian obyek yang tercantum dealam ringleasar. per
rincian obyek;

) merghitung pengenaan PPN/PPR  alas beban
pengcluaan per rincian obyek; dan
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d) menguji kebenaran sesual dengan SPM dan SP2D vanp
diterbitkan pericde sebelumnya.

4) Berdasarkan hasil penelitian dan pengiajian terhadap

laporan  pertanggungjawaban dimekaud, PCAggEuRA

anggaran mergeluarkan sural pengesahan laporan
pertangginzjawakan;

Ketentuan bhatas waktn pererbitan surat pengesahan

laporan peortanggungjawaban  peageluaran can  sanksi

keterlambalan penyampaian laporan pertangeungjawaban
ditetapkan dalam Peraturan Bupat.,

Pertanpourgjawsasan Secara Fungsicnal

1) Bendahara Penzgchuaran pada PD sccara furgsional wajib
mempertanggungjiawablkan atas peagelolean uang yang
menjadi  tangpung jawsbnyz dengan menvampaikan
laporan pertanggurgjawaban pengeluaran kenads PFKD
sclalou BUD paling lambet tenggal 10 bulan berilkeutnya;

2] Penyampaian pertanggang jawaban dimsksud
dilaksanakan setelan diterbitkan  surat  pengesahan
pertangsungjawahan pengeluaran  olsh Pengouna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

7)

3. Axuntansi Keuangan Daerah

a.

k.

g

Entitas pelaporan dan entita akuntansi menyelenggarakan
sistem axuntans! pemerintaban daeran;

Pemerintah Daerah sebagal entitaz pelaporan mepyusun
laporan keusngan pemerintah daersh, yang meliputi

1) Lasoran realisasi anggaran,

2) Llaporan perubahan saldo anggaran lebik:

3] Neraca;

4) Laporan operasional;

5) Laporan perubahar ekuitas;

6) Lapcran armis kas;

7) Cetatan alas laporan keuangan;

Kepala PD selaku entitas akuntansi menyusun laparan
kenargan PD yang disamgaikan %epada PPKD  untuk
digabung menjadi laporan leeuangan Pemerintah Dasrah, vang
melipat :

1) Laporan realisasi anggaren,

2 Leporan operasional,

3) Laporan perubahan elouitas;

4) Neraca dan

5] Catatan atas laporan keuangan;

Khusiis Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), selein
achagai entitas akuntansi juga sebagai entitas pelaporan vakni
menyusun laporan BLUD yang disampaikan kepaoda Bupati
dan dieudit clen pemeriksa ekstern sesual denguul peraturan
perundang - undangan;
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¢. Dalam rangka penyelenggaraan akunfansi keuangan daeral,

Bupati menetapkan Peraturan Buparti tentang ;

1} Sisctem Akuntansi Keuangan Daerash vang kerpedeman
pada Peraturan Dacrah tentang pokuk-pokok pengelolean
keuangan dacrah;

2) EKebijakan akuntansi pemerintah daerah vang berpedoman
pada standar aluntansi pemerintahan,

4. Surat Pertanggungjaweban (3PJ) atas pelaksanaan anggaran

kerikut  buku- bukti pendukungnya merupakan dokumen
pertangpunzjawaban Pejabst Peleksana Teknizs EKegiatan (PPTK)
dan bendahsars kepada Bendahara Umum Daerah (BUTY =ecara
fungsionel dan kcpada Kcpala PD sclalbu Peagguna Anggaran
secara administratif dan cleh sebad ftu dikategorikar sebagal
informasi wvang dikecualikan untuk dipuklikasikan/diserilkan
kepada pikalk lain keeali diperlukan oleh Aparat Pengawasan
FPungsional (BPE/BPEP/ITJEN HKEMENTERIAN/ITPROV/ITKAE)
maupun Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pelaksanaan
pemeriksaan, penvidikan.

. Bahwa untuk menzhindari hal-hal yang tida< diinginkan, maka
porsediaen uang kes pada brankas tiap hari (kas opname] supaya
dibatasi meksimal Rp. 10.000.000 - (Sepuluh Juta Jupialy).
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BAE V
MEKANISME LAPORAN PELAKSANAAN EEGIATAN APBD/APBN

Dalam ranghka kelanceren dan tertib adminatresi scbagal salah satu
bentuk periangzungjawabar serta bahan pengencalian pelaksanaan
kegiatan khususnyva untuk keserazaman dan mengantisipasi terjadinya
leesalahan/penyimpangan dalam pelsksanaar kegiatan APET)/APBN can
upaya percepatan pelaksanaan kegiatan (kescimbangan antara kemajuan
fisik dan penversepan dana) yang pada pgilirannya 2ebagal masukan
terhadap penyusunan kebijakan di tahun berikutnya, maka setiap
penggura anggaran diwajibkan untulk  membuat  laperan  yang
disampaikan kepada Bupati Eanglkalan dengan melianisme sebagai
berikut :

A, LAPORAN REALISAS] KEUANGAN
1. Laporan Mingguan

Merupakan lapuran yang dibuat secara periodik sctiap mingga

yvang meliputi Realisasi “elaksanazn Kegiatan APBD sebegai

bahan Rapat Keordinasi Rutin dap hari Senin. laporan ini

disampaikan paling lambat hari Jum’at ke Bagian Administrasi

Pembangunan;

2. Laporarn Bulanan

Merupakan laporan yang dibuet secara periodik setiap bulan yang

meliputi laporan realisasi pelaksanan kegiatan APBD/APEN

bulanan yang mcnggambarkan pencapaian kinerja, prograrm dan

Kegiazan, kemajuan realisasi pencapaian lerget pendapatan,

realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan ;

a. APED
Lauporan Realisasi Fisik dan Keuangan Provek/Kegzialzn
Belanja Langsung, Laporan Evaluasi Kinerja Kegiatan Delanja
Langsung, Laporan Realisas. Penyerapan Anggaran dan
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatar, dirf.ar!'lpaﬂiar!
kepada Bupati Baugkalan melalui Bagian Acrmmusirasi
Pembargunan Setda. Laporan sebagalmana duapaksud
disampaikan paling lambat 5 (lima] kari kira setelah
berakhirnya bulan yvang bersangkutan isebagaimana contoh
Lampiran 1,2,3 dan 4).
Selain dalam bentuk hard copy lcetakan) juga menyampaikan
dalam data digital (delam bentuk Flash Disk) kepada Dagian
Administrasi Pemsangunan Setda;

b. AFBDL
Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Dekonseatrasi, Tugas
Pembantuan disampaikan kepada Bupati Bangkalan dengan
tembusan kepade BAPFEDA, Badan Pergelola Keuangan dar
Aset Daerah BPKAD) den Dagian Adiniciotrasi Pembangunan
Setda Kabupaten Bangkaan serta lapurar sebagaimana
diraksud harus sudah diterima paling lambat S (ltma) han
kerja setelah beralkhirnva bulan yang hersangkatan.
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3. Laporan Trivmlan

Merupakan rezapitulasi dari leporan bulanan vang disampaikan
olsh pengguna anpggaran secara komulatif,

.

APBD

Lapcran triwulan tersebur berisi laporan realisasi anggaran
antulk Perangkat Daemah (PD), laporan kemajuan
realisaei/pencapaian linerja keaanpan vang diseampaikan
kepada DBupald 3Suangkalan meladui BAPPEDA Laporan
sepagaimana dimaksud disampaikan peling lambal 10
[sepulub) har. kerja setelah berakhirnva triwulan wvang
bersangloutan

AFPBN

Laporen triwulan pelaksanaan kegiatan dekonssntrasi, tugas
pembantuan disampaikan kepada Bupati melaln BAPPEDA
dan Laporan sebagaimana dimaksuc harus sudah diterima
aclembar-lambatava 10 (sepuluh) har kerja  setelah
berakhirnya triwulan vang bersangkutan.

LAPORAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH

L S e b =

Laporan Pengelolaan Barang Daerah, terdiri dari :
Laporan Has: Pengacaan Darang;

Laporen Persediaan,

Laporen Mutasi Barang:

Laparan Hasil Pemeliharaan Barang;
Pemindahtanganan Barang Dacratbi.

Leporan pengelolaan barang daerah harus sudah diterima pada

Badan Tengelola Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya
tanggal 10 di bulan berikutnya.
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BAB VI
PERJALANAN DINAS

Ferjalanaa Dinas dapat dilakukan oleh Bupsti dar Wakil Bupar

serta Pihak lan vang distur dengan Peraturan Presiden Momor 33 Tahua
2020 tentanp Standar Harga Satuan Regional, perlu kiracya dilaloaleaa
perubabian Peraturan Bupall terkail besaran biaya perjalan cinas, Fegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dengan memperhatikan prinsip sebsgai
berikut :

-
\
-

Selelstif, vaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggl den
prioritas  vang berkailan  dengan  penyelengzerasn pemerintahan
caersh;

Ketersediaan anggaran dan kezesuaien dengan pencapaian kinerja
Pemerintah Daerah;

Efisiensi delam penggunaan belanja daerah; dan

Akurtabilitas psmberan perintah pelaksanaan Perjalanai Dinas dan
pembebanan biava Perjalanan Dinas.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilalrulean

oleh pejabar riegara, pzjabat daerah, aparatur sipil negara, can pihak lain,
Adapuar perjalanan dinas jakatan ini dilakukan dalem ranzka :

L.

0 k3

oo

Pelaksanaan tugas dan fungsi vang melekat pada jabatan,

Mengiku:i rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
Penpumendahan (dstassring);

Vienempah ujian dinas atav ujian jabzlan;

Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negari atal menghadap
seorang dukter penguji keschatan yang ditunjulk, untuale mendapstkan
surat keterangan dolktfer lentang Kesehatannya guua kepentingan
jabatan;

Memperoleh pengobatan serdasarkzn surat ceterangar dokter, karena
mendapat cedera pada wakiu alau karcna meladmukan tugas;
Mandapatkan pengobatan berdesarkan keputasan majelis pengup
leesehatan pegawai neger;

Penugasan untuk mengilat pendidikan =selara DiplomajSl; 52 /33,
dan

Mer gileuti pendidikan dan pelatiban.

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERL.
1 Pengertian
8. Pengertian Surat Perintab Tugas (SPT) adalah Naskah Dinas
berisi perrberitahuan dari pibak atasan yang ditujuhan
gzepada pihak bawahennya haik strukiural maupun Pegawai
Negeri S.pil [PNS) menpgenai perintah untuk melaksanakan
tugas ke uar daerah atan propinsy
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Pengertian Surat Perintah Perjalenan Dicas (SPPD) adalah
surat perintah kepada pejabat Pemerintah Dasrah, pepawei
negeri dan pegawai tidalk tetap untuk melaksanalan
perjalanan dinas.

Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) oleh Pejabat Yang
berwenang yeitu .

Bupati den Wakil Bupari ditendatanpani oleh Bupati
Banglzalan;

Di lingkunzan Selretariat Daerah :

1)

2]

Bagl pejabst Eselon II, ditandatangani coleh Buparti
denpan lambang nezara berwarna hitam kecuali
apabila berhalsngan dapat ditanda tangani Waldl
Bupali atau Sekrelaris Dacrah;

Bagi Pejabat Eselon Il (Kepala Bagian], ditandatangani
oleh Sekretaris Daeralh dengan menggunakan Kop
Seleretariat Daerah lecuali apabila berhalangan dapet
ditanda tangani Asisten Seclkretunis Terrah yang
membidangi;

Bagi Pejabat Eselon IV dan Pegawai  lainnya,
ditandatangani cleh Kepsala Bagian atas neama
Sekretaris Dacrali kecuali apabila vang bersangkutan
beraalangan, ditunjuk pejabat yang lannya dengzan
mengzunakan Kop Naskah Dinas Perangkst Daerah
yang bersargliitan.

Di Lingkungan Seloetanat DPRD

1]

2)

3

Pimpinan dan anggota DFPRD ditanca tangani oleh
Ketuz DPRD atau Pimpinan DPRD;

Bagi pazjabat eseon II ditznda tangani aleh Bupati
dengan lambang negare berwarna hitarm  kocuali
apabila nerhalangan dapat ditanda tangani Walkil
Bupati atau Sekretaris Daerah;

Bagi Pcjabat Eselon Ul dan IV serta Pegawal lannya,
ditandatangani oleh Sekrslaris DPRD kecuali apabila
yang bersang<utan berhalangan, ditunjuk pejabat yang
lainya dengan menggzunakan Kop Naskah Dinas
Peranglkat Dasrah yang bersanglmiras.

1 Lingkungan Perangxal Dacrah [PL) :

1)

2)

Bagi Pejabet Tselon 11 d! lingkungan PD ditandatangani
oleh Bupati dengan lambang regara berwarna hitam
kecuali apabila terhalangan, dapat ditanda tanpgani
Wekil Bupari atau Sekretaris Dacraly,

Bagi Peabat Eselon 1II sclaku Pimipman PD di
linpkiingan Pemerintah Kabupaten Bangkalsn,
ditardatangani cleh Bupati dengan lamaang negara
perwarmna hilein hkecuall apabila berhalangan degat
ditanda tangani Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
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3) Bagi Pgjabal Eselon II dan IV serta Fegawai laianye,
dtanda tznpeni olsh masing-masing Kepala PD kecuali
apabila yarg  bersanglkutan berhalangan, di
tandatangani oleh Seloretaris atas nzuina Kepala PD
dengan menggunakan Kop Maskah Dinas Peranglkat
Daerah vang bersanglcatan.

3. Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) clea
Pejabet yang borwonang vaitu
a. Bupatl dan Wakil Bupati ditandatangani cleh Bupati:
b. Di Lingloungan Sekretariat Daerah :

1)

Bagi Pajahat Eselan 11 ditandatangani oleh Bupati dengaa
lambang negora berwarna hitam kecuali apabila vang
bersanpkutan berhalangan, dapat ditanda tangani Wakil
Bupati atau Sekretaris Daerah;

Bagi Pejabat Eselon 11 (Kepala Bagian), ditandatangani cleh
Sekretaris Daerah dengan mengpunakan Kcp Sekretarist
Draesab;

Bapgl Fejabat Eselon [V dan Pegawa: lainnva ditandatangani
olech Hepa.a Bagian ataz nama Sekretars Daerah kecuali
apabila yang bersangkutan berhalanpgan, ditunjuls pejabsat
yeng lainnya dzngan menggunakan Kop Naskalh Dinas
Perengkat Daerah vang bersanghkutan.

c¢. DiLingkungen Sekretariat DFRD :

1)

2)

3

Pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Letua
DFED atau pimpinan DPRD,

Bagi Pejabat Eselon Il ditandatangani olsh Bupati dengan
lambang negara berwarna |hitam kecucli  apabila
berhalanpan dapat ditandatangani Wakil Bupati atau
Sekretaris Daerah;

Bapi Pejabat Eselon 1T dan IV serta Pegawal lainnya
ditandatangani oleh Sekre aris DPRD kecuali apabila yarg
bersangkutan berhalangan, ditunjuk pgjabat yang lainnya,
dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Dacrah
yvang bersanghkutan.

d. Di Lingkungan eranglcat Dasral (PD) :

1)

2)

3)

Bagi Pejabat Oselen II di lingkungan PD ditandatangani oleh
Bupati dengzan lambang negsre berwarna hilam kecuall
apabia berhzlangan dapat ditandatangani Wakil Bupati
pcau Seleretaris Doerah:

Bapi 2ejabat Eselon 1 selalu Pimpinan TD di lingkungen
Pemerintah Kabupaten Bangkalan ditandatangani oleh
Bupati dengan lambang Negarma berwarna hitam kecuali
apabila berhalangan dapat ditandatangani Wakil Bupeti
alau Sckrzlaris Daeral,;

Hagi Pejabat Eselon I dan IV serta Pegawal lainciys,
ditandataagani oleh masing-masing Kepala PD kecual
apabila yvang bersangkitan berhalangan, ditandatangani




olehi Szkrelaris atas nama Kepala PD dengan mengganakan
kop naskah dinas perangiat daerah yang bersangkutan:

4. Laporan Perjalanar Ninas:

A

Laporan Derjalanan Dinas adalah Naskah Dinas sebagai alat
untuk melaporkan hasil melaksanakan perjalansn dinas kepada
peiabat pemaberi perintah;

Rentuk Laporan Perjalanan Dinas berigi antara lsin :

1}  Dasar;

2] Makaud Tujuan;

3]  Waktu Pelaksanszan;

4]  MNama Petugas;

5] Daerah Tujuan/Instansi yang dikunjungi;

6] Hadir Dalam Psrremuan;

7} Petunjuk/Arskan vang diberikan;

&) Masalah/Temuan:

9) Saran Tindalan;

19) Lain -lain.

5. Perjalanan dinas dapat dihitung 1 [satu] hari sebelumnya dan atau
1 (satu) heri sesudahnra . dengan ketentuan :

a.

b.

Apabila lokasi/tujuan memerlakan wakoa tempuh darat lebih
dar 1 (salu) han kerja;

Waktu perjalanan tidak memungkinkan dilakuikan bersamaan
der.gan acara sesuai jadwal dalam undangan dimaksud,
Menyesuszikan cenpan jadwal slat transportasi yang tersedia;
Uang harian dihitung sejak  perjulanan dioas  ooalai
dilaksanalten sekalipun bertepatan cengan hari libur atau hari
yang diliburkan, untusz menghadiri undangan 1 (satu) hari dan
atau konsultas: . [satu) hari dapat dibayarkan uang harian
maksimal 2 (dua) harsi dengan asumsi (h-1 al=u h+l) sesual
cengan tuktl tiket perjalanan, kecuali untuk Kepa.a Daerah
heserta istri, Wakil Kepala Daerah beserta istri dan Sekretaris
Dazrah dan zjudanaya di hitung se.ama undangan di tambah
(h-1 & a+1);

Ketentuan tentang biaya penginapan perjalanan dinas ke ‘uar
daerah Satiian Biava Penpinapan Perjalanas Dinas Dalam
Negesi tercantum pade lampiran 1 Pergturan Presiden Nomor
72 Tahun 2020 tentang Standar Harge Satuan Regivnal;

Sarana aperasional transporiasi angkutan daral bupati/wakil
bupati selama di daerah tujuan disediakan dengan biaye sewa
sesual dengan jemis dan  standart kendarcan dinas
bupari /wakil bupati;

Fasilitzs dan kelas penginapan perjaanan dinas luar daerah
untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah hinrang lima,
peiaba. yang lan menyesuaikan dengan Peraturan Bupet
Bangkalem Nomor 38 Tahun 2025 tentang Standsr Biays
Umum Kabupaten Bangkalan Taharn Anppgaran 2026.




6. Kepala Dacrah/Wakil Xepela Daerah dalam melakulkan perjalanan

dinas

vang mengikut sertakan istri dan ajudan vang di

funjuk/mendampingi kepala daerat fwakil kepala daarah:

a. Hak dan Kewajiban istri Kepala Dacrah;Walkil Kepala Daeral di
atur dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Fasilitas yang diberikan sama dengan Pejabat Eselon [1.a

yarg meliput hizya transport, biaya akomodasi dan uvang
harian;

2) Untuk perlanggung jawaban harus dibuktikan dengan

3)

undangan vang menyebutkan hadir beserta istri/petunjuk
pimpinan/pernyataan vang bersangkutan;

Ecgala bukti atau poenggunaan biaya transport, biaya
alkkomocasi den uang harian merupakan kelengkapan Surat
Fertangzung jawaban |[SPJ).

b. Hak dan Kewajibar ajudan XKDH/WEKDH vang mengikuti Eerpala
Diaerah /Waldil Kepala Dasrah diabur dengan ketentuan sebsagai
berikur:

L)

2]

Fasilitas “enginapan dan Transportesi yang diberikan dapat
mengeunakan fasilitas penginapan dan lransportasi yang
sama dengan Kepala Daeranh/ Wakil Eepala Daecrah dengan
kelas terendai;

Ha<-hak yang lain sesual dengan Peraturan Bupati
Banpkalan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Stendar Biava
Umun Kabupaten Banglalan Tahun Anggaran 2026,

B. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Dokumen adminisirasi perjalanan dines ke luar negen terdir

atasa !

Wk =

SR

Surat [jin Pemerintah;

Paspor dinas (service passport);
Rrit Parmit

Visa;

kerangka Acuan Kerja; dan/atau
Surat Undangan.

Ketentuan tentang perjalanan dinas ke luar negeri diatur oeh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2019 Tentang Tata Cara Perjalanan Xe Luar Negeri Di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerzh;
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BAE VII
PEMEINAAN APARATUR

A, TUNJANGAN/GAJI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentanp
Peraturan Gaji PNS sehagaimana telah diabah beherapa kali teraldhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomer & Tahun 2024 tentang Perubahan
Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomer 7 Takun 1977
lentarg Pereturan Gaji Pepawal Negeri Sipil, bagi Pegawai ASN/Calaon
Pegawai ASN di samping menerima gaji pokok jupa diberikar tanjangan
antora lein sebagai berikcut:

L Di berikan kepada PINS/CPNS yang mempunvai anak [Kandung,
Tiri, Anglat) belum berumur 21 tahun can tidak/belum pernah
kawin, tidalt mempunyai penghasilan dar menjadi tangmingan
PNS/CPNS yang bersangitutan;

2, Analk PNE vang berumut 21 Tahun 5/d 25 Tanun, tetap: masih
melamjutkan pendidikan formal, yang di buktikan dengan Surat
Keteranpan dar PTN/PTS;

2 Anak Kandung sdalah dilahirkan oleh ibu yanz terikat dalam
paernikahan yang sah antara Suaimri I1stri;

4. Anak Tiri adalah ansk yang cdibawa oleh suami/istri dari
pernikahan terdahulu;

5. Arale Angkat adalzsh analz orang lain yarp telanh diangkat olen
PNS/CPNS dengar Xeputusan Pengadilan Negeri dan hanya
mendapat 1 [satu) tunjangan Arak Anglkart;

6. Betiap PNS wajibh melaporkan perubahan status keluarganya
berkernaan dengan tunjangan keluarga:
T Pembuat Daftar Gaji ikt bertanggungjawsb stas

kebenaran/kelengkapan persyarazan/dokumen pembavaran
tunjangan keluarga FNS/CPNS;

8. Sectiap PNS wajib melaporkan perubahan status keluarganya
berkenaan dengan tunjangan keuarga paca sctlap permulaan
tahun takwin dengan mengisi Form KP4,

KODE ETIK PNS

Berdasarkan “feraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2204
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,
untuk menanamban jiwa korp dan menzamalkan erika gura menjamin
terwujudnya PNS yang kuat, kompak dan bersatn padu, memilili
kepekaan, tangpap dan dan memilk kesehakawsanan yang tinggl,
berdisiglin, serta sadar akan tanpeung jewabnya sebagal unsur
aporotur negara dan abdi masyarakat, maka setiap PNE dalam
melaksanakan tupas wajib memupuk Jiwa Korps dan mernegang teguh
Koce Btk PNS.
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Ruang lingkup pembinsar jiwa korps PNS menzakup

L Peningzatan etos kerja dalem rangka mendukung produktifitas

kerja dan profesionalitas Pegawai Negesi Sinil;

Partisipasi dalamm peayusunan kebijaksanaan Peunerintah yang

terkalt dengan Pegawai Negeri Sipil;

3. Peningzatan kerja sama antar Pegawai Negeri Sipil unmak
mermelihara  dan memuprk kesetiskswaran dalam  rengle
meningkatkan jiwa kerps Pegawai Negeri S pil;

. Perlindungan terhadap hak-halg, sipil atau Kepentingan Pegawsi
Negeri Sipil sesuzi dengan peraturan perundang-undargan vang

herlaku, dergan tetap mengedepankan kepentingan relyat,
bangsa, dan Ncgara,

]

Dalam pelaksanaar tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari
seliap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan bersedoman rada etika
dalam berneporn, dolom  penvelengparann  Pemerintahon, daolam
berorganisasi, dslam bermasyaraksat, serta terhadap dirl =endiri dan
sesama Pegawai Neperi Sipil sebagaimana distur dalam Peraturan
Bupati Bangkalan No 25 Tahun 2019 fentang Kode Etik Pegawail Negeri
Sinil DPemerintah Habupaten Banglalan daon Peramaran Bupati
Bangkalan Nomor 28 Tahun 2024 teatang Pedomean Sistem Merit Dalam
Manajemen Pegawsi Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangkalan.

DISIPLIN KERJA

Dalam renghka mewnjudkan Pegawai Negeri Sipl yang profesional,
berroral dan ne-ral senagai sumhber dava aparatur pemerintah dacran
penveclenggara pemcrintanan  yang meneraplon  prinsip-prinsip
kepererintahan yang bak (Good Governance) Maka PNS yary
merapakan unsur apasatur negara vang berugas scbagai abdi
masyaralcat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasia
dan Undang-Undang Dasar 1345 dituatut mampu melaksanakan tugas
dengan dedikasi dan loyalitas serta disiplin yang tingg schagamana
vanz telah di amanatian delam Peraturan Pemerirtah Nomoer 9% Tanun
2021 teatang Disiplia Pegawai Negeri Sipil dan dijabarkan lebib lanjut
dalam Perkta BRN Nomor 6 Tabun 2022,

D.siplin Pegewai Negeri Sip.l adalah kesanggupan “egawal MNegeri
Sipdl umtak menaati kewajiban dan menghindari larangan yang
ditentulkan dalam peraturan perundang-undangar dan/atau peraturan
kadinasar. yang apabila ricak ditaali atau dilanggar djatuhi huluman
disiplin,
1. Kewajiban PNS

a. BSetin den tant sepenuhnya kepada Parcasila, [Indang-

Undang Dasar Negara Republik Indoncsia Tabun 1945,
Negara Kesatuan Kepublik Indonesia, dan Pemeriniat;
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Menjaga persaluan dan kesatuan hangsa;

Melaksanakan kebijakan yanz dietapkan oclek peiabat
pemerintah yang berwenang;

Mentaall ketenluan peraturan rerundang-undangsn,
Melaksanakan tugas kedinasan dergan pznuh pengatdiar,
kejujuran, kesadaran dan tangsung jawah;

Menunjukkan integritas dan keteledanan dalam sikap,
perbaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik ci
delam maupun di lusr zedinasan;

Menyimpan rahasa  jabatan daan  hanya  dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuni dengan perasuran
perundang-undangarn,

Berzedia ditempatkan di seluruh wilayah Nepara Kesatuan
Republik Indonesia;

Menghadin dan mengucapkan sumpan/janji PNS;
Menghadin dan mengucapkan sumpai/fjanji jabatan;
Mengutamakan Kepenlingan negara daripada kepeningan
pribadi, seseorang, dan/etau goloagan;

Melaporkan cdengan segers <epada atasannya apabila
mengetahul aca hal yang dapat membehayakar keamanan
negara atau merugikan keuangan negara;

Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang
sesual dengen ketentuan peraturan perundsng-undangan:
Masul: kerja dan mengati ketentuar jam lerja;
Menggunaken dan memelihara barang-barang milik negara
dengan sebailc-baiknya;

Memberlaan kesemparankepada bawahan unik
mengembengkar kompetensi: dan

Menolak segala bentuk pemoerian yang berkaltan dengan
tugas dan fungsi kecaali penghasilan sesual dengan
ketentilan peraturan perundang-undangan.

Larangan PNS

A,

b.

Mervalahpunakarn wewenang,

Menjadi perantara untuk mendapatlkan keuntungan pribadi
dan/atau orang lain dengen menggunalkan kewenangan
crang lain yang diduga terjadi konflik kepentingen dengan
jabatan;

Menjadi pegawai atau be<eria untuk nezara lain;

Bekerja pada lembsga atau organisasi intsrrasional tanpa
izin atau lanpz  dilugaskan oleh Pejabat Pembua
Kepegawaian;

Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, etau
lembage swadaya masyarakat aging, kecuali ditugaskan oleh
Pejabat Pembina Repegawaian;




1)
2

3)

&)
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Memiliki, menyual, membed, menggadaikan, menyewalkan,
atau meminjamkan barang-barang baik bergerak arau tidak
bergerak, doleumen atau surat berharga milik aegara secara
tidalk sah;

Melekukar pungutan di luar ketentuan;

Melelcular kegiatan vang merugikan negara:

Bertindale sewenang-wenang terhadap bawsahan;
Menghalangi jalannya tagas kedinasan;

Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan
/atau pekerjaan;

Memirta segsuatu yang berbubungan dengan jabatan,;
Melakukan tindakan ataa tidak melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan kerupgian bagi yang dilavani; dan
Memberikan dukangan Kkepada calon Presiden/Walkl
Presiden, Calan Kepala Daerah/Wakil Kepala Deerah, calon
Anggota Dewan Perwaldlan Ralovat, calen anggota Dewan
Perwalkilar Dasrah, atzu Dewan Perwalilan Rakyat Daerah
dengan cara:

Tkt kamparye;

Menjadi peserta kampanye dengan menggunszan amrbut
parted atau atribut Pegawai ASI;

Sebagai peserta kampanye denparn mengerahkan Pegawai
ASN lairn;

Sebagai peser:a kamparve dengan menggunakan fasiltas
negara;

Membuat kepurusan danfatau tindakan vang
menpmntimgkan atau merugikan salsh satu pasangan calon
schelum, sclama dan azsucah maso kampanye;
Mengadakan Kegiatan yang mengarah kepada keberoibimkan
terhadap pasangen calon vang menjadi peserta pemil
sebelurr, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
perlemuan, ajaxan, himbauan, scruan, atau pembesian
barang kepada Pegawal ASN dalam lingkungan unil
lk=rjanya, anggota keluarga, dan masyvarakat; dan
Memberilan surat dulmngan disertai fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau Surat Ketcrangar Tanda Pendudule.

Setiap PNS vang tidak menaati kewsgjiban dan/atau miclanppar
leetentuan disipln PNS baik vang dilakukar didalam maupun di
luar jam kerja dapat dikkenakan hukuman disipling

Hukuman disiplin PHS dapat berupa

a.

Hukumarn disiplin ringan terdir dari :

1) Teguran lisan;

Z) Teguran tertulis; azau

3) Pernyataan lidak puas secera tertulis




k.
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Hukurman disiplin sedang;

1) Pemctongan tunjangan kinerja sebesar 25% (daa puluh
lima persen) selama 6 (ensm) bulan;

2} Pcmetongan tunjangan kinerja sebosar 25% (daa pulub
lima persen) selama Y (sembilan) bulan; atau

3) Pemotongan tunjanzan kinerja sebesar 25% (dua puluh
lima persen) selama 12 |dua belas) bulan

[Multuman disiplia berat.

1) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12
(dua belas) bulen;

2) Pembebaran dari jabatannya menjadi jabatan pelakssna
selama 12 (dua belas) bulan; dan

3) Pemberhentien dengan hormat tidak atas permintcan
send:ri sebagai PNS:

5. Pelanggaran tethadap kewajiban :

il.

Pelanggaran teraadsp beberapa kewajiban sebagaimana
Pesal 9 Peraturan Pemerintan Nomor 94 Tahun 2021
dijatuhi hukuman disiplin ringan;

Pelangpzran terhadap beberapa kewajiban sebagaimana
Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomoer 294 Tahun 2021
dijatuhi hukuman disiplin sedaag;

Pelanggaren terhadap beberapa kewsjiban sebagaimana
Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomeor 94 Tahun 2021
dijaruhi hukuman disiplin berat;

Khusus pslanggaran terhadap kewajiban mastk kerja dan
menaati kerentuan jam lerja sebagaimara kerentuan rersebut di ztas
diberikan sanksi hukuman disiplin berupa @

a. Hukuman Disiplin Kingan :

1)

2)

=]

Teguran lisar. bagi PNS vang tidak masuk kerja tanpa alasan
vang sah secara kumulatif selama 3 [tiga] nart kerja dalam 1
(satu) tahun;

Teguran tertulis bag: PNS yang tudak masuk kerja tanpa
alzsan vang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai
dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 |satu) tahun; dan
Pernyataan tidak puas sccara tertulis bagi PNE yang tidek
masuk kerja tanpa alasan yang seh secara kumulatit selama
7 (hujuh) sampai dengan 10 [sepuluhl hari kerja dalam 1 [satu]
phn

b. Hukuman Digiplin Sedang

1]

2

Pernotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima)
selama 6 ([enam) bulan bapi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sarmpai
dengan 13 (Cga Belas) har serja dalam 1 [satw) tatman;

Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 23% (cua puluh hima
persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk
kerja :onpa alasan yang sah secara kummlatil selama 14 |




1

cmoat belas) sampai dengan 1€ (enam belas ) hari <erja dalam
1 ( satu) tahun; dan

3] Pemaotoagan tunjangan kinerja sebesar 25% [dua puluh lima
peraen) aclama 12 (dua belas| bulan bagi FNS ang tidale masuk
kerja tanpa alasan vang sah secara kumulatif selema 17
(fujuh belas) sampai 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satn)
tahun:

Hukumaa Disiplin Berat

1} Ferurunan jabaten setingkat lebih rendah selama 12 [cua
belasi bulan bagi PNS vang tidak masuk kerja tanpa aasan
yarg sah secara ltumulatif selama 21 (dua pulah satu) sampai
dengan 24 (dua pulvh empat) Lar kerja dalain 1 (satu) teliurg;

2) Ferabebasan dari jabatannya menjadi jzbatan pelaksana
selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yvang tidak masuk kerja
tanpz alasan yang sah secara lmamulatif aelama 25 [dua pualuh
limn) sompci dengan 27 (due puluh tujulk) hari kerja delam 1
(satu| tahun;

3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas perm:ntaan sendiri
aebhagai PNS hapi PNS yanap tidak ma=ak kerja tanpa alasan
vang sah sccara kumulatil selama 28 {dua puluh delapan )
hari kerja atau lebih dalam 1 {satu’ tabun; dan

4) Pembterhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagal PNS bagi PNS vang tidalkk masuk kerja tanpa alasan
yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh] har
kerja.

Pelanpgaran terhadap kewajiban masuk Xkerja dan mentaati

cetentian jem keja dalam pasal 4 huruf f dihitung secara

komulatil sampai dengan akhir tahun berjalan;

PNS yang tidak masuk kerja dan tidalkk meaaatl ketentuan jam

kerja tanpa alasar vang sah secara terus menerus selama 10

(sepuluh) ha-i kerja sehagaimana dimaksud dalam Pasal 11 avat

(21 hwuf d angka 4 diberhentikan pembayaran gajinya scjsk

bulan berikutnys;

Pelangpzran terhadap larangen

a. Pelanggaran terhadap beberapa larangan sehaga mana pasal
12 Peraturan Pomerintah Nomer S4 Takun 2021 dijatahi
hukumman disiplin ringan;

b. Pe.anpparan lerhadap beberapa larangan sebagaimana pasal
13 Peraturan Pemezrintah Nemor 94 Tahun 2021 dijatuhi
hukuman disiplin sedang,

c. Pelanggaran terhadap beberapa larangan sebagaimana pasal
14 Peraturan Pemecrintah Nomor 94 Tahun 2021 dijatuhi
aultuman disiplin berat;




162,

11.

12,

13.

14,

=

Pejabat yang berwenarg menghukum wajib menjatubhkan
hukuman disiplin kepada PNS yang melakuksn pelangzaran
disiplin;

Delam hal peabat yang berwenang menghukum tidak
mernvatubkan hukuman disiplin kepada PNS vang melakuikan
pelanggzaran  disiplin, pejabat yang berwsnang menghuloum
dijatuhi hulkuman disiplic oleh atasannya;

Delam hal pejabat - yang berwenang menghukum tidal
men afuhkan hukuman disiplin vang sesuai pelanggaran disiplin
vang dilakuzan cleh PNS, maka pejabat vang berwenang
menghultum dijasuai hukuman disiplin yang lebih berar;
Hukuman disiplin dimeaksud dijatuhkan setelan melakukan
proses pemeriksaan;

Atasan dimaksué juge menjatuhlear kukuman disiplin terhadap
PNE yang melakukan pelonggaran disipling

Delarn hal tidak lerdapat pzjabat vang berwenang mengavkum,
maka kewenangar menjalunkan hukuman cdisiplin menadi
kewenangan pejabat yaag lebih tinggi;

15, Tata cara pemangggilan, pemerilceaan, keputusan hulkaman

disiplin ;

a. PNS yang di duga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil
secara tertulis oleh atesan langsung untuk dilakukan
pemeriksaan;

7. warak walktu antera tanggal sarat panggilan dengan tanggal

pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

Apabila pada tanggal vang ditentukan pada surat penggilan

pertama yveng bersanglmitan tidalke hadir, malka dilakulan

pemangpeilan kedua paling lambat 7 tujuly) hant kerja setelals
lanppal seharusnya yang bersanglutan diperiksa pada
pemanpglan pertama;

d. Apabila pada pemanggilan kediza sebagaimana dimalksud PNS
yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang
berwenang menghokum menjatuhkan hukuman disiolin
berdasarkan alat »ukt dan keterangan vang ada tanpa
dilakukan pemeriksaan.

e. Atasan langsunz wajib memeriksse PNS  yangz diduga
melalcukan pelanggaran  disiplin - sebelum  PNS  dijatuhi
Hukuman Disiplia.

f. Pemerilksaan dimaksad dilakukan sceare tertutup melali
tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasiinya
dituanglkar. dalam bentuk ber:ita acara pemeriksaan.

g. Delam hel hasil pemeriksaan dimaksud menyatakan
kewenangan meijatuhken Hukuman Disiplin merasakan
wewenangan atasan langsung, maka aasan  langsung
tersebut wajib menjatahkar. Huguman Disiplir.

h  Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan dimaksud menyatakan
kewenangan penjatuhar Hubuman Disiplin merupalian

¥



p.

kewenanguan peabar vang lebih tinggi, maka atasar lanpgsung
wajib meleporkan berita acara pemeriksaan dan  hasil
pemeriksaan secara heerarkd,;

Atsgen langsung yang tlidak melakukan pemanggilan dan
pemeriksaan terhadap PNS vyang diduge melakukan
Pelanggaran Disiplin, den/ atau relaporkzn hasil
pemeriksaan kepada Pejabar yang Berwenang menghulkaar
dijatuhi hukuman disiplin;

Pejabat  yarg Berwenzng Menghukum mernjatubkan
Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada ztasan langsung
dirnakzesuc dilakukan setalah melalui proses pemeriksaan:
Pelanggaran terhadap Kewajiban dan/atau larangan dengan
Hukuman Disiplin sedang dan Hakuman Disipln beret dapat
dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang terdiri cari
atasan langsung, unsur pengawssan dan unsur kepegawaian
yang dibentuk cleh Pegjabat Pembina Kepegawaiun alan
pejabat lain yang dilunjuk;

Dalam hal tertentu tim pemerksa dinaksud dapat
melibatlkeean pejabatr ‘ain yang ditunjuiz;

. Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan

pelanggaran disiplin terlibat dalam pelangearen terscbut
maka yvang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan
vang lehih tinggi secara berjeniang:

. Atasen langsung, tun pemenksa, atauw Pejabat vang

Berwenang Mengnhukum dapat meminta keterangan dari
pihal: lain calam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin;

Untul: zelancaran pemesiksaan, PNS yang diduza melakulkan
pelarggaran  disiplin dan  gemungkinan  aken  dijatuhi
hukuman diziplin berat, dapat di bebaskan sementara dari
tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak vang
bersanpglutan  diperiksa sampai dengan ditetagkanaya
kepurusan hukuman disipling

Sclama PNS yang di bebaskan sementara dari fugas
jabatannya maks diangkat pejabat pelaksana harian, dan
tetap diberikan halk halk <epegawaiannya esszsual denzan
ketentuan peraturan perundang-undangarn;

Berita acara pemeriksaan dimaksud harus dilanda tangani
oleh pejabat yang memeriksa dan PNS vang diperiksa secara
langsung maupun secara virtual, apabils FNS vang diperilkcsa
tidak bersedia menanda tangani berita acara pemeriksaun
maka berita acara tersebut tetap dijadikan dasar untuk
menjatinhlean hulniman disipling

PNS vang berdasarkan pcmeriksaan zernvata terdepat
beberapa pelangearan cisiplin, terhedapnya depat dijatuhi 1
|satu) jenis auloaman terberat setelah mempertimbangkan
pe anggaran yang dilakukar;
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s. PNG tidak capal dijatuhi hukuman disiplic 2 [dua) kali atan
lebih untuk 1 (satu) pelanggaran disislin;

t. Dalam hal PNS yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin
merupaltan PNE yang mendapatkan penupasan khusus dan
Jenis Hulouman Disiplin vang akan dygatuhkan bukan
merupakan kewenangan pimpinan instansi aau Kepala
Ferwakilan termpat penugesan khusus, maka pimpinan
instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan perjatuhan
Hulkuman Disiplin kepads pimpinan instansi induk disertai
kerita acara pemeriksaan:

u. Dalam hal berdasarkan hasil pemerilkesan dimaxsud terdapat
indikasi penyalahgunaan wewrnang vang meniinbulkan
keruglan keuangan negara, maka atasan langsung atau -im
pemaeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas
intern pemerintah, dan apahila terbukd aparat pengawas
intern pemerintahh merckomendasikan DPgjabat Pembina
Kepegawaian untuk melaporken kepada aparat penegak
huloam,;

v. Penyampaien keputusan hukuman disipin dilakukan 14
(empat belas) hari sejak keputausan ditetapkan, dan berlaku
padea hari ke-15 (Lma belas) sejak diterma;

w, Keputusan Hukuman disipbin harus didokurmentasikan oleh
rejabat pengelola kepegawaian di  instensi vang
bersangletan, dan dapat dipunakan sebsagai sslah satu
bahan penilaian dalsm pernbinaan PNS yang bersargkutan
serta harus diunggah ke dalam sistem yvang terintegrasi
cengan sisitem [nformasi Aparatiur Sipil Negara,

%, Hulkuman Disiplin vang telah cijatuhlkan sebelum berlahunya
Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani vleh PHNS vang
bersangkuatan dinyatakan tezap berlaku.

v. Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Digiplin sedang
schagaimara dimaksud Peraturan Pemeriniah ini, berlalku
setelah Peraturan Pemerintah mengenal Tunjangan Kinerja
berlaltu, apabila xetentuan Peraturan Pemerintah mengenai
tunjangan kinerja belum herlaku maka penjatuhan Hukuman
disiplin diatur dalam pasal 8 ayat (3) Percturan Pemerintah
Nomor 9+ Tahun 2021 tentang Disiplir Pegawal Negeri Sipil:

z. Ke:entuan pelaksanaen Peraturan Pemeriniah ini diatur lebih
larjut denpan Perkzs REN.

Dalem melakukan pembinaan disiplin jam kerja ciscluruh jejaran

FD masing-masing, agar dilaksanakan pengawasan dan

pengendalian terhadap tertib pengisian /penandatanganan daftar

hadir pegawal baik pads szaat datang maupun pularg kantor.

Segenap pegawal diwajibkan mentaati ketentuar tentang jam

kerja sesual dengan Persturan Presiden Nomor 21 Tahun 2003

tentang Hari Kerja dan Jam Kera Instansl Pemerintah dan

Aparani- Sipill Nepara serta Peraturan Bupsti Bangkalan Nomeoer
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41 Tal-lm;: 2025 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Di Linglkungan
Pemerintah Kabupaten Bangkalan rentang Penetapen Hari dan

Jam Kerja di Lingkungan Pemerintsh Kabupaten Dangkalan,
sebagai berikut

a. Instansi Nea Pelayanan
1} Hari Serin s/d Kamis : Puloul 07.00 - 15.30 WIB

Waktu [strahat : Pulul 12.00 12,50 WID
2) Har Jum'at : Pukul 07.00 - 14.30 WIB
Waktu [stirahat : Fuakul 11.00 - 13.00 WIB

b, Iastansi Pelayanan

Instansi yang rugasnya bersifat pemberian pelayanan keepada
masyarnkat, dientaranya Pelayanan Listrik, Samsal, Telkom,
Rumah Sakit Umum, Pemadam Kebakaran, Pelayanan
Fendidikan SD, SLTP dan Lembaga Pendidizan dan Pelatihan
Pegawai serta pelayanan lainnya yeng sejenis!,

1] Hari Eenin s/d Komis : Puakul 07.00 - 14,00 WIB

2] Harl Jum'arl ¢ Puloal U7.00 - 11.00 WIB

J) Harl Eabtu : Pulml 07.00 - 12.30 WIB

D. Laporan Harta Hekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

1. LHEKPN bertujuan untuk mewujudkan:

a. Penyelenggara Negara yang mensati asss-asas uymum
pemerintahan yang baik;

b. Pemerintahan yang bebas dari korapsi, kolusi dan nepotiame;
tler

c. Intepritas, profesicnalizas serta kejujuran Penveler ppara Nepara,

2. Penyelenpgara Negara Wajib menvampaikan LHKPN;

a. Pengongliaton scbagai Penyelenggara Nogara pada saal pertama
kall menjabat;

b. Eerakhirnva masa jabatan atau pensiun sebzgal Penyelzngzara
Megara;

c. Pergangkaran kembali sebagal Penyelenggara Negaia
setelah berakhirnyva masa jabatan atau pensiun; dan

d. Masih menjabat

3. Penyelenggara Negara vang merjadi wajib laper LHKPN direrapean
mclalui Keputusan Bupat:.

4. Penyampaian LHKPN dalam -angia waktu peling lambat 2 (cua)
bulaa terhitung sejck saat pengangkatan pertama/beralkhirnya
jahatan/ pensiun/penpangkatan kemhali =et=lah herakhirmyra masa
jabatan atau pensiun scbagal penyclenggara negara,

5. Seuap FPenyelenggara Negara yvang tidak memenuh: kewajioan
menyampaikan LHEPN dikenzkan sanksi sesual dengan zeteatuan
peraturan perundang-undangan.
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E. Izin Perkawinan dan Perceraian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990

tentarg Perubahan atas Peraturan Pemerintah Namor 10 Tahun 1983
tentang lzin Perkawinar dan Perceraian bagi Pegawai Nezerl Sipi,
bahwa perkawinan adalah {katan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanitz szbagai suami istri dengan tujuan membentuk keliiaroa
vang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa fnaka
beristri lebih dari ceorang den gerceraien scjaub mungkin harus
dihiadearkan.

1,

.

Bagi Pegawai Negerl Sipil yang akan melakuken perceraian, wajib
mempercleh ijin tertulis atan surat keterangan lebih dabulu da=i
pejabat,

Pegawai Negeri 5ipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan
perceraian  dan  berkedudukan sebaga  penppugat,  wajib
memperalea fjin tertulis lebih dahulu dari peiabar,

Sebelum mendapatzan ijin secara tertulis, PNS vang bersangkutan
harus mendapatkan pembinaan dari atasannya dibuktiken dengan
Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Sebelum merdapat<an {jin secara tertulis, PNS vang hersanghutan
terlebib dahulu melakukan mediasi vaag dapat difasilitasi oleh BD4
{Badan Peneschatan, Pombingan dan Pelestarian Perkawinan)
setempat.

lzin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan
pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh seraturan perundang

undangan den ketentuan-kelenluan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983,

Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapal cacat badan atau
penyakit dergan akibat tidakx dapal menjalenkan lkewajbannya
stbapal isterd, tidak diberikan olesh Pzjabat,

Pezawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita vang akan melakuxan
perceraian dan  berkedudukan  sebagri  tergugat, wajib
memberitahukan sccara tertulis adanyva gugazan dari suami atau
istrinya melaiui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatican
surat keterangan, dalam wak™a selambat-.ambamnva € (enam) han
leerja setelah ia menerima gugatan perceraan.

Buami istd yang aken melagtukan perceraian dan keduanya
berkecudukan sebagar Pegawai hegeri Sipil baik dalam satu
linglungar. Perangkat Daereh maupun pada Perangkat Daerah vang
serbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebur wajib
memperoleh ijin tertulis atauw swatl keterangen lebib delialu dari
Pejabat.

lzin untuk melalkulean perceraian diberikan oleh Pejabat wang
Berwenang.

10, lzin untuk bercerai tidak diberikan oleh Fejabat apabila.

a. Bertentangan dengar ajaran/peraturan agama yang dianud
Pepawai Negeri Sipil yang bersangloatan;




11,

13.

L=,

16.

18
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b. Dertentangan dengan peraturan perundang-undanpan
yang berlaku: danjatau

¢. Alasan yang dikemulkelkan bertentangan dengan akal scaat.

Pegawai Negeri Sioil hanya dapat melakukan percerajan apabila ada

alasan yang sah, vaitu salah satu alasar atau lebih alasan sebagai

berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina:

b. Salah satu pihax menjadi pemabuk, pemadat, dan Fenjudi yang
sukar disembuhkan;

c. Salah satu pihak menirgpalkan pihak lain selama dua tshun
berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan vang sah
scrta tanpa memberikan nakiah lahir macpun batin atau karena
hal lain di luar kemampueannya.

. Alesan perceraiarn sebagaimana dimaisud diatas, harue dilaatkan

dengan bkti sebagaimana yang ditentukan dalam angia Il angke,
2 Surat Edaran Kepala Dadan Administrasi Kepegawaisn Negara
Nomor OB /sSE/ 1Y85 tangpal 26 April 1983,

Tata cara. penvampaian pemberitahuan adanva gugatan perceraian
dari suamifistri tersebut dilaksanakar sebagaimsna halaya
penyampaian surat permintaan ijjin perceraian.

setlap atasan damn pzjabat yang menerima suarat pemberitahuan
adanve pugatan oerceraizn harus melaksanakan tugas dan
wewenangnya seperti dalam hal mensrima permintaan ijin
perceraian, yaitu wajib mmeraltunkean kembali kedua belah pihalc dan
apabila perlu dapat memanggil atau meminta lketerangan dari
pihax-piha< vang bersangkutan

Apabila usaba untuk merulualan kembali tidale berheasil dan

pereeraian itu legadi alas kehendek Pegewai Negerl Sipil pria, maka
ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk perghicupan bekas istri
dan anak-enaknya.

Apabila perceraian terjad: atas kehendaxz Pegawai Negeri Sipil ora
maka Pegawal Negeri Sipil tersebut wajib membual peroyalasrn
rertulis menyerahlkan bagian gajinya untuk perghidupan ackas stri
dan arak-anaknya,

. Hak atas bagian ga i untul belzas istri sebagaimans dimaksad tidsalk

diberikan, apabila perceracan lecjadi hasena st terbukti teleh
berzina dan atau istri terbukti telah melakukan kekejaman atau
penganiayaan oerat baik lahir maupun batin terhadap suami dan
atau iatrl terbuleti merjadi pamasuls, pemadat, dan penjud! yang
sukar dsembuhxan dan ateu istri cerbuldi telah meninggalkan
suami sclama dua tahun berturat-turut tanpa ijin suami dan tanpsa
alasan yang sah atau karana nal lamn di luar kemampuannya.

Messipun serceraian terjadi atas kehendalc istri yang bersangkutan,
heknva atas bagian zayi untuk bekas istri tetap diberikan apebila
ternyata alasan istri mengajukan gupatan cera’ karena dimadua, dan
atal karera snami terbuit telah berzina, dan atau suari terbukti
telah meclekukan kelkejaman atan penganiayasn berat baile lahir
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maupun batin lerhadap istri, dan atau suami terbulc telah menjadi
pemabuk, pemadat, dan penjudi yvang sukar disembuhkan can etan
suami terbukti telah meninggalkan istri eclama dua tah url berturut-
rurut tanpa ijin istri dan lanpa alasan yang sah atau karena hal lain
di hiar Kemampuarnya.

19. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji

yang T'H.F‘ﬂjatﬁ hak bekas ietri dan anak-anaknya scbagal akhat

perceralan, tanpa lebil dahulu menunpggn pengambilan gaji dari

Pegawal Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannyz.

Bekzs istri dapat mengembil sagian gaji yang menjadi halenva

secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan sural kuasa,

atau dapat memiuta untuk dikirimkan kepadanya,

21. Apabila ada gugatan perceraizn vang dicjukan oleh nihalt istri dan
setelah dilakukan upaya merulunkan kemba'i oleh Pejabat tidak
herhasil, maka proses pemberian ijin agor disclesaikan secopataya
mematuhi dan sesual deogen kelentuan jangka waktu yang telah
ditentukan.

22. Bagi Pegawai Negeri Sipil yarg telah melakikan perceraian tidak
mendapatlear. fjin/surat zeterangan terlebih dahul: da-i pejabat
berwenang akan diberikan sanlksi salah satu hukuman disiplin
berat berdaserkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

23. Bagi PNS yang telah melalukan perceraian oleh Pengadilan Agama
wajih melaporkan perceraiannya tersebut kepads pejsbat yang
berwenang,

20

PAKAIAN DINAS
Berdasarkan Peraturan Bupati Barglalan Nomor 64 Tahun 2024
tentang Pakeian Dinas Aparatur Sigl Negara Ji Lingkunpan Pemerintan
Kabupaten Bangkalan, terdiri dar: :
1. Pakaian Dinas Herian (PDH), terdiri dari
a. Falkaian Dinas Harian [PDH) Linmas Warna Hijau
FDH Linmas warra hijau dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Fratama, Pejabat Administraior, Pegjabat Penpawas, Pejabet
Felaksana, den Pejahat Fungzionsl di lingkungan Pemmerinrah
Daerah pada saat Hari Ulang Tehun Satuan Polisi Pamong
Fraja/Linmas dan/stau sesuai kstentuan acara
b. Pakaian Dinas Harian [PDH) warns Khak!
Dipakai pada ha-“i Senin dan Selasa bagi Pegjabat Pimninan
Tinggl Pratamea, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas,
FPejabat Peleksana dan Pejabat Fungsional.
c. Pakaian Dinas Harian (FDH) Batik
Dipakai pada hari Kamis, Jum'at dan Sahtu (begi pegawai yang
masulk & hari kerja).
Z. Paksian Sipil Harian [PSH])
Dipakai pada hari Senin bagi Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama dan
Pejabat Administrator.
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a. Pakaian Sipil Resmi (PSR);

b, Fakaian Sipil Lengkap (FSL);

¢. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);

d. Fakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah;
¢. Fakaian Dinas Upacara (FDU) Camat dan Lurah;
I

Falkaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih:

Dipakai pada hari Rabu bagi Pejaba: Pimpinan Tinggi Pratams,
Pejabat Administrator, Pgjabat Pengawas, Fejabul Pelaksana dan
Pejabat Fungsivnal secangkan bag. Pepawesl FPemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) dan THL dipakei pada hari senin sempei
dengar Rabu.

Jenis Pakaian Dinas lainnya pegawai di lingleungan Poinerinlah
Daeral, (erdird dar :

a. Pakaian Dinas Xhusus;

b. Pakaian Khas Jawa Timur (PK.]);
c. Paltaian Khas Daeroh:

d. Pakalan KORZPRI;

e. Pakaian Olah Raga,

G. PENINGEATAN SUMBER DAYA APARATUR

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pergembangzan

kompetensi berpedoman pada Peraturan Bupati Bangkalan nomor 28
Tzehun 2024 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Marajemen Degawai
Negeri Sipd di Lingkungan Pemerintan Kabupatzn Bangkalan, dengan
pﬁnjf:la.aan sebagai berilcut:

Pengembargan komperensi Pegawai MNegeri Sipl dilaksanakan
dan/atau cifasilitasi dalam beniuk pendidikan dan/atau pelatihan
setelah dikoordinasikan dengsn peranpgkat daeran yanpg menangani
urusan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
Pengembargan kompetens: Pegewai Negeri Sipil dilaksanakan
melalui pendekatan sistem pembelaaran terintegrasi (corporaie
unitersity) sesuai ketentuan peraturan perurdang-undangan.
Pengembangan kompetensi pendidikar dan/atau pelstihan Pegewai
Negeri Sipdl, meliput::
8. Pengembangan kompetens: Degawal Negeri Sipill melalui
rendidikan
Pengembanzan kompetens: Pegawa: Negeri Sipil melalu
rendidikkan adalah dengan melalukan studi lanjutan ye
melanjutkan pendidilkan akademik ke jenjanzg vaag lebih tinggl
untuk mempesroleh dan memperdalam pengetahuan tentarg
bidang ilmu yvang dimiliki dalam meningkatican kompetensi dan
kinerjanya. Studi lanjutan Pegawai Nesgeri Bipil dilalkksanakan
melalui
1] Tupas bzlajar;
2! Tugas belajar biaya mandiri.
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Pengembangan  kompetens: Pegawa: Negeri Sipil  melalu

relathan

Pengembangan Lkompetens Pegawai Negeri Sipil melalui

pelatihan terdiri atas:

1) Pelatihan Klasikal
Pelatihan klasikal Pegawai Negeri Sipil dilaloulean paling
sedilidt melahsi jalur:

Pelatihan struktural kepemimpinan;

Pelatihan manajerial;

Pelatihan t=knis:

Pelatihan fangsional;

Pc atihan sosial laltural;

Seminar / kontersnsi/ sarasehan/ceramah;

Workshop atau lckakarva,

Kursiis:

Peaataran;
Bimbingan teknis; dan
Drientasi,/ sosialisasi,

Rt DM O o g
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2) Pelatihan Nonklasilkal

Pelatihan nenklasikal Pegawai Negerl Spil paling sedikit

melalui jalur:

a. Coaching,

b. Mentoring;

c. E-leaming,

d. Pe.atihan jarak jauh;

e. Detasering (secondment!;

f. Pemhe ajaran alam terbuka (outhand):

g. Datox banding {benchmarking,;

h. Pertukarar antara pns dengan pegawar swaste/badan

nsaha milik nepara/ badan usaha milik daerah;
Selajar mandir: (seif developmer.t);
Focus group discussion, kommuni.as belajar feommunity of
practices);

k. Bimbingan di tempat kerja;

1. Magang/praktik terja.
Pengembangan komperens. Pegawsi Neperi Sipi melalui
ronkadilkatan.
Pengemrbangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melahii jalur
rionksdilklatan adalzh melalui wji lkompetenei.

oty

Penugasan Fegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pengembangan
kompetensi ditetapkan oleh pejabat vang berwenang.
Pedomar. Pemberiaa Tupas Belajar

a.

Pegowai Negeri Sipi vang ditunjuk untuk menglutl tugas
belajar memperoleh surar kepurusan tugas belajar dar. FPR.
Tugas belajar diberizan Kepada Pegawal Negeri 5ipil dengan
ketentuan:
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4)
3)

0)

7]

~ 102~

Pegawal Neperi Sipil vang telah memiliki masa kerja oaling

kurang 1 (satu] tahun teraitung sejak diangleat sebagai

Pezawai Negeri Sipil;

Memiiﬂ{il sisa ILESE kerja Fegawar dengan

mempertumbangkan masa pendidikan dan masa ikstan

dinas, dengan ketentuaa paling kurang:

4. 3 (tiga) ‘zali walctu nermatif program arudi sebelurm bates
usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar vang
diberhentikan dari jabatan; atau

b. 2 (dua) kali wakmu rormatifl program smidi sehelum
batas usia pensiun jabatan, untuk tugae belajar vang
tidals diberkentikan dari jabatan.

Memiliki penileian kinerja dalam 2 (dua) tshun erakhir

paling rendah dengan predikat baix:

Sehat jasmari dan rohani:

Ticak sedang

a. Dalam pemeriksean pelanggaran disiplin dan/atau
tindak pidana;

b. Menjalani pidana penjara atan kurungan dan/atau
hulruman disiplin scdang atau hukumen disiplin berat,
atau

c. Menjalani cuti di lnar tanggungan negara dan/atau
menjaleni pemberhentian sementara sehapal negawai
negeri Sipil.

Tidak pemah.

a. Dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang
dalam 1 (sami) tahun rerakhir:

b. Dijatuhi sidana penjare atau kurungen berdasarkan
Putasan pengadilar. vang berkelciatan hukum tetap
dalam | (satui tahun terakhir; atau

c. Dibatalkan azau dihentikar figas helajasnya sesuai
dengan ketentuan geraturar perundang-undangan.
dalam walkrti 2 [dua) tahun terakhir.

Memeruhi persvaratan lain dan luwas selelssi yanrs

dilaksanalar oleh instansit asal, pember: Fantuan, dan/

atau perguruan tinge,

Menendatangani perjanjian terlgeit pemberian tugas belajar;

PNS vyang menjalani tugas belajar diberaentican dari

jabatan.

Tugas belajar dapart diselenggaralkkan pada perguraan tingzi

dalam dan/atau perguruan tingg luar negeri yang lerdiri

ATas.

a. FPerguruan tinggl negeri;

b. Ferguruan linggl Redinasan, dan

c. FPerguruan ingg swasia,




12)

13)

14)
15)
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17)
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Tigas belgjar yang diselenggarakan olea Perguruan tinggi
dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atsu
sabtu-minggn sepanang telsh memiliki ijin/persetujuan
penyelenggaraan program  studi yang dilerbitltan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendidikan sesuai ketentnan perundanga-
andanzoan,
Fergaruan tinggi luar negeri adalah perguruan tinggl vang
diakui oleh negara yang bersangkutan dan Xementerian
yang menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidilean.
Program studi yang dipilibh dalam penyelenggaraan tugas
belajar d! perguruan tinggi hamus memenuhi persyeratan:
a. sesuai persncanaan keoutuhan instansi;
b.dapat mendukung pelaksanzan tugas pokok dan
fungsinva;
¢. memilik akreditasi paling kurang
1) terakreditasi B atau baik sekali dari lembaga vang
berwenang hagi program stidi perguruan  tinggi
dalam negeri; atau
2) terakreditasi C ataa baik dari lembaga vang
berwenang bagi program studi perguruan tinggi
dalam negeri yvanz belum memililke akrecitasi B stau
bailk sekali atas persetujuan  Menteri  vang
menyelengparakan urusan pemerintaban di bidang
pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Diakui oleh kementerian yang menyelenpggarakan urisan
pemerintohan di bidang pendidiken bagl pregram atudi
sergarian tinggi luar negari.
Biava tugas belajar dapat serasal dari anggaran pendapaten
dan helanja daesrah, dan sumber pambizyaan lainrya yang
sah dan tidak mengikat.
Tugas belajar diselenggarakan untuk jargka walktu
tertentu, sesuai da2ngen batas walktu normatif propram
studi yang berlalku pada masing-masing pergurian tinggi
Jangka walkm tugas belajar diperhitungkan scbagai masa
lkerja PNS.
Pemberian tugas belajar sesual pedoman pemberian tugas
bela ar yang ditetaplkan oleh PPK.

0. Pedoman Pemberian Tuges belajar Claya mandini
Tugas Belajar Biaya Mandiri diberilktan kepada Pegawai Negeri
Sipil dengan ketentuan:

El.

-

2)

PNS yang telak memilild masa kerja palng ltarang 1 (satu)
tahun terhitung sejak diangkat sebagal PNS;
Diselenggaralkan di luar jam kerja dan tidalk mengganggu
pelaksaraan tugas:




=
L

9)

10)
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Memiliki penilaian kinerja dalam 2 [dua) tahun teralkhir
paling rendah dengan predikat hail:
Sehat jagmani dan rohani;
Tugas belajur biaya mandir. vang diselenggarakan eleh
perguruan tingei dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas
malam dan/atau sahtu-minggu sepanjang telah memililki
ijin/persetujuan penyzlenggaraan program studi yang
diterbitkun oleh kementerian yang menyvelenpparalan
urusan pemeriatahan di  bidanz pendidikan  zesuai
ketentuan perundang-undangan:

Tugas belajar biayn mandiri dapat disclenggarakarn patda

pergarial tinggi lerdiri asas:

a, Perguraan tinggi negeri;

b. Perpurian tinggi <edinasan:

=, Perguraan tingei swasta.

Tidak sedang:

a. Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dar/atau
tindak pidana;

b. Menjalani pidans penjara atau lurungan darn/atau

huicuman disiplin sedang atau hulkuman d:siplin berar;

Menjalani cuti d' luar tanggungan negara dar/ateu

menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Tidak pemah:

a. Dijatuhi hulkuman disiplin paling kurang Lngkat
sedanpg dalam 1 (satu) tahun terakhir;

b. Dijatubi pidena penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang berlkeluatan hukurn tetap
dalam 1 'satu) tahun terakhir,

c. Dibatalkan atau dihentilkan tugas belajamya sesuai
denpan  ketentuan peraturan perandanz-undangan,
dalam waktu 2 (duz) tebhun terakhir.

Renlang/jeda waklu unluk melanjutkan studi dard

tingkatan jenjeng akademilk (5MA/D3 ke 51, 5l ke 52, dan

32 ke 53) ditentukan berdasarksn peraturan perundang-

undangan;

Program sludi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas

belajar biava mandiri di perguruan tinggl harus memenuhi

persyaratan.:

A. Sesual perencansan keburmuhan instanes;

b. Dapeat mendulkung pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinva;

. Memiliki akreditasi neling karang:

1) Terakreditasi b atau baik sckali dari lembega yang
berwenang bagi program smudi perguruan tinggi
dalam negeri; atau

2) Terakreditasi e atau haik dari lembaga yang
berwenang bagi program studi perguruan  tinggi

0l




dalam negerl yang belum memiliki skreditasi b atau
baik sekali atas persetujuar  mentar vang
menyelenggarakan urusan pemeriniahan di bidang
pendid-kan sesuai ketentuan perundarg-undangan,
11) PNS yang menjalani tugas delajar biaya mandiri tidak
diberhentikan dari jabaran

b. Iazah yang dipercleh setelah menyelesailtan tugas belajar biaya

H. Cuti

mancir:  tidak serta merta  dapat dipergunakan untuk
penyesualan pangkat, namun disesuaikan dengan formasi

jabatan, kompetensi yang diperlukan serta kinerja pegavwai vang
bersanglutan,

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja vang diizinkan dalam

langke wakiu tertentu yang diberikan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian. Pejabet Pembina Kepegawaian dasat mendelepasikan
schegian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk
memberikan cuti, kecuali dizentukar lain, Ketentuarn mengenai cuti
sakit, cuti melahirkas, dan cuti karena alasan penting berlai: secara
mutatis mutandiz terhadap Calon PNS.

Cuti terdiri atas:

1. Cuti Tehunan

a.

PNS dan Calon PNS vang telaa bekerjs palirg kuranz 1 [satu)
tabhun secara terus menerue berhcle atas cuti tahunan selama
12 [dua belas) hari kerja.

Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang
1 (gatu) hart kerja.

Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat
yang sulit perhubungannya maka jangka wakiu cuti tahunan
tersebut dapat ditambal untuk paling lama 12 (dua belas) ha=-i
kalander.

llak ates cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tehiun yang
bersangkutan, dapat digunakan dalamn tahun berikutnya untulk
paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti takunan
dalam tahun berjalan.

Hak atas cuti tahunan yang jidak digunakan 2 {dua) lalun alau
lebih berturat-tural, dapal digunaxan dalam tahan berikutnyva
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kera termasuk
halr atas cuti tahunan dalam tahun berjalan,

FN3 yang akan melaksanakan ibadah Umroh atau ibadah
keegamaan bagi agema lainnya dapal menggunzkan cuti
tahunan;

Zelama mengganakan hak astas culi tahunan, PNS yang
Cersangkutan meneima penghasilan PNS.
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Cuti Besar

8.

L

PNS yang telah bekerja paling singlkat 5 [lirna) tahun secare terus
menerus berhak atas cuti beser paling lama 3 {Liga) bulan,

PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak alas
cuti tahunan dalam tzhun vang bersanglutan.

PNS yang telah menzgunakan hak atas euti tahunan pada tahun
yang bersangkutan maka halz ates cuti besar yang bersangkutan
diberikan dengan memperhitunggan hak atas cuti tehunan yang
telah dipunalan.

PNS wyang mengpunakan hak aras enti bSesar dan ma aih
riempunyal sisa hak stas cubi tahunen tahun zehelumnva muks
capar menggunakan sisa hak atas cuti tahunar tersc'mil;.

FNS yang akan melaksanakan ibadah haji atsau ibadzh
keegamaan bagi agama lainnya dapat mengeunakan et hesar

Selama menggunakan hak ctas cuti besar, PNS yarg
bersangloutan menerima penghasilan PNS.

Cuti Sakit

.

b.

C.

El’l_-'l

Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti salkit.

PNS yang salkit 1 (saru] hari menyampaikan surat keterangan
ealdt secara tertulis kepade atasan langsung dengan
melampirkan surat Keterangan dolkter.

PNS yang sakit lebik dari 1 (satu| harl sampai dengan 14 (emrpat
telasl hari berhak azas curi sakit, dengan ketentuan bakwa PNS
vang bersenglutan hearus mengajukan permintaan secara
tertulis kepada Pejaba: Yanpg Berwenang Memberikan Cuti
dengan melampirkan surat keterangan dolter.

PNBS yang merderita sakit lebih dari 14 |empat balas) hari berhak
atas cuti sakil, dengan ketentuan bahwe PN3  yang
bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis
kepada Pejabal Yang Berwenang Memberiken Cuz dengan
melampirkan surat keterangan dokter yang memiliki ijin
prakick,

Hax atas cuti sakit diberikan untuk wakiu paling lama 1 (satu)
tahun,

can dapat ditambah unmuk saling lama 6 (enam) bulan apabila
diperlukan, berdasarkan sural kelerangan L pengji
keschatan yanp ditetapkan oleh menteri vang menyelengearalkan
urusan pemerirtahan di bidang kesehatan.

PNS yvang tidak ssmbuk cari senyakitaya, harae divji kembeli
kesehartannya oleh um pengujl keseharan vang ditetapkan oleh
menteri vang menyelengzarakan urusan pemerintahan di bidang
keseharan, apanila helum sembuh dan peayakitnya, PNS vang
bersenglcatan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya

Harcena sakit dengan mendapat uang anggu sesuai dengan
ketentuan peraturan peruadang-undangan.




3.

h. PNS yang mengalami gugar kardungan berhak atas cuti sa kit

unmlcl paling lama 1% (salu setengah) hulan dengsn
mengajukan perrmintaan secara ter-ulis kepada Tejabat Yany
Berwenang Memberikan Cuti.

PNSI yang mengalami Kecelakaan dalam dan oleh karena
menjalankan tugas kewajibannya sehinges vang bersanpkutan
perlu mendapat perawatan berhak otas cuti saldt sampa. yang
bersengkutan sembuh daii penyakitnya.

Selama menjalankan cuti sakit, PNS veng bersangkitan
menerima penghasilan PNS.

Cuti Melahirkan

Q.

B

(B
i ]

Untuk kclahiran anale pertams sampai dengan kelahiran anak

ketiga PNS berhak atas cuti melghirkan.

Ketentuan terkait cuti melahirkan tersebut dihitung mulai yarp

bersangloitan diangkat sebagai CPNS.

Untuk kelahiren anak kecmpat dan seterusnya kesads PNS

diberikan cutd besar.

Cuti besar untuiz kelahiran assk keempat dan seterusnya

berlalcu ketentuan sehagai herloar:

1) permintaan cuti terscbut Hdak dapat ditangeulikan;

2) mengesampingkan Ketentuan tzlah bekeria paling singkat 5
(lima) tahun secara terus-menerus; dan

3) lamarya cuti besar tersebut sama denpsn lamanya sutd
melahirkan,

Lameanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 1)

adalah 3 [tiga) bulan.

Selama  menggunaksn nak  euti melahitkan, PNS  vang

bersanglkatan menerima penghasilan PNS,

Cuti Karena Alagsan Penting

a.

L.

PNS berhak atas cuil karena alasan penting, apabila:

1) ibu, bapax, isterd atau suami, ansk, adik, kakak, meriua,
arau menanbu sakil keras [dibukidan  deopgao surdal
keteranpan rawal inap dari Unit Pelayanan Keschatan) atau
meningral dunis;

2] salah georang anpgpots keluarga vang dimaksud pada angla
1) meninggal dunia, dan menurnat peraturan p:r_lr.c[ang-
undangan PNS yang bersangkuran harus menguris nak-hak
dari angpota keluarganya yang meninggal dunia; atau

3) melangsunglkan perkawinan.

PNS laki-laki yang islericyas melahirkan foperasi caessar dapal

diberikan cat. karena alasan penting denzan melampirkan surat

keterangan rawat inap/surat keterangan bersalin dari Unit

Pelayanan Keeshatan,

Dalam hal PNS mengalaoni musibah kebakaran cwmah atau

bencansa aam, dapal diberikan cull karena alasan penung

dengan melampirkan surat kelerangan paling rendah dari Ketua

Ruloun Tetangga.
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d. &clame menggunakar hak atas cuti karena alasan penting, PNS

¥ang bersangkutan menerima penghasilen PNS,

6. Cuti Bersama

f.
L.
C.

Presiden depat menetapkan culi bersama,

Culi bersarma tidzk mengurangi hek cuti tahunan.

PNS yang karena jabatannya tidak diherikan hale atas outi
bersama, hak cuti tahunannya ditambab scauei dengan jumlah

cuti bersama yaneg tidak diberikan dan hanva dapat dipunaaksan
dalam tahun berjalan.

7. Cutid: Luar Tangeungen Negara

.

I'J_'-"

b,

PNS yeng telah bekerjz paling singlket 5 (Lma) tahun secara

terus- mencrus kareaa alasen pribadi dan mendesak dapat

diberikan cat di luar tanggungan negara.

Alasan pribadi dan mendesek sebapaimana dimaksud pada

enigka 1 antara lzin sebagai berikur (denpan melampirkan

dokumen vang diperlukani:

1) mengikuti  atau mendampingi suami/ isteri tugas
negara/tuges bela ar di dalam /luar negeri:

2) mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri:

3) menjalani program untuk mendapatkan kelurunan;

4) mendampingi anak vang berkeburuhan khusus:

9) mendampingi suami/isterifanak vang  memerlukan
perawannr khusus:

6) mendampingi, merawat orang tua/mertua vang sakit fuzie,

Cut di luar tanggungan negara dapat diberikan vntuk paling

lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpaniang palng lama ! (satu)

takun  apahila ada alasar-slasan  yvang penticg untuk

memperparjangnya,

cuti di luar fanggungan negara mengakidatiian NS yang

bersenglutan diberhentikan dar jabatannva.

Selara menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS vang

bersengkutan tidak berhak meneriima peaghasilan PNS.

sSelama menjalankan cuti di luar tanggangan negara tidak

diperhitungkan scbagai masa kerja FNS.

PNS yang telah selesai menjalankan cuti di har tangpungen

ncgara wajib mclaporkan dini kepada  instaosinga  untuk

diaktitkan kembali dalam jangka waktu 1 [sazu bular.

PNS vang tidak melaporkan setelah selesal menjzlankan cuti di

luer tanggungan negara diberhentiksn sebapai PNS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemnerinah merupatan proses yang

irtegral pada tindakon dan kegiaten yang dilaloulian secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawal di lingkungan tigasnva
masing- masing uniugk memberikan keyakinan vang memadal atas
tercapainva tujuan organisasi melaiui kegiatan vang efelitif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negars, dan ketaatan
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terkadap peraturan prrundang-undangan berdasarkar Peraturzn

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sisterm Pengendalian Inzem

Pemerintah dan  telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

Banglalan Nomor 29 talhun 2010 tentang pelaksanaan  Sisten

Fengendalian Interr. Pemerinah (SPIP] di hngicungan Pemerintah

Kabupaten 3angkalan, Dalam implementasinya penilzian mataritas

SPIP dizempurnakan melalui Peraturen Kepala Badan Pengawasan

Keuangan dan Fembangunan Nomor 5 Tahun 2021 terilang Penilaian

Maturitas Penyelenggaraan Sistem 2engendalian Intern Pesmerirtah

Terintegrasi peda Kementreria/Lemba ge f Pemerintah Daergh,

Komponen perilaian atas Meturitas Penyelenggaiuan SPIP
terintegrasi terdin dari.

1. Penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan
strategi pencapaian sasaran strategis:

2. Struktur dar Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses
penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima)
unsur SPI¥, antara lain:

a. linglkungan Pengendalian
Pimpnan Instasi Pemerintah waib menciptakan dan
memelihara lingkungan pengendalian yang menimbul<an
perilaku positit dan kondusif untuk pererapan Sistem
Fengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:
1) pensgakan integritas dan nilai etika;
4) komitmen terhadap kompeiensi;
d] kepemimpinan varpg kendusif;
4] pembenutan struktur orpanisasi yang sesnai dengan
kebratahan;
3] pendelegasisn wewenang dan tanggung jawab yvang tepat;
€] penvusunan can penerapen kebijakan vang sehat tentang
pembinaan sumber dayva manusia;
7} perwujudcn perar aparat pergawasan :ntern pemerintah
yang efektif; dan
%) hubungan xerja vang balk denpan Instansi Pemerintsh
terkait.
b. Penilaian Resiko
Pimpinan Insiansi Pemermtah wajib melalukan penilaian
risiko vang terdiri atas:
1) identifilcz=i riziko
2] analisiz nsiko
Dalam rangka penilaman risiko, Pmpinen lostansi Pemenntah
meretapkan ;
1} tajuan Instans=i Permerintah; dun
2] tajuan pada tinogkatan kegiatan,
Penlaian nsike pada Perangkat Daeran diatur dalam Peraturan
Bupati Nomor 17 Tahun 2018 ientang Penilalian ririzo pada
Peranpgkar Daerah.




v. Kegiatan Pengendalian;
Pimpinan Instansi Pemerintah  wajib menyelenggaralean
kegiatan pengendalian scsuai dengan ukuran, kompleks:tas,
dan silal dari tugss dan furgsi Instarsi Pemerintah yang
bersanghkutan.
Penyelengzaraar  kegiatan  pengendalian scbagaimana
dimaksud pade sckurangkuranpnye memilki karalkteristik
sebagal berilkut:
1] kegiatan pengendalian diutamekan pada kegiatan polol:
[mstanai Pemeriniah;
3] kegiatan pengendalian harus  dikaitkan dengan proses
neniaiar risiko;
3) zegiatan pengendalien vang dipilih disesuaitan dangan
sifat khusus Instansi Pemerintah;
zebijakan dan srosedur haras ditetapkan secara tertulis;
prosedur yang telah ditetapx<an herus dilaksanaken sesuai
yang ditetapkan secara tertulis; dan
gegiatan pengendalian dievaluasi secsra teratur antule
memastikan bahwa xegiatan terscbut masih sesual dan
berfungsi sepetti yang ciharapkan.
Kegiatan pengendalien terdir atas :
1} reviu atas kinerja Instans: Pemerintah yang bersangloatar;
3} pembinaan sumber dayva manasia:
3} pengendalian alas pengelolaan sisiem informasi;
4) pengendaliar fisik ates aset,
5] penetapan dan review aras indikator dan ukurankinerjz;
&) pemischan fungsi;
7] uvlorisasl atas ransaksi dan kejadian yang penting;
B] pencatatan vang akurat dan tepat wakiu atas iransaksi dan
zejadian:
9] oembatozon nkses atas sumber deya can pencatatannya;
10] akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatsnnyva;
dan
11} deleumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern
scrta transakasi dan Kojadian penting.
d. Informasi dan Komunikasi
Pimpinan Instansi Pemerintah wajih mengidentifikasi,
mencatat, dan mengkomunigasikan informasi dalam bentul
dan waktu yang repat.
Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efelktif pimpinan
Instansi Pemerintah harus sekurangz - kurangnva :
1] Menyediakan dan memanfmatkan berbazai bentuk den
sarand komunikasi;
2] Mengelola, mengembangksn, dan memperbari sistem
informasi secara terus menerus,

L

5

o
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€. Pemanluuan dan Pengendalian Intern
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melalukan pemantauan
Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendelian
Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan,
evaluasi terpisah, dan tindak lanfut rekomendasi hasil audit dan
revii lannya. Pemantaian berkelanjutan diselenggarakan
melalu. kegiatan pengelolaar rutin, supervisi, pembandingan,
rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam Delaksanaan
Tugas.
Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri,
reviu, dan pengujian efclktivitas Sisiemn Pengendalian Intern,
Dvaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasen
intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Pvaluasi
tersisah dapat dilakuikan dengan mengpunalkean daftar uji
pengendalizn intern,
Tindak lanjut sckomendasi hasil audit dan revin lainnva
sebagaimana aarus segera diselesaikan dan dilaxssnalkas sesiai
dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil aucit dan
reviul lainnya yang ditetapkan.

3. Pencapaiarn  Tujuan  untuk  menila] pencapaian  hasil
penyelenggaraan SPIP, vang terdiri dari efeletivitas dan efisiersi
Pencapaiarn tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan,
pengamansn aset negara, dan ketaaten terhadap peraturan
perundang-undangan.

Pembinaan dan penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BEKP,
mealipnti:
Pemyusunan pedoman teknis penyslengparaan SFIF;
Sosialisasi SPIP
Pendidikan dan pelatihan SPIP
Pembimbingan dan lcongultensi SPIM; dan
Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern
pemeriatah,

Ul A L b

Untuk memeperkuat dan  menunjeng  efektvitas  Sistem
Fengawasan Intern, dilakuakan:
1. Pengawasan intern alas penyelengzaraan tugas dar fungsi Instansi
Pemerintah termasuk akuntabilitas kevangan daerah
2. Pembinaan penyeenggaraa SPP.

Pengawasan  intern  Pemerintzah  dilakukan olsh  Aparat
Pengawasan Intern Permerintah [APIP) melalui:

1. Audii;

2. Beviu;

3. Ewvaluasi;

4. Pemantauan; dan

9. Kegiatan pengawasan lainnya,
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Sciclal melaksanakan fUgas pengawasan, gparat penpaweasan

intern pemerintah wajib membuat Leporan Hasil Pengawasan dan
menyvampaikannye kepada pimpinan Instansi Percerintah. Lebib lanjur
terkaic LHP telah diatur dalam Peraturan Pemerintan Nomor 12 Tahun
2017 tenlang Pembiraan dan Pengawasan Penyelenggaraar. Pemerinteh
Daerah, sebagai berikut:

|

Hasill pengawasan nlelh ABRIP dituangltan dalam bentuk Laporan
Hasil Pengawssen dan disampeikan kepada kepala Peranglat
Dacrah/urit  kerja masing-masing sesuai dengan  ketentian
peraturan serundang-undangan.

Laporan Hasil Pengzwasan bersifat rahosia, tidak bolch dibuka
kepada publidk, dan ticak boleh dibe-ikan kepada publik kecusli
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundeng-
undangan.
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BAB VIO
STANDAR HONORARIUM/UPAH, ONGKOS

A. SATUAN EIAVA HONORARIUM

Satuan  biaya honorarium yang diberikan  dalam

rangka

pelaksanaan tugas, meliputi:
1. Honorarium Penangpungjawab Pengelola HKecuangan.

Honorarium penanggungjawal pengelola Keuangan, diberikan
kepada:

d.

i,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerab (FPEDY / Pengpunen
Anggaran (PA atan Kuasa Pengpuna Anpearan [KPA);

Pejabat Pelalisane Teknis Kegiatan (FFTE);

Pejabal Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Peranglkat
Daszrah [PPX SKFPD);

Bendal.ara Pengeluaran atau Bendshara Penerimaan;

Bendahara Pengeluaran Perrbantu atau Bencdahara Penerimean
FPombanly;

Henorarium penanggaagiawsh pergelola keuangan pada setap
samuan Lkerja, diberikan berdasarken besaran pagu yang dikelua
penanggungjawab pengeluls keuangan untuk setiap Dokumen
Pelaksanaan Anggaran [DPA), dengaa ketentuan sebagai berikut:

a.

Pengguna Anggaran dimaksud adelah kenala arganisasi
perangka: dasrah yaitu Sekretsrie Daerah, Inspekiur, Kepaa
Dadan, RKepala Dinas, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja, Camat dan Kepala Pelaksena BRPED,

Honorarium PA tidak dapat diterilcan apabila ada pendelegasian
kewenangan kepada KPA,

Kepada pernangsungjawab pengelola keuangan yang meongeloa
lebik dari 1 (satu] DPA dapat diberikan honorarium dimalksud
sesudi dengan jumleh DPA yvang dikelola deagar besaran
didasarksn alas papgu dana vang dikelola nade masing-masing
DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-
masing DPA. Apakbila Pejabat Mengelola Keuangan Dacrah [PPED)
/ Pengpuna Angparan (PA) telah menguasakan sebagian stau
seluralk kewenanpgannnya kepada Kuasa Pengguns Anggaran
(XFA), nonorsrinm dzpat diberikan hanys kepada salaly sata
sebagal penangpungjawab pengelola kcuangan.

Untuk membantu FPTK dalam pelaksaraan admirnistrasi bzlana
pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat meaunjuk bendzskara
rengeluaran  pembantu. 3esaran  acnorariura  bendahara
pengeluaran pembantu atau bendahara peneriman:: pembaniu
diberikan mengacu pada honerarium PPK-SKPD zeszuai dengan
pagu belanja pegawal vang dikeslolanya.




Retentaan jumlah PPX-3KPD diatur sebagai berilut:

Jumlah PPK-SKPD yvang memhantu EBA:

a) KPA yang merangkap sebagei IPTK dan Lanpa dibantu
oleh PITK lainnya, umlah PPK-SKP) paling banyak 6

E;

{enam] orang
pembantu; dar

termasuk

bendalara

pengeluaran

KPA yang dibantu oleh PPTE, ;umlah PPX-3EPD paling

banyal 3 (tizga) vreng termasuk bendahara pengehiaran

Ppembantu,

Jumlah keseluruhan PPK-SKPD yang membantu PPTK
calam 1 [satu) KPA tidalk melebihi 2 (dua) kali deri jumlah

PPTK.

Jumlah PPK-SKPL untuk PETK vang dizabungkan dia=u-

sebagai berikut:
a

bl

pagu vang dikelola PPK-SKPD,

Jumlah PPK-SKPD tidzl: boleh melampaui jumlah FPK-
SKPD sebelum penggabungan; dan
| Besaran honorarum PPK-SKPD didasarkan pade jumlah

.. Dalam hal bendaharz pengeluaran telah diberilan tunjangan

furgsional bendahars, yang bersengkutar ldak diberikan
honorarivim dimaksad.

TAEEL

1

HONORARIUM PENANGGUNGJAWAE PENGELOLA HEEUANGAN

SATUAN

KODE URAIAN BESARAN HET
| HONORARIUM PENANGGUNG
1, JAWAE FENGELOLA
HEUANGAN
Pajabat Penge.ola Keuaupan
i Daerah [FPXD) / Pengganar.
il Anggaran (PA] atau Kuase
Peagmuna Angearan (KPA)
5.1.01.03.07. £. Nilai pagu dana s.d, CE | Rp1.340.003
ouo? Rpl00 Juta 5 .
S.1.01.05.07. b, Nilai pagu dana di atas OB Rp1.250,000
0001 RplCO Juta a.d. Rp250 Jute :
» : m diat Henorarium
it W pd&g’Ru Sa;: 0| ©oB | Rp1.450.000 | Pa udak capat
000 | - _xt:lgl.ﬂ Jut.? E.!. . Ko 11 ?: . bertia
8.1.01.03.07. . Nilai p‘agu d;ma ci atan B Rpl.560.000 arabil ada
0001 RpoC0 Jula s.d. Rpl Miliar .
T ; — 1 pendelcgaasian
8.1.01.03.07. £, ._.Nllﬂl pagu d_ana. dl jatas OB Rp1.970.000 | kewenangan
0C01 Rpl Miliar s.d. Ep2,5 Miliar kepada KPA
i T o
£.1.01.02.07. f Milad p:::,gu dsr_nn._c-l aiss ap Rp2.280.000
ool piE,5 Miliar s.d. F._pS Miliar
H.1.01.03.07. g. Nilai pagu danal ﬂ! zias . *p2.590.000
DOa1 2po Miliar s.d, RplO Miliar |
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BE KODE URAIAN SATUAN| BESARAN KET
81010307, h. Nilsi pagu dana distas | - | : :
0col Rpl0 Miiar s.d, Kp2S Miliar P2 10.000
8.1.01.03.07. i, Milai pagu dana di atas ¢
0001 Rp25 Miiar £.d Rp50 Miliar 9B | Rp3.420.000
8.1.01.03.C7. J-  Nilai pagu dana di atas
| ooo! Rp50 Milia- s.d. Rp75 Miliar R i
8.1.01.03.C7. k. Nilai pagu dana di atas
0001 Rp75 Miliar s.d Rpl100 Miliar | = | RP%:250.000
9.1.01.03.07 L Nilal pagu duna di ates
601 " | RpLOO Miliar s.d. Rp250 OB | Rp4.770.000
Miliar
8.1.01.03.07, e A LD ekl S
St RE250 Miliar s.d. RpS00 OB | RpS.290.002
Miliar
8.1.61.05.00 n. Nilai pagu danz di atas
s " | RpB00 Miliar s.d. RE750 OB | Re5.210.000
hiliar
8.1.01.03.07. 0. Nilai pagu dana di atas s
0001 Rp750 Miliars.d. Rpl Trilun | O- | RF6:330.000
8.1.01.03.07. . Nilal sagu dana di atss :
1.9 Fejabat Peleksana Teknis
2 Kegiatan [PPTH)
2.1.01.03.07. &, Milad paga dana a.d. )
| |ooom Rp 100 Juta 29 | R
8.1.01.03.07. b. Nilai paru dana di atas . 3
0001 | Rp100.Tuta s d. Rp250 Juts G RS R0
8.1.01.03.07, o, Nilal pagu dana di ales on Rl 410,500
Quo | KE250 Juta s.d. Rp500 Juta pr e
8.1.01.03.07. d. Nilai papu dana di ates ,
001 RES00 Juta s.d. Rpl  Miliar OB | RelSia.000
8.1.01.03.07. e. Milai pagu dana ¢i atas
=] 1, @0 O]
0001 Rpl Miliar s.d. Rp2,5 Miliar e | Tt
B.1.01.0%.07. f.  T™ilai pag dana di ata= ; e
-] ! ar
aool Rp2,5 Miliar s.d RpE Miliar il B o
B.1.01.03.07. g, Nilai pagua dana ci atas
OB | Rp2.520.000
| pool RpS Miliar s.d. Rp1C_Miliar s
8.1.01.02.07. h. Nilai pagu dans di atas _ .
2090 (V0
0001 RpLO Miliar s.d. Rp25 Milar M || el
8.1.01.03.07. i.  DNilai pagu dana di atss
nool Rp25 Miliar s.d RpS0 Miliar OB | Bdssamy
8.1.01.03.07. J»  DNilal pagu dana di ates :
00Ol RES0 Miliar s.d Rpvs Miliar o Rﬂ'?gc'ﬂm_ |
8.1.01.03.07. k. Tilai pagu dana di atas
0001 Rp75 Milia- sd Rpl00 Miiar | i B Gl




Miliar

NO KODE URAIAN SATUAN| BESARAN |  XET
Bt ke 1. Mm pagu dan:a di atas ‘
dooi Rpl00 Miliar s.d. Rp250 OB Rp<4.630.000

Milia:
2.1.01.03.07. m. Nﬂm pagu dena di atas
0001 Rp250 Miliar = 4. RpSG0O (e)= Rp&,120.000
; Miliar
'8.1.01.03.07. a. Mial pagu dana di atas
iy RpS00 Miliar s.d. Rp750 OB | Rp5.646.000
Miliar
B.1.01.03.07. .  Nilai pagu dana i atas oR & ;
0001 Rp750 Miliar s.d. Rpl Triliun HER 140900
8.1.01.03.07. p. Nilai pagu dana di ates
000: Rpl Triliun OB | Rg7.140.000
Pe abat Penalausahaan
1.3. Keuangar Satuan Kerja
Perangkat Daerah [PPK SKP0D)
8.1.01.05.07. 8. Nilsi pagu dana a.d
0ool Rplo0 Juta &8 FoAREAHO
B.1.01.08.07. B, DNilai pagu dana di atas OB iR A
0c01 Rpl00 Juta s.d. Rp25Q Juta i
8.1.01.08.07. o T gy oaandl
0601 ates Rp2I0 Juta =.d, Rp300 9] Eps73.000
Juta
8.1.01.03.07. d. Nilai papu dana di stas
] i
nan | RpS500 Juta s.d. Rel Miliar e Epb5,000
8.1.01.03.07. . “dlzu pagy dana di
0001 atas Rpl Miiar =.d. ®p2,5 OB Bp¥70.000
Miliar
01,0307, . HNilai ana Jdi &l
& 03.07 £ Nilai pagu dmmrdf elus A Rp880.000
0001 Rpd,5 Milar sd. Hp5 Miliar _
8.1.01.03.07, g Nilai pagu danz di atas | -
p980.000
6001 RpS Miliar s.d. Rp10 Miliar e RS04
b. Hlai pagu dana di
E.1.01.03.07.
S 0307 | atas Rp10 Miliar 5.d. Rp2s OB  Rpl.250.000
Miliar
11.03.07, i Hila i 5
B.1.01.02.07 i _ ilai paga dana fJ-.'l-EltE."i OR Rpl 520,000
2001 Ep25 Miliar s.d. Rp30 Miliar
| 8.1.01.08.07. i. Nilai pagu dana di atas .
.T80.000
1001 Rp30 Miliar s.d. Rp75 Miliar E8 | Fpidan
2.1.01.33.07. k. Nilal pagu dana di atas
: o Rp2.040.000
001 Rp75 Miliar s.d. Rp100 Miliar A e
8.1.01.03.07. 5 Nﬂa‘ FhE dﬂ,m‘, S T
s Rplo0 Milier s.¢. Rp252 OR Rp2.410.000
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Miliar

| No KODE URAIAN SATUAN| BESARAN KET
8.1.01.03.07, m. Nialpagu dara di atas
6001 Rp250 Miliar a.d. Rp500 OB Rp2.630.000
Milia=
R 1.01.03.07 n. Nilalpagu dara diatas
e Rp500 Miliar s.d. Rp730 OB | Rp3230.000
NMiliar
21.01.03,07, 0. Nilai pagu dana di atas
0001 Rp750 Miliarsd. Rpl Teiliun | oo | Rp8.620.0C0
8.1.01.05.07, p. Nilai pagu: dana di atas
poo1 Rp1 Triliun NB. || Betade o
| 4 Bendehs-a Pengeluaran atau
: Hendahara Penerimaar
8:1.01.03.07. a. Nilai pagu dana s.d.
0001 Rp100 Juta n Rpans,Dan
8.1.01.03,07. . HNilai pagu dana di atas
OB 420,
0uul Rpl00 Juta s.d. Rp250 Juta AR 0
8.1.01.03.07, €. Nilai pagu dana di
0001 atag Rp250 Jute s.d. RpS0C OB RP3CO.200
Juta
8.1.01.03.C7. d. Nilai pagu dana di atas o
» 0001 Rp500 Juta =d. Rpl Milia- s e
c. Mial pegu daca il
.1.01.03.C7.
ﬁﬂﬂll alas Rpl Mular s.d. Rp2.5 QB Rph70.300
% Miliar
8.1.01.03.07, f.  Milai pagu dana di atas X
0001 Rp2,5 Milia- s.d, Rps Miliar 8 AP0
8.1.01.03.07. g . I"JJJ.;u. oagu dana .d.l atas i Sl
0oo1 ] REp5 Miliars.d. Rpl0 Liliar S
8.1.01.03.C7. k. -I.'I-l].ﬂ.'l pagu dana {'h atas AE Rp1.090.300
0001 Kpl0 Miliar s.d. Rp25 Mihar
8.1.01.03.C7. i .vaT_ﬂal pagu dana d.l.:ms - Rp!.320.300
0001 Hp2S5 Miiar e.d, Eps0 Miliar
a:1.01.03:.07, X Milai pagu danea di aras x -
OB Rpl.550.200
0a0] Rp50 Miiar s.d. Rp75 Miliar gzl
8.1.01.03.07. Ir. _N.llm pagu dansa dII-HII i o8 Rp1.780.000
0001 Rp75 Miiars.d BplO0 Miliar
AN L Nilai pagu dana di atas
777 | Rpl00 Miliar s.d. Rp250 QB Rp2.120.200
0001 :
S Wlizr
. Nilai pegu duns di aias
BLOLOMT. | npan0 Miliars.d. Ro500 o8 | Rp2.470.000
0oL ; =
Miliar |
? e, Milai pagua dana di aras |
E“;ﬂ"?l'm‘n?' Rp500 Miliar s.d. Rp?750 OB | Rp2.510.000
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KODE

m URAIAN SATUAN EESARAN KET
H.1.01.05.07, 0.  Milai papu dana di stas
0001 Rp750 Miliars.d. Rpl Triiun | OO | R03.160.000
8.1.21.03.07. P. HNilai papu dana df atas
B Q001 Rpl Iriliun 8] Rp3.840.000
Bendahara Pengeluaran
15 pernbantu stou Bencahaza
Penerimaan pembantu
8.1.01.03.07, a. [Niai pagu dana s.d.
0001 Rp100 Jita 8 Rp260.0C0
8.1.01.08.07. b. MNilai 1dana & wles
o e R oB Rp310.000
Q001 RE1O00 Juta s.d. Rp230 Juta
8.1.01.03.07. ¢. Nilai pagu dana di
b atas Rp250.Juta s.d. Rp500 (= Re370.000
Juto
8.1.01.03.07, d, Nilai sagu dana di ates on Ru430
000: RpS00 Juta s.d. Rpl Miliar R
. Nl : i
&.1.01,03.07, B POM B Sevim Al
000 atna Rpl Miliar s.d. Rp2,5 OB RpZ00.000
; Miliar :
8.1.01.03.07. f.  Nilai »azu dana di atas _ g
000: Rp2,5 Miliar s.d. Rp5 Miliar e RRataOd |
8.1.01.03.07. g Dilel pagu dana di atas ;
R S40.000
0001 Rpd Miliar 5.d. RplU Miliar i
&8.1.01.05.07. h, ilai sagu dana di at:
. ] HUBLpERUdans coutel ] o Rp310.000
000t 2pl0 Miliar &.d. Bp35 Miliar |
8.1.01.05.07. i Nilai 1 dana ci atas :
i e Ly )= Rnd80. 000
s 0001 Rp28 Miliar s.d. Rp50 Miliar
&.1.01.03.07. J M™ilai WAL dana F1 atas j
CB Rpl.150.000
0001 Rp5C Miliar s.d. Rp75 Miliar E ;
S.Li._‘.ll.D.:..D;. k. ‘["I.]lEI.l pazu dan1a, ;l_gtas on R:1.380.000 |
it 000 Rp7E Miliar s.d. Rpl0C Miliar =
. HNilai pagu dana di atus
8.1.01.03.07. i 2 S :
- Rpl00 Millar s.d. Rp230 OB REl.580.000
000 e
Miliar i
m. Milai nagu dana di atas
&.1.01.053.07. g = ;
I Rp280 Miliar s.d. RpSC0 cD Rel.840.000
000 A
Miliar
5.1.01.03.07. n Hllm. Jagw dana di & :
: EpSO0 Miliar s.d. Rp750 CE Rp2. 290,000
000! s
Miliar
H5.1.01.05.07. "c-. P‘-ﬂE_l paga dana LT]JE[EF. on Rp2.350.000
00o! Rp780 Miliar s.d. Rpl Triliun
S . Mo o
1010307 p.  HWilai pagu dana di atss cB Rp2.260.000

000

| Rpl Triliun
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2. Henorarium  Pengelolaan

Pelaporan Keuangan Daerah Pada 8

Dan Penatausahaan Anggaran,

TABEL 2

KPKD.

HONORARIUM PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAANANGGARAN

FELAPORAN KETIANGAN DAERAH PADA SKPKD

NO HODE URATAN SATUAN | BESARAN KETERANGAN
HONORARIUM
FENGELOLAAN DAN
PENATAUSAHAAN
2 ANGGARAN,
PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH
PADA SKPKD
Pejnbat Penatausahaan Honorerium BUD
Keuangan Dasrah tidak bisa
£ [PFKD), BUD, KUASA diberikar. apehila
BUD, SUUPERVISCR, telat:
VERIFIKATOR dan menguasakan
OPERATOR __ fungsinya selaku
&.1,01.03.07 | b BUD / KUASA N—— BUD kepada
0001 BUD i OB  |Rp3.250.000| p o or
2. Honorarlum Penatausahaan Barang Daerah Pada SKPD,
TABEL 3
HONURARIUM PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH PADA SKPD
NO KODE URAIAN | SATUAN BESARAN
HONORARIUM FPENATAUSAHAAN BARANG
1 | DAERAH PADA SKPD YANG
: | MENGHASILKAN PENDAPATAN DAN TIDAK
MENGIIASILKAN PENDAPATAN
1.1 _| Pejabet Penstausahaan Pergpuna Barang
£.1.01.03.08.0001 a.  Kategori Kecil (Kurang dari 2 M-lyar| 0B Ep325.000 |
== £2.1.01.03.08.0001 b. Kategori Sedang |2 s/c 10 Milvar] 0B o400, 300
£.1.01.03.08.0001  c. Kategori Besar (Ledih dari 10 Milyas) | DB Rp450.000
1ol | Pengurus Barang Pengguna
8.1.01.03.08.0001 | a.  Kategori Kecil [Kurang dari 2 Milvar DB Ep200.000
8.1.01.05.08.0001 b. Kategori Sedang (2 s/d 10 Milyar| B Ep4C0.000
4.1.01.03.08.0001 c. Kategori Besar (Lebib dan 10 Milvar) OB Epd 50000
1:3. Pembentu Pensurus Barsng Penppruna
| 8.1.01.03.08.0001 a. Katepori Kecil [Kurang dari 2 Milyar OB Rpldal.00o
¥.1.01.03.08.0001 b.  Kategori Sedang( 2 s/d 10 Milyar| OB Rp330.000
8.1.01.03.08.0001 c. Katepor Besar (Lebih dari 10 Milvar) OB Ep400.000
1.4. Pengurus Barang Fembantu
8.1.01.03.08.0001 2. Katepori Kecll [Kurang dari 2 Milyar] OB Rp200.000




= 1=

8.1.01.03.08.0001 b. Kategon Sedang (2 s/d 10 Milvar)

OB

Rp350.000 |

5.1.01.03.08 0001 ¢ Kategnri 3esar (Lebih dari 10 Milyar)

OB

| Rp300.000 |

4. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

Henoratium Pengadaan Barang/ Jasa diberikan kepada :

. Honorarium Pejaba. Pengadaan Bareng/ Jasa

Honoreriam diberikan lkepada pejabat pengadaan barang/jasa
untuk melaksanakan pemiliban penyedia barang/jasa sesuai
deigan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Henorarium Kelompok Kerja Pemilihan Penpadaan Barang/Jasa

Honcrarium  diberikan  kepada lkelompok  kerja  penilinhan

pengadaen barsng/asa untuk melaksanskan pemilinan

penyedia  barang/jasa sesual dengan ketsntuan peraturen
perundang-undangan,
t. Hongrarium Pengmina Anggaran

Honorarium ciberilkan kepada pengguna arnggaran dalam hal;

1. Menectapkan penyedia untult pazet pengadaan barang,
konstruksi, atau jass lainnva sesuai dengan ketentiian
peraturan perundang-undangan; atau

2. Menetapkan penyedia untuk  paket pengadaan  asa
konsiultas: sesual dengan keteatuan peraturan perundang-
undangan,

Dalam hel pejabat pengadasn barano fjaza dan kelompok keria

pemilihan penpadaan barang/jesa tclak menerima tunjangan

pengelola peogadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium
cimaksud.
TABEL 4
HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA
NO KODE URAIAN SATUAN BESARAN
3 HONORARIUM PENGADAAN
; BARANG/JASA
1.1. |8.1.01.03.07.0002 :;':E;g:;;‘”dm“ TEREaGEEn 0B Rp&S80.000
Henorarium Kelompok Kerja
1.2 Pemilihan Penpadaan
Barang / Jasa :
Henerarium Kelompok Kerja
Tl Pemilihan Penpadaan
Barang/Jasa (Konatrulsi) T
a. Milai papgu pengadaan
8.1.01.03.07.C002 | diatas Rp200 Juta s.d. Rp500 oF Rp&50.000
| LJuara

- | = Nilai pegu pengadaan g

8.1.01.03.07.C002 diztas Rp500 Juta s.d, Rpl Miliar Op Rpl.020.000
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NO |

HODE

URAIAN

SATUAN

BEEARAN

8.1.01.03.07.00073

g, Nilai Pagu pengadaan
diatas Rpl Miliar s.1. Rp2,5
Miliar

8.1.01.03.07.0002

8.1.01.03.07.0002

LI

d. Nilai pagu pengacaan
ciatas Rp2,5 Milizr g.d. Rps
Miliar

£.1.01.03.07.0002

OF

Rpl.270.000

Rpl.:20.000

€. Nilai pagu pengadaan
diatas Rp5 Miliar s.d. Rp10 Miiar

Rpl.780.000

i Nilai pagu pengadaan
diatas RplC Milar s.d, EpZ5
hillar

8.1.01.03.07.0002

OP

Rp2..20.000

g2, Nilai pagu pengadasn
diatas Rp25 Miliar & .d. Rp50
Milior

OF

Rp2.450.000

5.1.01.03.07.0002

8.1.01.03.07.0002

h, Nilai pagu pengadaan
diatas Rp50 Miliar s.d. Rp75
Miliar

oF

EpZ.790.000

i Nilai pagu pengadaan
diatas Rp73 Miliar s.d. Rp100
Miliar

or

£.1.01.02.07.0002

8.1.01.03.07.0002

J Nilai nagu pengadaan
diatas Rpl0D Miliar s.d. Rp250

Miliar

Rpd 130,000

OF

Rp3.580.000

k. Nilai pagn pengadaan
diatas Rp250 Miliar s.c. RpS00
Miliar

ar

8.1.01.03.07.0002

1. Nilai pagu pengadaan
diatas Rp500 Miliar s.d. Rp750
Miliar

8.1.01.03.07.0002

OF

Rp4.030.000

Rp<.4490.000

I, Nilei pagu pengadaan
diatas Rp730 Miliar s.d. Rp]
Trilitin

OF

Rp4.940.000

8.1.01.03.07.0002

n. Nilei pagu pengadaan

diatas Rpl Triliun

1208,

OF

Rp5.560.000

Honorarium Kelormpok Kerja
Femilihan Pengadaan
Baraug/Jasa untuk Pengadaan
Barang (Nonkonstruksi)

2.1.01.03.07.0002

A. Nilai pagu pengal:-iaan
diatas Rp2C0 Juta s.d. Rp500
Juta

8.1.01.03.07,0002

_diatas Rp500 Juta a.d, Ap. Miliar

b. Nilai papu pengadaan

(9] o

Rp7aU.000

OF

Rp920.000

8.2.01.03.07.0002 | ates

c. Nlal papu pengadaan
REpl Miliar s.d. Kp2,5 Miliar

ap

Rp1,1'1U.UDUJ




o

NO

| KODE

URAIAN

&.1.01.03.07.0002

SATUAN

BESARAN

d. Nilai pagu pengadaan
diatas Rp3,5 Miliar s.d. RpS Miliar

5.1.01.03.07.0002

oP

Rpl.270.000

. ¢ Niai pagu pengadaan
diatas Rp3 Miliar s d. Rpl10 Miliar

Qp

8.1.01.03.07.0002

f. Nilai pagu pengadaan
diatas Rpl0 Milia: s.d. Rp25 Miliar

Rpl.600.0C0

Op

Rpl1.910.000

8.1.01.03.07.0002

5.1.0_.03.07.0002

g  Nilai pagu pengadaan

| diatas Rp25 Miliar s.d. Rp50 Miliar

oF

h.  Nilai pegu pengadaan
diatas Rp50 Miliar 5.d. Rp75 Miliar

6.1.01.03.07.0002

Rp2.210.000 |

Op

Rp2.520.000

: i. Nilai pagu pengadaar
diatas Rp75 Miliar s.d. :p100
Miliar

81.01.03.07.0002

j.  Nilai pagu pengadaan

diates Rpl0Q Miliar s,d, Rp2350

Miliar

ap

Rp2.820.000

OPp

Rp3.230.000

2.1.01.03.07.0002

k., DHNilai pagu pengadaan
diatas Rp230 Miliar s.d, Rp500
Miliar

8.1.01.03.07.0002

l.  Nilai papgu pengzsdaan
diates Rp500 Miliar e d. Rp750
Miliar

P

Ep3.640.000

3.1.01.03.07.0002

1.2.3.

m. Nilai pagu pengadaan
diatas Rp730 Miliar s d_ Rp1
Triliun

or

Rp+.040 000

)

Rp4.450.000

2.1.01.03.07.0002

n.  Nilai pagu pengadaan
diatas Rpl Triliun

or

Rp5.010.000

Honorarium Kelcmpok Kerja
Femilibasa Peagadaan
Harang/Jasza untug Jasa
konsultansi (Nonxzanstniksi)

8.1.01.03.07.0002

2.1.01.03.07.0002

a. Nilai pegu pengadaan
Jasa konsultznsi di atas Rpi00
Juta s.d. Rp250 Juta

P

b Nilai psgu pengadazn
jasa konsultansi di atas Rp250
Juta =.d. Rp300 Juta

2.1.01.03.07.0002

o Nilai pegu pengadasn
jasa konsultensi di atas Rp500
Juta s.d. Rpl Miliar

3.1.01.03.07.0002

8.1.01.03.07.0002

OP

Rp&80.000

Rp600.000

OF

Rp720.000 |

d. Nilai pagu pﬂngadaﬂn
jasa lkeonsultansi di atas Rpl Miliar

| =.d. Rp3.5 Miliar

oP

& Nilai pegu pengadaan
jasa konsultans: di atas Kpi, o

Miliar s.d. RpS Miliar

Op

RpG10 000

Rp1.090.000 |
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no

HODE

URAIAN

8.1.01.03.07.00072

SATUAN

EESARAN

f Nilai pagu pengadaan
jass konsultansi di atas Rpb Miliar
s.d. Rpl0 Miliar

Ge

Rpl.270.000

€.1.01.03.07.0002

o Nilai pagu pengadaan
jasa konsultansi di atas Rp10
Miliar =.d. 3925 Miliar

8.1.01.03.07.0002 |

op

L, Nilai pagu pengadaan
Jasa konsultansi di atas Rp25
Miliar s.4. RpS0 Miliar

8.1.01.03.07.0002

L Nilai pagu pengadausn
Jasa konsultansi di atas Bpso
Miliar s.d. Rp75 Miliar

E.1.01.0307.0002

Rpl.510.000

]

Epl.750.000

oP

55 Nilai paga pengacaan
jaza konsultansi di atas Rp735
Mdiar s.d. Rpl120 Miliar

8.1.01.03.07.0002

Rpl.880.000

oF

k, Nilai pagu peagadaan
jasa konsultansi di atas Rpl00
Miliar s.d. Rp230 Miliar

8,1.01.03.07.0002

i Nilai pagu pengadaan
jasa konsultansi di atas Rp250
Miliar s.d. RpS00 Miliar

Rp2.230.000

op

Rp2.580.0C0

oP

5.1.0..03.07.0002

[8.1.01.03.07.0002

M. Nilai pagu pengadaan
jasa konsultansi di atas Rp500
Miliar 5.d. Rp750 Miliar

Rp2.880.000

a2

Rp3.200.000

n Nilai papu pengadaan
jasa kansultansi di atas KEp750
Miliar s.d4. Rpl Triliun

B 1.01.03.07.0002

o. Nilai pagu pengadaan
jasa konsultansi di atas Ep
Triliun

QP

aP

Rp3.522.000

Rp3.962.000

Honorarium Kzlompok Kerja
Pem:lihan Pengadaan
Borang/Jasa untuk Jasa Lainnya
[Nonkonstruks:)

8.1.01.03.07.0002

a. MNilai pagu pengacdaan
Jaza konaultansi di atas Rp200
Juta s.d. Rp5C0 Juta

8 1.01.03.07.0002

o2

Rp603.000

b. Milal pagn pengadasn
sasa konsultansi di atas Rp500
Juta s.d Bpl Milier

8.1.01.03.07.0002

C. Nilai pagu penga.ﬂéan
;asa konsultansi di atas Rpl Miliar
g.d. Bn2.5 Miliar

8.1.01.03.07.0002

d. Nilai pagn pengadaan
s konsultansi di atas Rp2,5
Miliar s.d, BpS Milar

QP

K720 000

op

Rp%10.000

op

Rpl.090.000
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RODE

I URAIAN

8.1.01.03.07.0002

& Nilai pagu penzarizan
jasa leonsultansi di alas Rps Miliar
s.d. Rp10 Miliar

8.1.01.03:.07.0002

SATUAN

BESARAN |

OF

f. Nilai pagu senpgadaan
jaza konsultansi di azas BplO
Miliar 5.4, Rp25 Milizai

QF

Rpl.270.000

Rpl.510.000

3.1.01.03.07.0002

g, Nilai pagu pengadaan
jasa konsultansi di asas Bp25
Miliar s.d. Rp50 Miliar

8.1.01.05.07.0032

ap

Rpl.750.000

1. Nilai pagu pengadaan
jasa konsultansi di atas RpS0

Miliar s.d. Rp75 Miliar

8.1.01.02.07.0002

QP

Rpl.990.000

L. Milai pag 9engadaﬂ.n;
jasa konsultansi di atas Rp7s
Miliar s.4. Rp10C Miliar

OF

2.1.01.03.07.0002

I Nilai pagu pengadaan
jasa konsultansi di atas RplC0
Miliar s.4. Rp250 Miliar

8.1,01.03.07.0002

OP

Rp2,.230.000

Rp2.560.000

k. Nilai pagu pengadzan
jasa konsultansi di atas Rp250
Miliar s.d. Rp500 Miliar

OP

£.1.01.03.07.000%

L. Hilai pagu pengadaan
jasa konsultansi di atas Rp500
Miliar s.d. Rp750 Miliar

8]

§.1.01.05.07.0002

1. Milai pagu pengadaan
Jasa korsulians=i di alas Rpy30

Miliar s.d. Rpl Triliun

OF

Rp2.380.000

Rpd.2c0.000

Rp3.520.000

8.1.01.03.07.0002

1.3,

T. Nilai papu pengadaan
josa lronsultansi di otos Rpl

Trilun

oF

223960 000

Honorarium Pengguna Angegaran /
Pejalbat Pembuat Komitmen

1.2:1.

Hororariuin Pengpunz Anggaran
/ Pejabat Pembuat Kamitmen
Pengadaan Barang/Jase
(Konstrubsi)

8.1.01.03.C7.0002

a. Nilei pagu pengeadaan di
azas Rpl00 Miliar 5.d. RpZ50
Miliar

8.1.01.03.07.0002

8.1.01.03.07.0002
|

b. Nilai pagu pergadaon di
atas Rp220 Miliar 5.d. RpS00
Miliar

i

oP

Kpd osl.0uu

Rp4 030.000

. MNilai pagn p;-ngada.-an di
atas Rp500 Miliar s.d. BEp7&C
Milieu

op

Rp4. 400,000
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NO

| HODE

URAIAN

£.1.01.03.07.0002

SATUAN

EESARAN

d. Nilai pagu penpadsan di

atas Ep750 Miliar a.d. Rpl Triliua |

opP

Rp4.840.000

1.3.2.

5.1.01.03.07.0002

€. Nilai pagu pengadaan di
atas Epl Triliun

onr

RpS.5€0.000

Honorarium Perpguna Anggaran
/ Pejabet Pembuat Komitmen
Pengadaan Berang [Non
Konstrulkesi)

| £.1.01.03.07.0002

a. Nilai pagu pengadaan di
atas EplOd Miliar s.d. Rp250
Muiliar

£.1.01.03.07.0002

or

Rp3.220.000

b. Nilai pagu pengadaan di
atas Rp250 Miliar s.d. Rp500
Miliar

op

8.1.01.03.07.0002

c. Nilal pagu pengadoan di

atas Rp500 Miliar s.d. Rp750
Miliar

OF

Rp3.640.000

Rp4.040.000

8.1.01.03.07.0002

d. Nial pagu peogadaan di

| atas Bp750 Miliar s.d. Eal Triliun

P

Rp4.450 000

8.1.01.03.07.0002

e, Nilai papu pengadaan di
ataz Epl Triliun

L)

2p5.010.000

1.3.3.

Honorarnium Penggune
Anggsren / Pejabat Pembual
Knmitmen Pengedaan Jasa [Non
Konstrulesi)

2.1.C1.05.C7.0002

a. Nilei pagu pengedaan jasa
konsultasi/jasa lannya diatas
Rp10 Miliar s.4. Ro25 Miliar

§.1.01.03.07.0002

oP

Rpl.5.0.000

b, Nilai pagu pergadaon josa
kansuliasi/ asa lainnya diates
Rp25 Miliar s.d. Rp30 Miliar

oOF

5.1.01.03.07.0002

c. Nilai pagu pengsdsan jasa
konsullasif jasa lainnya diatas
EpS0 Miliar s.d. Rp75 Miliar

8.1.01.03.07.0002

d. Nilai pagu pengadaan jasa
lonsultacsi /jasa lainnya diatas
Rp75 Miliar s.d, Rpl00 Milias

or

Rpl1 750.000 ‘

Rpl.990.000

oP

| .1,01.03.07.0002

e, Nilai pagu pengadaan jasa
konszultazi/jasa lainnya diatas
Rpl00 Miliar s.d. Rp250 Miliar

op

Rp2.23C. 000

Rp2.540.000

8.1.01.03.07.0002

1. MNila pagu pengadaan jasa
konsultasi/fjasa lainnya diatas
Rp250 Miliar = 4 Rp500 Miliar

Rp2.880.000

8.1.01.03.07.0002

g, Nilai pagu pengadoon jasa
konsultasi/fjasa leinnya diatas

| Rp5C0 Miliar s.d. Rp730 Miliar

CF

Kpd.200.C00
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| NO KODE : URAIAN SATUAN | BESARAN |
I k. HNilai pagu pengadaan jasa
8.1.01.03.07.0002 | konsultasi/jasa lainnya diatas OF Rp3.520.000
Ep750 Miliar s.d. Rpl Miliar
i, MNilai papu pengadaan jasa
‘ ‘ 3.1.01.03.07.0002 | konsultasi/jasa lainnya diatas COP Rp3.960.000 |
| Rpl Miliar

5. Honorarium Peranghkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jaea
(UKPBJ|.

Honorarium dikerikan kepada sparstur sipil negara vang diberi
tugas tambahan scbhagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat
keputasan pejabat yang berwenang

Dalam hal UKPEJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri
dan telah diperhitungkan dalam komponen tembahan penghasilan

sesual

dengan ketentuan peraoturan  perandang-undangsn,

perangkat UKFBJ tidak diberikan honorarium cdirmaksud,

TABEL 5
HONORARIUM PERANGEAT UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKFBJ)

KODE

URAIAN  BATUAN DESATLAN

HONORARIUM PERANGKAT UNIT

% KERJA PENGADAAN BARANG DAN
JASA (UKPDJ|
8.1.01.03.07.0003 | a. Kepaa OB | Rpl.000.000
21.07.03.07.0003 b, Sekretaris OB Rp750.000
8.1.01.03.07.0003 | c.  Etaf Pendulung ] | OB | Rp750.000 |

6. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia.

a. Honourarioum Narasumber atau Pembahaos

Honorarium narasumber aau pembabas diberikan kepada
psjahat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negars, dan pihals
lain wang memherikan informasi atau pengetahuan dalam
kepiatan seminar, rapet, sosialisas, dizerninasi, bimbingan
teknis, workshop, sarasehan, simpoesium, lokakarya, jecuts group
discussion, dan kegiatan ssjenis {tcak termnasuk untuk kegiatan
pendidilkan dan pelatihan).
Hunuracium narasurmmber atau pembahss capas  diberikzan
dergan ketentuan sebagai berilcut:
a. Satuan jam vang digunakan dalam pembenan honorarium
rarasumber azau pembahas adalak €0 (enam pulub) mentt,
baik dilakukan secara panel maupun individual.
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b. Narasumber atau pembahas berass] dari :

1] Luar satuan kerja perangkat dzerah penyslenggara atan
masyaralkat @ atau
2) Dalam Satuar Kerja Peraopkat Daecrah penyelengeara
sépanjang peseria yang menjad. sasaran utama <egiatan
beresel dari luar Satuan Kerja Peraagkst Daerah
penvelenggara dan/atau masgyaralkat,
¢. Dalam hal narasumber atau peinbabias lerszbut berasal deri
Satuen Kerja Perangket Daerah penyelenpgara, maka
diberikan honorarium sebesar 30% (lima puluh persen) dari
honorarium narasamber/pembahas.
b. Heonerariam Pembawa Acare
Honoreariam pembawa acara yeng dibenkan <epada aparatur
sipil negara den pihak lain yang ditunjuk clek pejabat vang
berwenang untuk melaksanalan tupgas memanda acara dzlam
kepglatan scminar, rapat kerja, sosialisasi, discminasi, workshop,
sAraschan, svmposium, lokakartya, dan Kepiatan sejenis yang
menguncang minimal menteri, kepela daerah/wakil zepala
daerah, dan/atan pimpinar /anzgata DPRD dan dihadis lintas
sasuan kera peranghkat dacrah dan/atau masyarakat.
¢. Honorarium Panitia
Henorarium panitia diberikan kepada Aparatur Sipil Negara
yang diheri tugas nlen pejabat yang berwenang sebagai panitia
atas pelakaanaan kegintan seminar, rapat kerja, sosialisasi,
diseminasi, workshop, sarasehan, simposiurn, lokakarya, dan
kegiatan sejenis sepanjang peserte yarg menjadi sasaran ulama
kegiatan herasal dari luar Sstuan Kerja Perangkat Daerah
pm}'gll:nggﬁu'a dah"’ﬂ!‘ﬁ.'ﬂ m&ﬂj’ﬂi&kﬂ_‘;.

Dalam hal pelaksanasn kepiatan seminar, rapat Xerja, scsialisasi,
disemninasi, wworkshop, serasehan, simpesium, lokalarya, dan
kegialan sejeris memerlukan tambahan paritin yaig berasal dar
nor. Aparatur Sipil Negara harus dilekukan secara selektif deagan
mempertimbangkan urgensi, dengan hesaran honararium mengacu
pada besuran honorarium untuk anggosa panitia.

Untuk jumlah peserta 40 ([empa: pu'ith) orang atau lebih, urnlah
panitia yaug dapat diberikan honorarium malesimal 10% (gepuluh
persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbanglean efisicns
dan efektivitas. Scdargkan untuk jumlah peserta kurang darl <0
(empat puluh) erang, jumlah panilia yang dapat diberikan
honorarivm paling banyak 4 (empat) orang,
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TABEL &

HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR,
PEMBAWA ACARA K DAN PANITIA

NO KODE URAIAN | SATUAN | BESARAN
HONORARIUM NARASUMEER
| | PEMBAHAS /
* MODERATOR /PEMEAWA
ACARA /PANITIA
1.1 Hrenorarhim
: Naresumber/Pembahas
a. Menteri/Pejabat
81.02.02.01.0003 Setingkat Menteri/Pe abar QJ Rpl.700.000
Negarz Lainnys
b.Kepala Daerah /Pejobat
Selinglkal Kepala
8.1.02.02.01.0003 Daer:h,"PejaEat e O Rp1.400.000
Lainnya vang disstaraican
8.1.02.02.0-.0003 | . ¢. Pejabat Egelon [/yang oJ Rp1.200.000
disetarakan
8.1.02.02.01.0003 | , 9-Pejabat Eselon ll/ yang oJ Rp1.000,000
A disezarakan
e. Pejabat Eselen 101 ke
8.1.02.02.01.0003 | bawg;_“,;mg R 0J RpS00.000
B.1.02.02.01.0003 [. Nerasumber Industri oJ Rpl00 000
2. Nargsumber dari Unsu o 20300000
pengusaha £
k1. Na.r:.—':;v.lumbﬂr Akreditasi ol REG00.030
* _ Rurnah sa<it
1.2 8.1.02.02.01.0002 | Honorarium Moderataor I OK Rp700.030
1.3 | 8.1.02.02,01.0003 | Honorarium Pembawa Acatd OK Rp400.00C
1.4 Honorarium Panitia
£,1.02.02.01.0003 a. Penanpgung jawab CK Rnad4 50 000
8.1.02,02.01.0003 b. Kstua/ Wakil Ketua CK Rp400.000
38 §.1.02.02.01.0003 ¢. Sekretaris 0K Rp3uL.0o0
£.1.02.02.01.0003 d. Anppora 0K Rp300.000
L P=tugas Acara / Danitia
§.1.02.02,01.0003 a. Uang Saku Xader KB Orang Rp50.000
{ b.Uang Salu Orang Rp13C.000
8.1.02.02.01.0C03 A,ﬂﬂptm_;iegerm
c. Bantuan Transpurl Crang / R32.00C.CO0
8.1.02.02.01.0003 | Tenaga Fasilitator DAK Bulan
Infrastruktur
d.Transport Marasuamber Crang / Bpls0. 000
8.1.02.02.01.0003 | .. .ne o o)
, e. Transport Tenaga Urzng |/ RaBE0.000
e 4 0l.o00a nendamping DAKNE Bulan




ol 224

8.1.02.€2.01.€003 f. Uang harian seserta Per Hari Rp25.000
g, Peserta Jrang / Rpa0.000
8.1.02.C2.01.Cco0 4
S Pelatihan /Magvaralat Hari
L. Biaya pengganti ridak Crang Rp430.000
8.1.02.C2.01.C003 | bekerja bagi akseptor
MOW /MOP
i. Biaya Alkomodasi Orang / Rp320.000
8.1.02.02.01.0
i b Penyvelenggara Pelatihan DAK Hari

7. Honorarium Tim Pelaksana Kepiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan,

.

Honorarium Tim Pela'<sana Kegiatan

Tim wvang Llkeanggetaannya berasal dari lintas satuan kerja
seranglkeat daesrah, pengaturan batasan jumlah ttm yang dapat
diberikan honorarium bag pejabat eselor 1, pejabat eselon I,
nejabat eselon I, pejebat eselor. IV, pelaksana, dan pejabat
fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang
dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan achagai berikut:

TABEL 7
PEJABAT ESELON DAN KLASIFIKASINYA

| KLASIFIKASI

NO JABATAN ; - -
1. | Peiabat Eselon | dan Esclon 1 2 3 4
2. | Pe'abar Eselon I 3 s 5
3 | Peiaba: Eselan 1V, pelaksana, dan pejabat - : s

‘ | fungsianal =

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumliah honorarivm
vang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai
herilout:

a.

{lasifikasi [ dengan kriteria pemerintah kabupatenyang telah
memberiken tambanhan penghasilen pada kelas jabatan
tertinggi lebin besar atau sama dengan Rp20.000.000 [dua
puluh Juta rupiah) per bulan.

Klasifikasi II deugan kriteria pemerintah kabupaten vang
telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabaran
tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 [enam
Juta rapich) perbulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua
puluh Juta rupiah) per bulan,

Klasificasi I dengan kriteria pemerintak kabupaten yang
relah memberikan tambahanpenghasiian pada kelzs jabalan
tertinggi lurang dari Bp5.000.000 (enam .Juta rupiah) per
bulan atau belum menerima tambahan senghasilan,
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Hanorarium Sekretariat Tim Pelalesana Kegiatan

Henorarium vang diberiken lkepada seseorang vang diberi tugas

melaksanakan kegiatan administratif untuk  menunjang

kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana

kegiatean merupakan bhagian tidsk cerpisahkan dari tim

pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk

menunjang tim pelalktsana kegiatan yang ditetapkan oleh

sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksane legiatan diatur schagai

berikul;

a. Faling banyak 10 (sepulub) orang untuk tim pelaksana
kegiatan vang ditetapkan aleh kepala daerah; atau

b. Faling banyak 7 (tujuh) crang untuk tim pelaksans kegiatan
vang ditetapkan oleh =ckretaris dacrah

Jdalarn hal tim pelaksana kegiatan telah terbentulk selama 3 (Liga)

rahun bertarat-turat, pemeriatah daerah provinsi, kabupaten,

atawr lenta melaloulean evalnesi terhadap vurgensi dan efektifitas

geberadean tim dimaksud uantuk dipertimbangikas menjadi

muzas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

TABEL 8
HONORARIUM TIM PELAHSANA HEGIATAN DAN
SEERETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO

KODE URAIAN SATUAN BESARKAN

£ 351 e

HONORARIUM TIM

PELAKSANA KEGIATAN
DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN

Honorarivtm Tim
FPelaksana Kegatan

1.1.1.

‘Honorarum Tim
Pelaksana Kegiatan Yang
ditetaplar aleh Xepala
Daerah

8.1.02.02.01.0C04 a. Pengarah OB j Rp1.500.C00 |

b. Penarggung

6.1.02.02.01.0004

Joawahb

OB Rp1.250.000

g,1.02,02.01.0004

c. HKetua

8.1.02.02.01.0004

d. Wakil K=tua

3.1.02.02.C1.0004

&, Eeliretaria

8.1.02.02.C1.Q00%

f. Angzoba

0B

Rpl.000.000

OB

Hp&sl.uiu

(BJE]

Rp750.000

1.1.2.

Honorarium Tim

Pelakesana Kegiatan Yang

Rp750.000
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ditetapkan oleh Sekretarie .
Dzerah
8.1.02.02.01.0004 4. Pengarah OB Rp750.000
b. DPenanggun
8.1.02.02,01.0004 | Jawab : OH Rp700.000
8.1.02.02.01.0004| ¢ Ketua op Rp650 000
2.1.02.02.01.0004 d.  Wakil Ketua OB 22600 000
8.1.02.02.01.0004 ¢, Schretazis oB Rp500.000
§.1.02,02.01.0004 i Arnggota OB Re500.000
! Honararium Seleretariat
Lo Tim Pelalzsana Kegintan ~
Honorarium Sekretariat
Tim Pela<sana
1.2.1 ; b
Kegiatan yang ditetaplean
Olzh Sekretaris Daerah
a. HKetua,Walal ¥
 8.1.02.02.01.0004 | Ketua ; i FRESROUY
82.1.072.02 01.0004 h.  Anggnta | oF | Rp220.00¢ |

g, Honorarium Pemberi Heterangan Ahli, Saksi Ahli, Beracara, Josa
Pengacara dan Biaya Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,

A

Honnrarium Pemberi Keterangan Ahl atau Saksi AhlL
Honorarium pemberi keterangan ahli atau salei ahli diberikan
kepada peabal negara, pejabat caerah, aparatur sipil negara,
dan pihak lain vang diberi tugas mwengaadiri dan memberikan
informasi atau keterangan srsusi dengan lkeahlian ci bidang
tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau
persidangen di pengadilan.

Dalam hal irstansi yang mengundang ataw memanggi] pemberi
keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan hoacrarium
dimaksud, instansi peoglim pemberi keterangan ahl: atan saxai
ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Homararium EBEeracara.

Honorarium beracara dikerikan kepada pejabar negara, pejahat
daerah, aparatur sipil negesa, dan pihak lan yang diberi tugaa
untuk beracara mewalkili instansi pemerintah dalam
persidangan pengaedilan sepanjang merupakan tugas tambahan
dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan
kkinerja atau tunjangan tambaharn,
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TABEL 9
HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI
DAN BERACARA
NO KODE URAIAN SATUAN | BESARAN |
HONORARIUM PEMEBERI
1. KETERANGAN AHLI/SAHSI
AHLI DAN BERACARA s
Honorarium Pemberi Keterangan d P .
1-1. | 81.02.02.01.0005 | Ahli/Salesi Ani g sdsdiliiad]
1.2. | £.1.02.02.01.0005 Hunorarium Beracara OK  Rp:1.500.000 |
9. Honorarium Penyuluban atau Pendampingan.
Honorarium peryvuluhan aisu pendampingan diberikken sebagai
pengeanti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang
diangkat untuk melalkukan penyuluhan berdaserkan surat
lkeputusarn pejabat vang berwenang. Dalam ha. ketentuar meagenai
upah minimuam di suatu wilayah lebik tingg daripada satuan biava
dalern Peraturan ini, satuan biaya inl dapal dilampaci dan mengacu
pada perasuran yang mengatur tentang upah minnum kebupaten
denzan ketentian:
a. Lulusan Selolsh LanJutan Tingkat Atas (SLTA) diberiksn sesuai
upali minimum kabupaten;
b. Lulusan DI/DII/DI0/Sarjana Terapan diber:kan palng banyvak
114% (seratus empat 3elas persen) dari upah minimum
kkabupater;
¢. Lulusen Sarjana (Sl diberikan paling banyak 124% (seratus dua
pulth empat persen) dari upah minimum kabupaten;
d. Lulusan Master (82) diberikan paling banvak 133% [seratus tigs
puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan
e, Lulusan Doktor (S3) diberikar. paling tanyak 130% [scratus lima
puluh persen) dari upan minimum kabupaten.
TAEEL 10
HUONORARIUM PENYULUHAN ATAU
PENDAMPINGAN
NO KODE URAIAN ~ | SATUAN  BESARAN |
: HONORARIUM PENYULUH
3 NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL =
1.1, $.1.02.02.01.0006 | SLTA oL Rp2.100.00C
2. | 8.1.02.02.01.0006 | DI/DIL/DIL/Sarjana Terapaan 0B Kp2.300.00C |
L3 £1.02.02.01.0006 | Sariana (S1) OB Rp2.600.000 |
1.4: 8.1.02.02.01.0006 | Maater [S$2) OB R2 AN 0000
8.1.C2.02.C1.0006 | Doktar |S3) o Rp3.00C.000 |
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1.6. 8.1.02.02.01.0006 | Honcrariun THL-I'BPP [ OB Rpl.200.000

1.7. Honcrarium Pendampingzan I OB Fpd 5[}.1)[-]';:]
8.1.020201 0006 Sekolah Lapang DAK NF

{1 : Honcrarium Pendampingan OB Rp330.000
$.1.02.02.01.00C06 | P2L. DAK NF

i3 Pendampingan Penetapsn palket Rp25.000.000
8.1.02.02.01.00C6 | Pum>un Galur Murni .

i 16, Pendampingan Penetapsan paket Rp35.000.000
5.1.02.02,01.00C6 | Rumpun Galur Murni |

111 8.1.02.02.01.0006 | Tim Teknis Spesifikasi Ternek | 07 Rp150.000 |

10. Honorarium Rohaniawan.
Honorarium  rohaniswan  diberikan kepada seseorang yang
ditugaskan cleh pe abar yarg berwenang sebagai rchaniawan dalam
pengambilan sumpah jabatan.

TABEL 11
HONORARIUM ROHANIAWAN

NO KODE f URAIAN SATUAN | BESARAN

1. |8.1.02.02.01.0007 HONORARIUM ROHANIAWAN oK Rp400.000 |

11. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Mazjalah,

Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website.

a. Honorzriam Tim Penyusunan Jurnsl
llonorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun
dan penertit jurnal berdasarkan surat keputusan pejajnat yang
berwenang, Unsur sekretanat adalsh pembantu  umum,
pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur
organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam me=nyusun
jurnal nasional atau internasicnal dapat ciberikan honoranum
kepada misra bestari /peer reviaw) sebesar Rpl.500.000 (satu
Juta limae ratus ribu rupiah) per orang per jurna..

b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalals,
Honorarium tim »enyusunan buletin atau majalah dapat
diherikan kepada penyusan can penerbit buletin atau majalah
herdasarlean surat leeputusan pejebat yang berwenang,.

Majelah adalah terbitan berkala yeng isinya Derbagal lipatan
jurnalistike, pandangan tentang topik axtual yang patut
Aikerahiii pembaca.

Bulctin adalah media cetale berupa selebaran atau majalah berisi
warta sing<at atau perayataan tertulis yang diterbit<an secara
periedilk yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi
tertentui.

¢, Henorarium Tim Pengelola Tesnologi Informasi atau Website,
Hunorarium tim pengelola tekmeologl informasi atau  website
dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis




G B [

jtidak termusuk mecia sosial) berdasarkan sura: Leputusan
xepala daerah. Websiie atau media sejenis tersebut dikelala nleh
pemerintah daerah.

Dalam hal pergelola teknclogi informasi atau website sudah
merupakan
diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai
dengar ketentuan persturan perandang-urdanzan, pengelola

teknologi informasi atau websie tUdak diberiken honorarium
dimaksud.

strukiur

organisasi

TABEL 12

tersendiri

dan

HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL,
BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE

telah

NO KODE URAIAN SATUAN BESAFAN
HONORARIUM TIM PENYUSUN
JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/
1. PENGELOLA TEKNOLDOGI
INFORMASI/ PENGELOLA
WEBSITE 2
Henorarium Tim Pamyusunarn
101 :
_ __{Jurael IR = (N T
8.1.02.02.01.0008 a. Ponangpung Jawao Crang/Terbiten | Rp500.000
8.1.02.02.C1.0008 b. Redakiur Crang/Terbitan | Rp£C0.000
2.1.02.02.01.0008 . Peryunring/ Editar Crang/Terbiten | Rp3C0.000
8.1.02.02.01.0008 d. Decsain Orafis ) Oreng/Terbiten | RplE0.000
8.2.02.02.01.0008 €. lotograler Oreng/Terbitan | Rpl £0.000
| 8.1.02.02.01.0008 f. Sekretariat Orang/Terbitan | Rpl 50,000
£.1.02.02.01.0008 g. Pembuat Artikel Per Halaman | Rp200 000
1.0 Honorariurm Tim Penyusunean
[ Buletin/Majalah
2.1.02.02.01 0008 a. Penangmmg Jawah Orang/Terbitan | Rp400 000 |
E.L.HE.DE.DI.E;GDB b. Redaktur | Orang/Terkitan | Rp300.000
2.1.02.02.01.0008 c. Penyunting/ Editor Oranz/Tertitan | Rp250.000
5.1.02.02.01.0008 d. Desain Grais  Orang/Tertitan | Rpl180.000
[£.1.02.02.01.0008 e. Fotografer Orang/Terbitan | Rp1R0 000
§.1.02.02.01.0005 f. Sekretariat Orang/Terbitan | Rpl150.000
8.1.02.02.01.0008 . Pembuat Artike. Per Halaman | Rpl00.000
[ Honorarium Tim Pengelcla
1.3, Teknologl Informasi/ Pangelala
Weosite k. et
2.1.02.02.01.0008 a. Penanggung Jawab Orang/Bulan [ Rp500.000
£.1.02.02.01.0008 b ERedalcoar COranp/Bulan | RpL50.000
8.1,02.02.01.0008 c. Editor Orang/Bulaa | Rp100.000
8.1.02,02.01.0008 d, Web Admrin Orang/Bulan | Rp350.00C
2.1.02.02.01.00C8 . Webh Developer Orang/Bulan | Rp300.000
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2

| 8.1.02.02.01.0008 |

. Pambuat Artikel

12, Homorarlum Penyelenggara Ujian.
Honorarium penyelengga-aan ujian merupakan imbalan diberkan
kepada penyusun naskeh ujian, pengawas ujian, penguji, ateu

pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai d=ngan kewenangan
pemerintah daerah,

] Per Halaman | Rpl100.200

TABEL 13
HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN
NO KODE URAIAN SATUAN EESARAN
1 HONORARTUM
. PENYELENGGARA UJIAN
Honorarium Penyelenggara
1.1.]8.1.02.02.01,0C06 | Ujian Tingksat Pencidikan
Tiagar
Penyusun atau MPembuar Haskah / ¥
§.1,02.02.01.0C08 Bahan Ujian Pelaaran Rpl150.000
§.1.02,02,01.0009 | Pengawas Uian CH Rp240.000
8.1,02,02.01,0009 | Perreriksa Hasil Ujian Shit Rp3.000
Mata Ujian
19 Honorarivum Fenyelengzara
e Ujian Pendidikan Menengah
8105 49 g1 abine; | TOERME MAT BeniEaat Naskah/ gy 90,000
Balan Ujiar FPelajaran =
2.1.02.02.01.0009 [ Penpawas Ujian OH Rp270.000
N il : Siswa/ |
2.1.02.02.01.00049 | Pemerikse 11.':1311 Ujian Natn Ulins | Ep7. 500 |

15. Honorarium Hegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (DIKLAT)
Honorarium kegistan pendidikan dan pelatihan (diklat) dapat
diberizan kepada penceramal, pengajar, penvusun maodul, dan

panilia penyelengparasn kegiatan pendidiken dan pelatinan scsua

leetentuan.

1. Honorarium penceramah dapat diberlan kepada penceramah
vang memberiksn wawassn pengetahuan dan/atzn sharing

experienice  sesual  dengan  keahliannya kepada  pescrta

pendidikan dan pelatinan dengan ketentuan sebagai bertkut:

a. berasal dari luar sataan leerja  perangkst daeruh
penyelengrara atau masyarakat;

b. berasal dari Jdalam  satuan kerja perangkat dacral

penvelengpara sepanjang peserta pendidikan dan pelatibar
vanz menjadi sasaran utama kegiaten beresal dari luar satuan
Lerju peronglat daerak penyelengpara;

. dalam hal penceramah terscbut berasal darl satuan <erja

perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honoracium
sehesar 50% dari honorarium gencerarmah,



- 136 -

2. Honorarium pengajar dapat diberikan xepada pengajar vang
berasal deri luar satuan kerja perangkat daerah penyelenpgara
atau dan dalam satucn learja perangkat daerah penyelenppara
dengan <etentuan sebagal berikut;

d. Homorarium dapat diberikan kepada pengajar vang herasal
dari lnar satuan keria perangkat deerah penyelenggara
sepanjang leebutuhan pengajar tidak terpenuhi darl satgan
kerja perangkar daerah penyelengga-a;

b. Honorarium dapat d'berikan kepada pengajar vang berasal
dari dalam satuan kerja perangkat dzerah venyelsnggara,
baik widyaiswara moupan pegawa’ lainnva, Dagi widyaiswala,
honoreriam diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam
fatap muka. Ketentuar jumlah minimal tatap muka zezuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Honararium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapaz
diberikan kepada ASN atau pihak lain vang diberi  tugas
menyusun redul untuk pelaksanczan kegiatan pendidikan dan

pelatihan berdasarkan keputusan kepala daerah. Pemberian
honorarum herpedoman pada ketentuan sebagai berilout:

8. bagiwidyaiswara henorarium diberikan atas kelebibian jumlah
minimal ‘am ‘tatap muksa sesual dengan ketentuan
perundang-undangarn;

b. satuan hiaya ini diperuntuikan bazi penyvusunan modul
pendidikan dan pelatthan bara atan senyempurnaan modul
lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul
diklat paling sedikit 50% lime puluh persen).

4. Panitia penyelenggarsan kegiatan pencidilkan dan pelatihan
(dildat) depat diberikan kepada panitia penyelenggacann yuang
melaksanakkan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan,
evaluatcr, dan fasilizator kunjungan serta hkal lan vang
menunjang penvelenggaraan pendidikan dan pelatiaan berjalan
dengan bal, Hetentuan honor penyelecgparasn leegiatan
pendidikan dan pelatihan sebagai berikut

a. merupakan tugas tambahan azau perangkapan fungsi bapi
yong cersanglratan;

b. dilakukan secara seleklif  Jdenpgan  mempertimbangkan
urgensinya,

c. jum.ah peserta 40 (ercpat puluh) orang atau lzbih, jumlah
penitia vang dapat diberilkan hornorarium paling tingg 10%
([sepuluh persern) dari jumlah peseria dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

d. jumiah peserra kurang dan 40 (empat puluh) orang, jumlah
panitia yang dapat diberikan honerarium paling banyale 4
[emnpat) orang; dan

e, jam  pelsjaran yang digunakan untuk  kegiatan
penyelenggaraan pendidizan dan pelatihan adalah 45 (empat
puluh lima] menit.
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TABEL 14
HONORARIUM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIELAT)
NO KODE URAIAN SATUAN | BESARAN _l
HONORARIUM KEGIATAN '
1. PENDIDIEAN DAN PELATIHAN |
(DIKLAT)
1.1 |8.1.02.02.01.0047| Penceramah OJP Rpl.C00.000
- Penpajar vang berasal dari luar
1.2 8.1.02.02.01.0047| (88 pa:n}relfnggara OJP Rpd00.000
| Pengajar yang berasal dari
1.3 (8.1.02.02.01.0047 2 al”fml il ;n}relmggﬂa OJF Rp200.000
14 8.1.02.02.01.0047 Penyusunan Modul Diklat Per Macul  RpS5.000.000
1.5 8.1.02.02.01.0047 | Irstmiktur Pelatihan OJP Rp40.000
- Faailitasi Diaya Sertifikasi |
: Pelatihan Berbasis Kompetensi |
B.1.02.02,01.0047| a. Peserta Pelatihan Orang Rpl1.500.000
5.1.02.02.01 0047| b. Tenaga Pendamping Orang Rp1.290.000
1.7 P.?,uitia Penyelenggara Keglatan
Dikciat
[1.7.1 Lama Dklat s.d 5 Heri
R.1.0202010047| a. Penanggure Jowab DK Rp450.000
B.L.DE.UE.DI.QG-#T L. Ketva / Waldl Xetua K Rp400,000
C|8.1.02.02,01.0047| c. Sekretaris 0K Rp300.000
8.1.02.02.01.0047| d. Angaota 1 0K Rp300.000
1.7.2 Lama D:klat G s.d. 30 Hari =
5.1.02.02.01.0047| a. Penanggurp Jawab DK Rp&75.000
. |B.1.02.02.01.0047]| b. Ketia / Walkil Ketua OX Rp&00.000 |
8.1.02.03.01 0047| ¢ Sekretaris oK Rp4530.000
8.1.02.02.01.0047| d. Angeala DK Rp450.000
[1:%.3 Lama D:klat lebih dari 30 Ha-i
8.1.02.02.01.0047| a. Penanggurg Jewab oK R»200.000
5.1.02.02.01.0047| h, Ketua 7/ Wakil Ketua UK Ro&00.000
5.1.02.02.01.0047| c. Sekretaris OK RpB00.000
8.1.02.02.01.0047| d. Anggota oK R2600.000
| 1.8 Diklat Pirepinan / Suukiural
8.1.02.02.01.0047| a. Diklat Pimpinan Il OK Epl7.500.000
_ 8.1.02.02.01.0047| b. Diklat Fimpinan [V OX | Rpl 7 500.000
1.9 |8.1.02.02.01.0047 Dilkelat Pclatihan Dasar Colongan oK Rp1 0000000
11 dan [II
1.10 Diklai Teknis /| Fungsipnal
BLOB L a0y - R emRaR fasncr OK | Rpl0.000.000
Certification
5.1.02.02,01,0047| b. Pelatitan Asesor BKN UK Rpl5.000.000
8.1.02.02.01.0047| ¢ Uji Kompetensi JET 0K RpZ.500.000
18.1.02.02.01.0047| d. Kemnpetensi Pemerintahan QK Rpi.750.000
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8.1.02.02.01.0047| e. Asessmen Pelaksana Ox Rp5.000.000
8.1.02.02.01.0047| f. Asesmen Pejabat Pengawas 0x Rpf.000.000
; g Aszesmen Pejakat -
$.1.02.02.01.0047 :"Ld,m.i:.itiLral]ur 0K Rp7.000 007
$.1.02,02.01.0347| h. Asesmen JPT Ox Rp6.000.000
8.1.02.02.01.0047| i. Assessmen Job Target Ox Rp10.000.000
8.1.02.02.01.0047| j. Keikutsertaan PKN Tngkat 1|  OX | Rp30.000.000
8.1.02.02.01.0047| L. Keikutserraan PKA OX | Rp22.000.000
5.1.02.02.01.0047| 1. Keikutsertaan PEP 0« Rp20 000.000
m. Keikutsertaan e
8.1.02.02.01.0047 Pengenbiangan Kompetensi Ox Rp4.000.000
n. Peserta Pelatithan
8.1.02.02.01.0047 Kompetensi Dasar Kader 0Ox Rpd 200.000
Posvandu
0. Pelatihan bagi Pelatih
8.1.02.02.01.0047 Keterampian Dasar bagl OxX Rp5.000.000
Kader Posvaadu e
£.1.02.02.01.0047| p. Pelatihan PMBA [DAK) 0% Rp7.000.002
8.1z 0% n10047| 9 Dees Totkait Reachalan 0% | Rp10.000.000
Hewan oy
85.1.02.02.01.0047| r. Bimtes budidaya ternak OIR Rpd 500 000
8.1.02.02.01.0047 s. Bimtex budidaya ternax R Ep2.100.000D
81265 0b. 0 gogy| & PEESepengriaivn palas 0K Rp3.500.000
ternak
81,0808 ot 0047 | *-Bestekpsagmlahan pakan OK Rp2.100.000
_ ternak
8.1.02,02.01.0047| EE;&E‘EE&?LH Orang | Rp15.000,000
B.1.02.08.21.0047| w. Bimtelt Terkait Kebencanaan Orang B 500,000

14. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten.
Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten dikerikan
sesnai denpgan kesspakatan kepada penyusun seal vang digunakan
pada pecnilajan tingkat lokal, meliputi soal yang beraifat penilaian
akademik, seperti spal ujian berstandar lokal, soal ujien, soal tes
kompetensi akadem k, soal calon aparatur sipil negers, dan seal
untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes monat, seal
vang mecngukur kecenderungan perilaloa, soal tes lompetense: zuru
vang non akademik, soal tes asesmer pegawal, soal Xomperens:
managerizl sesuai dengan kewenangan pemerintahan dasrah.
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TABEL 15

HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KARUPATEN

NO

KODE

URAIAN

SATUAN

HONORARIUM PENULISAN
BUTIR SOAL TINGKAT
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA

1.1,

1.4,

8.1.02.02.01.0010

| Kabupaten,; Kota

BESARAN

Honorarium Penyusunan Butir
Soal Tingzat Provinsi/

Per Butir Soal

Rp100.000

Honorarium Penyusunan Burir
Epal Tingkat Provinsi/
Kabupaten; Kota

3.1.02,02.01.0010_

2. Telagh Mater: Soal

Per Butir Soal

Rp45.000

18.1.02.02.01.0010

b. Telaah Baohaosa Seal

Por Butir Soal

Rp20.000

15. Petugas Upacara Hari Besar Nasional
Honorarium gpetugas: upacara hari besar nasional merupakan
imbalan yang diberikan kepads petugas dalam rangks kelancaran
pelalcsanaan upacars tersebut,

TABEL 16
HONORARIUM PETUGAS UPACARA HARI BESAR NASIONAL
NO EODE URAIAN SATUAN| BESARAN
1. HONORARIUM PETUCAS
UPACARA HARI BESAR NASBIONAL =
A KZGIATAN SELEKSI DAN
. PELATIHAN PASKIBRAKA
1 8.1.02.02.01.0029 a. Tenaga Kesehatan Qrdang Rpl00.000
5.1.02.02.01.0029 | b. Teraga Pelatih Orang Rp300.000
2.1.02.0%.01 0029 c.Ja=sa Porong Rarmbut Orang Rp30.000
Sl = Paskibraka | ]
3.1.02,02.C1.0029 d. Jaga Tala Rias Pask braka Orang Rp250 000
12 PETUGAS UPACAERA HARI BESAR
) NASIOMNAL .
8.1.C2.02.C1.0047 | a Fembina Ok Xpl.350.000
8.1.02.02.01.0047 b. Ferwira OK Xp1.350.000
8.1.02.02.01.0047 r. Komandan Upsears OK Rp400 000
8.1,02.02.01.0047 d, Petugas Upacara | Ol Rp250.000
E.1.02.02.01.0047 e. Petapas Upacara ll Uk Rpao0.000
| B.1.02.02.01.0047 | _f. Petugas Upacera Il ~|__ok | Rp250.000
£.1,02.02.01.0047 g Dirigen OK Rp200 000
i 5.1.02.02.01.0047 | L. Dligen OK RpS00.000 |
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16. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah,
Honorarium tim anggarar pemsrintah daerah dapat diberikkan
kepada anggota Him wang ditetapkan berdasarkan svrat Keputusan
Eepala Daerah, Jumlal anggota kesekretariatan peling barvak 7
(tujuh) anggote.

TABEL 17

HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

KODE

AL URAIAN SATUAN | BESARAN
HONORARIUM TIM
k. ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH
1.1 Honorariam Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
8.1.02.02.01.0012 &. Pembing 05 Ka3.500. 000
8.1.02.02.01.0012 b. Pengarah OB | Ra3.00C.000
4.1.02.02.01.0012 . Ketua OB Fo2,500.000
2.1.22.02.01.0012 d. Walkil Ketua - OB Fp2. 000,000
8.1.02.02.01.0012 €. Sekretaris OB Rpl.50C.000
8.1.02.02.21.0012 f. Anggota OB Rpl.300.000
19 Henorarium Seleratariat Tim
Anpearan Peruerintal Dacrah 1l
8.1.02.02.01.0012 a. Ketua OB Rpl.000.000 |
8.1.02.02.01.0012 h.  Sekrstaris OB RpQ00.000
8,1,02,02.01,0012 ¢.  Anppoia OB | Rp&00.000
B. SATUAN BIAYA BARANG PAHAI HABIS
1. Satupan Biaya Makan Dan Minom
a. Biava Makan dan Minum Rapat
TABEL 1%
BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT
NO KODE URAIAN SATUAN | BESARAN |
Biaya Makan dan Minum
$ Rapat Biasa )
8.1.02.01.01.0052 4. Makanan DK Ep4y.000
2.1.02.01.01.0057 bh. Snack DK Rp23.000 |
Biaya Makan dan Minum
a | Rapat Koordinasi Tingkat
Kepala Daerah/Eselon
I/Setara
| 8.1.02.01.01.0052 . MMakanano Chang/Hall | Repl 10,000
®,1.02.01.01.0052 b. Snack | Orang/Kall | Rp49.000
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b, Diaya Makan dan Minum Jamuan Tamun

TABEL 19
DIAYA MAKAN DAN MINUM JAMUAN TAMU

KODE URATAN SATUAN | BESARAN |
Biaya Makan dan :
8.1.02.01.01.0053 Minum Jamuan Tamu Palket Rp175.000
Harian '

Biaya Malkan dan
Minum Jamuan Tamu

Biasa
a, Snack Jamuan
d.1.02.01.01.005 i P et
: 0053 Tarnr Piaia Orang/Kali Rp23.000
3.1.02.01.01.0053 b. Maksil Jamuaan Cisanal Wall Psdd 650
Eralni s Tamu Biasa e : e

Biava Makan dan

Minum Jamuan Tamu
YIP dan VVIF

a., snack jamuan 1
2.1.02.01.01.0083 . :
tamu VWIP Dli_ng.f' Kal: Rp42.00C
h. makan jamasn ! [
- ! I:
2.1.02.01.01.0053 tarmu VVIP Orang/Kali | Rpl110.00

¢. Makan dan Minum Pegawai

TABEL 20
BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PEGAWAI

KODE TTRAITAN SATIUAN RBESARAN
8.1.02.01.01.005% | Makanan harian pegawal Qrang/Kali | Rpl0.000
R.1.02.01.01.0054 |Snack harian pegawei Crang/Kali| Rpl5.000
8.1.02.01.01.0054 [ Air Galon 3 liter Galon - RpZ0.000

T T 2
& LAEALOT Doed ([ SRR ARG TR ISES Dus Rp332.000
gelas
Air Mineral Kemasan 600
5 Dus Rp6d 000
5.1.02.01.01.0034 ml isi 24 botol s P
8.1.02.01.01,0054 | Maunin pegawai ~ Paket Rp250.000
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d. Natura
TAEEL 21
BIAYA NATURA
KODE URAIAN SATUAN BESARAN
1.1.12,01.07.00C1 | BFMT Palet | Rp500.000
Konsumsi Pasien dan ;
1.1.12.01.07.00C : d
i Pendamping TTK 'DAK) Sl Rp30.000
Snack Pasilen dan
3 | 1A 1201.070001 i 5
Pendamping TTK [DAX] o Rl aaiy
4 1.1.12.01.07.0001 | Nanura DAK NON FISIK Falcet Rp21.500
5 | 1.,1.12.01 07,0001 Natura DAK NON FISIK Fakel Epl&.500
6 | 1.1.12.01.07.0001 | Na.u-a DAK NON FISIK Faket | Rp350.000

2. Satuan Biayva Pakaian Dinas
a. Biava Paltaian Dinas KDH dan WKDH

TABEL 22
BIAYA PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH

EKODE URALAN SATUAN DESARAN

2 1.02.01.01.0050 a. Pakaian Dinas

Umnurn 1 'PDU 1 Stel R217.000.000

b. Pakaian Sipil

o, 1020101 0050
2059 |t arian (PSH)

Stel RE6.500.000

¢. Pekalen Sipi.

.1,.02.01.01.005 :
£.1.02.01.01.0059 Leagkep (PSL)

Stel Rp6.500.000

d. Palkaian Dinas

&.1.02.01,01.0059 Herian (PDH) Stel Rp3,500,000

e. Pakaian Sipil 4 =
8.1.02.01.01.0059 o = o0 Stel Rp7.500.000

£ Palkaian Batk | _
8'1'm'ﬂl'ﬂl'j'ng__’[;'aﬁisiﬂnaJ Stel RpS.000 000
41020101008 | 5 TealmBatl Stel Rp4.000 000

Tradisional -

L. Pakailan . o
8.1.02.01.01.0089 [, Stel Rp7.500.000
81.02.01.01.0059| i  Pakaian KORPRI| Stel Rp5.500.000
8.7 050701 0A%e | A, - FeEaRALSE Stel Rp9 500.000

Dacrah |
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b. Biaya Pakaian Dinas dun Atribut Pimpinan dan Anggota

Tradizional

DRFD
TABEL 23
BIAYA PARATAN DINAS DAN ATRIRUT PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD
NO KODE URAIAN SATUAN BESARAN
1 Pimpinan DPRD .
a. Paltaian Sipil
8.1.02,01.01.006 '
0 Harias (PE8) Stel | Rp3.500.000
- b. Palkaian Sipil
' 8.1.02.01,01,0060 - _—
L englear (PAT) Stel | Rp3.002.000
. Pakaian Dinas
8.1.02.01.01.0060| ° 5 50
- ST i Stel | Rp5.500.000
d. Pakaian Sipil
8.1.02.01.01.0060 . Stel
Resmi PSR) ¢l | Rp4.500.000
. Palkaian Sipil
8.1.02.01.01.0060| ° Stel
| Resiui [PSR) Shel [ RpS.9ta.000
8.1.02.01.01.0060| 1 Fakaian Batik Stel | Rp3.002.000
i “radisional g
IT 21 Anggeta DPRD :
: a  Palcaian Sipil
£.1.02.01.0° 0060 :
Harian (PSH] Stel | Rp3.000.000
_ h. Pacaian Sipil .
8,1.02.01,02.0060 R Stel | Rp3.000.000
’ Lengleap (PEL)
. ¢, Pakaian Sipil ;
8,1,02.01,01.0060 tel 4.000.
1 Sy Stel | Rp1.000.000
? " d. Paltaian Dinas
8.1.02.01.01.0060 il [BTSH) s_rel Rp4.000.000
8.102.01.01.0060| ¢ Pakaian Sipil Stel | Rp4.000,000
PR M Resmi (PRR) : ke
' f. Pakaian Sipil :
8.1,02.01.01.0060 R Stel | Rp3.000.0C0
: Resmi (PSR)
i .
810501010080 B PakslanBeti Stel  Rpd.000.000
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C. Blaya Pakaian Dinas dan Atribut Sekretaris Daerah

TABEL 24
BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT SEKRETARIS DAERAH
NO | KODE URAIAN SATUAN | BESARAN
: ; Pakaian Sipil Harian
1 8...020..01,
0061 (PsH) Stes] RpS5.500.000
. ! Fakaian Dinas Harian , -
2 |8.1.02,01.01.0061 (PDH) Stel | Kp4.500.C00
3 |8.1,02.01.01.0061 | Pakaian Korpsi Stel | Rp4.500.000
4 18.1.02.01.01.0061 | Pakaian Pramnka Stel Rp6.500.C00
d. Biaya Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
TABEL 25
BIAYA PAKAIAN DINAS LAPANGAN
NO HKODE URAIAN  SATUAN| BESARAN KET
Paxaian Dinas PAM
1 | 8.1.02.01.01,0064 Stel Rp530.0C 4
Lapangan (PDL. |~ Po30-0C0 | swawARSA
Paxaian Dinas i
2 8.1.02.01.01.0064 5 0 |
| A £, Lanangas (DL Stel Rl’.‘fl.:u‘:!U.U[.U | BFED

C. SATUAN BIAYA JASA KANTOR
1, Jasa Pelayanan Heschatan bagi ASN

TABEL 26

JASA PELAYANAN HESEHATAN BAGI ASN

SATUAN

NO KODE TRATAN EESARAN
[nsentif Puskesmas 3 s )
1 . 8.1.0..0306.0001 Arosbaya DAK NON FISIK Rupiah Rp92.152.000
msentif Fuskesmas
2. |81.01.03.06.0001 3Sangkalan DAK NCN Rupiah Rpli8.692.000
| FISIK - i
mzentif Puskeames : =
3 |8.101.0306.0001 murneh DAK NON FISIK Rupiah Rpl103.364.000
insentf Puskesmas Banjar _ R i
4. S.I.DL.ES.D?iUUDl LJ%KNUIMH&IE Rupiah Rp&4.684.000
Insentf Puskesmas Blepa : -
; .1.01.03.06, : Fupi Rpl111.203,
5 | 8.1.01.0305.0001 DAK NON FISIE upiah n 23.000
Inzentif Pliskesmas (Galis g e e
a8 |81.01.03.06.0001 DAK NON PISIK Rupiah Rpl02.616.000
Insentif Puskesmas Geger ; o i
7. 1810103060001 Fupiat Enl112.005.000
DAK NON FISIK [ ?




“ 1o

8.1.01.05.06.0001

Tongguh CAK NON FISIK

NO KODE | URAIAN SATUAN BESARAN
: Insentif Puskasmas .Jaddin 2
5. E.l,ﬂ'],ﬂﬁ.ﬂﬁ.ﬂﬂﬂl DAK-EEI” FISTE Euplﬂ.h R Tg?EDDD
Insentil Puskssmas Kamal
Q. | A.1.01.03.06.0001 : .
( DAK NON FISIK Rupiah Rp102.169.000
; ; Insentif Puslk=smas
10, | 8.1.01.403.06, : .
6.0001 Klampis DAK NON FISIK Rupiah Rpl30.4.9 900
Insenrtif Pusksamas
11. [8.1.01.02.06,0001 i :
| Koneng DAK NON FIgIK | RuPiah | Rpl18.527 700
Inzentif Puskeamas Koliop
12. 1 8.1.01.02.06, jal
01.03.06.0001 DAK NON FISIK Rupiah Rpl-ﬂrl_.Dt}iJ a0no
Insentif Puskesmas
13, 2.1.01.02.06.0001 | P
[ Kwanyar DAK NON FISIK | "oPi*i | Rpl20.758.000
Inzsentif Pusltesmas
14. | 8.1.01.023.06.0001 Ecdungdung DAEK NON Eupriah RIJQS.E“-T oo
FISIK
Insentif Puskasmas : s
15, 8.1.01.03.06.0001 Modung DAK NON FISIK Fupiah H‘pi."-ﬁ. F1e 000 |
Inzentif Puskesias
16, 8.1.01.03.06.0001 i L
Sepulu CAK NON FISIK Fimpih Rpioeael.ao0
Insentif Puskssmas Socah . , .
17. | 8.1.01.03.06.0001 _l'__'IAE_'C NON FISTK Fupiah Rp6s.833.000
hisentif Puskssmas
i ST
LE. 3.1.{}]-.(]3.06.[]0{}1 Sulcolilo DAK NON FISIK Rupiah REp90 921.000
Insentif Pusleesmas Tanah
T i X -
19. | 8.1.01.03.06.0001 Mereh DAK NON FISIX H'L'Ipl:.,l.'l_. Rpl123.078.000
Insentf Puskesmas
20, 1 8.1.01.C3.06,.0001 7 Rupiak BEpTl. g
Tongzuh DAX NON FISIK | WP PR 00
Inzentif Puslkesmas :
1 8.1.01.03.06.0001 o4 E R 0o
21. | 8.1.01.03.06.00 Tragah DAK NON FISIK | Rupiah pRY 363.00C
Insentif Puskesmas
22.| 8.1.01.03.06.0001 | Tanjung Bumi DAK NON Rupiah Rpl2l1.000.00C
FISIK - N
Inzentil Puskosmas
23 3 = iah Ep25. 841.000
23, | 8.1.01.03.06,0001 Surneh DAK NON FISIK upia P
msentif Puskesmas Blega , ) ]
K h Eps. 1 Vo000
24, 8.1.01.03.060001 SAK NON FISIE upis p 3 |
| msentf Puskesmas Geger ,
5 ; ; ; R ah REpl2.445.000
25.1 8.1.01.03.06.0001 DAK NON FISIE upia P
: nsent:f Puskesmas : .
.1 8.1.01.02.06. 4491, 1
26. | 8.1 L}l 03.06.0001 Klampis DAK NON FISIK Rupiah Rpl4.491,.100
Inzentif Puskesmas e
27.18,1.01.03.06.0001 et Rupiah Rp&, 238,300
Kenang DAK KON FISIK P P
Inesentif Puekeemas Hokop "
P - 1 3
23. 1 8.1.01.03.06.0001 DAK NON TISIK Hupah Rpls.445.000
29, LSRR S URWSEIAD Rupiah Rp17.721.000
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Tetap

NO KODE s URAIAN SATUAN EESARAN |
Ingentif Puskesmas
30. | 8.1.01.03.06.0001 | Tanjung Bumi DAK NOK | Rupiah Rp7.350 000
FISIK _
. Survay Axreditesi Rumah
31. | 8.1.01.02.06.0001 .tf" Paket RpiE0.000 000
Z Evaluasi Pesca Akreditasi
22, | 8.1.01.03.0€.
| 1 03.06.0001 Buriah Sait Paleet Rp8.000.000
2. Jasa Tenaga Pendidikan.
TABEL 27
BIAYA JASA TENAGA PENDIDIKAN
NO KODE | URAIAN SATUAN | BESARAN |
Henacrarium Guru Tidak |
1 18.1.02,02,01.0013 -
Tetap OB RpoD0.000
Hencrorium Pegawai Tidak
2 |18.1.02.02.01.
2.02.01.0013 Tetan Kepeaditian OB Rp&00.002
Pemberian [nseatif Guru
32 |18.1.02.02.01,0013 ; ; oB 200,
Madin dan Guru Ngaj: RpRD 00
Honorarium Einerja
4 | 8.1.02.02.01.0013 | Kepalu/Guru TK/PAUD oB Rp200.000
Non PNS
Honorerium Kinerja (furs
5 |8.1,02.02.01.0013 | o> TS Jenjang OB Rp1.000.000
s e A2 pendidikan TX, SD dan b
SMP — . — B L T ERRE—
6 [8.1.02.0201.0013| Guru Madin dan Gura Ngaji OR Rp200. 000
Pemberian Insendf Guru
T |8102.0201.00L3 . ; it OB Rp230.000
Medin den Guru Ngaji P
& |si0somoncuns| DOMT A Peganal Lok OB Rp2.200.000
Tetap Kependidilean
o @1 gainioy pors| TTOROTREAIL TEgRwh: dl0as OB Rp200.000
Tetap Kependidikan
Honorarium Pezawai Tidak _
1.02.02.01, A B KA. oun
10 |:8.1.02.02 D_ DG].S- Te:an Kependidikan e
11 |6:0.06 006, p01S | PUReratism Peaawnl ida OB Rp750.000
[ Tetap Kependidikan
12 |8 1.02.02.01.0013 Henerarium Pepowal Tidak OB Rp1.000.0C0
Skl P Tetap Kependidikan g
13 | 8.1.02.02.01.0013 | Honorarium Pegawal Tidak | Rpl.200.0C0
Tetap Kependicdilian
Honwerariam Pegowad Tidale i
.02.01. 0B Rpl1.500.000
14 | 8.1.02.02.01.0013 Tetap Kependicikan pl.a '
18 '8/1.0%.02.01 poia | FlonarrRm Gury Tidak OB Rp2C0O.000 |
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o |

KODE E URAIAN SATUAN  BESARAN
; Honorarium Guru Tidak ;
16 8.1, s f
1 8.1.02.02.01.0013 it CB Rp600.000
Honorarium Guru Tidak
L3 L
_1._ 8.1,02.0201.0013 Tetap OB Rp7350.000
: : Heomorarinm Guru Tidale
18 | 8.1.02.02.01.0013 Tetap OB Rpl.000.000
: . o | Honoerarium Guru Tidak
19 |8.1.02.£2.01.00:3 Tetap QB Rpl1.200.000
P - | HAonorarium Guru Tidalk
20 |8.1.02.04.01.00.3 | Tetap 0B Rul.500.000
Belanja Jasa Pegawai
Pemerintah dengan
21 | 8.1.02.02.01.0013 | Perjanjian Kerja [2PPK] | OB Rpl.225.000
Paruh Waktu pada jabazan
i Guryu
Belanja Jasa Pegawai
Pemerintah dengan
22 | 8.1.02.02.01.0013 | Perjanjian Kerja (PPPK] OB Rpl.225.000
Paruh Wakm pada jabazan
tenaga kependidikan
3. Jasa Tenaga Kesehatan
TABEL 28
BIAYA JASA TENAGA HESEHATAN
'NO KODE . URAIAN SPESIFIKAS] |SATUAN | BESARAN
; ; Jasa Tenapa = ;
¥ " - cl ]
L[ 6.1,02.0:.01 0014 TNE Perawat 0B Rpl.900.000
2 | 8.1.02.02.01.0014 | 1288 Tenaga Perawat CR Rp750.000
Kesshatan
J = T Lo
§ | 810200000014 |27 TR Perawal CB Rp700.000
Keschalan
4 | 8.1.02.02.01.0014 | 353 Tenage Perawat OB Rp500.000
Kesehatan
Jasa Tenaga f .
s . " b1 4 ]
5 B.I.EE.DE_CI.?{]M Kesehatan Bidan CB Fpl. 200,000
: Jasa Tenags ; =0
6 |8.1.02.02,01.0014 |~ . Bidai. OB F.[J..Jﬂ.f}l_ﬂi
. Jasa Tcnags S =
7 | 8.1.02.02.01.0014 e Bidar OB Ep700.000
& |8.2.02.02.01,0014 fiﬁ;‘;ﬁi‘gﬂ Fidar. OB Rp500.000
| B ) &, T-l ; h I
9 |8.1.02.02.01.0014 | 252 Tenaga Dolcter (PTT] 0B ‘ EpS.?’E-I]_'.'}Gﬂ‘
| Hesehatan
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NO KODE URAIAN SPESIFIKASI | SATUAN [ BESARAN
Jasa Tenags
10 | 8.1.02.02.01, g _ E
i s St PR Dokte: CB Rp2.500.000
& Jasa Tenaga
11 | 8.1.02.02.01.0014 Hinshatar Dolkter oB Rp2.050.000
: p Jasa Tenapga
12 | 8.1.02.02.01.0014 Ksschatan Dokter OB Epl1.800.000
" o Jasa Tenaga =
13 E.I.GE.Hﬁ,Dl.DGIt st Dokter 0B Rpl.5C0.000
iy Jaga Tenaga Tenaga Kesehatan
14 | 8.1.02.02.01.0014 iy ¥ :
=7 | Keschatar Poryuluh s ik
Jasa Tenaga
15| 8.1.02.02.01.0014 A :
3 Keashatan poteker OB Rp1.9Q0.002
. Jasa Tenaga
1 .1.02.02.01.0C A T
b | 8.1.02.02.01.0C14 Eearhatat { pﬂt:-:l-:er OB Ep750.000
Kontralkk Tenaga
17 | 8.1.02.02.01.0C14 ;::izzhj:;?ga Kesehatar OR Fpl 400,000
j Lainnya BLUL
Koniralk Tenaga
18 | 8.1.02.02.01.0c14 | J258 Tenaga Kesehatar. OB Rp750.000
Kesgehotor :
Lainnva BLUD
e Jasa Tenaga
19 | 8.1,02.02.01.0C Sanitari ]
2.01.0C14 Keschatar (BOK) Te.r-]ellga Sanitarian 0B Epl.900.000
v Jasa Tenaga Tenaga Giz: |
20| 8.1.02.02.01.0014 : o i L0000t
i Kesehatar (BOK] Nulris.onis) £2 k200000
Jasa Tenaga Tenaga Promosi
21 | 8.1.02.02.01.0014 7 3
s Kezsshatan (BOKI Kescshatan i o N iy
: Jasa Tenapga Tenaga
i | BANBUERLO0I | s ctatur matsi Fpideraialog e e
T Teris Tenapga Keschatan
L1.02.02.01. 4 205 Masvaraks ] L9000 DO
3 8.1.02.02.01.001 Keschatan (BOK| | '[:LH%-HI-:[H-::[ L = Epl. 900 pog
| Lainnva
Jasa Tenage Tenaga Penrbantu
) '\ ~ e
24 . 8.1.02.02.01.0014 Kesehaten (30K] [:’cngclcla B REpl.800.000
Keuangan
Jaza Tenaps Tenaga Anali= :
) 18] = Hpl 900,000
0, R A R Ecachatan (20K Laboratorium . i
Pzrawat
26 | 8.1.02.02.01.0014 | Eonkesdes Perawat e} Rp435.000
Sharing
Kabupaten =
Jaga Tensga Tenaga Keschatan
97 | 8.°.02.02.01.0014 | Kesehatan L” . | 0B | Rpl.903.300
- | Lingloangan ingkungan
Perawalt ;
28 1020201 0014 Pe t OB Enl 550000
b ' | Ponkesdes i ¥ l
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Kesenalan

|Penangzung
Jawab BOKH]

NO KODE URAIAN SPESIFIKAS] | SATUAN BESARAN |
Delkter Thnum
! Jaasa Tenagza Dokter Cigi
A2 R AR Kesehatan |Tenaga Koatrax S Ead.RR000n
BLUD)
Digleter Umum |/
e Jasa Tenaga Dakter Gigi -
30 &.1.02.02.01.001<« f ey (fenaga Koateak OR RpZ2 050000
BLUD)|
Jasa Tenaga Persliam Medis
J1  8.1.02.02,01.001= Menaga Koatrak B S Rp250.000
Kesehatan ;
BLUD)|
JiEa TeRESA Perekam Medis
32 | £.1.02.02,01.0014 Tenaga Kontrals OB RpI00.000
Kesehatan ,
BLUD!
Terapis
Jasa Tenaga Alupuntur " ,
33 | 8.1.02.02.001.0014 | /0, Ratags Eanbalh OB Rp2350.000
DLUD)
[erapis
o Jasa Tenaga Alapuntar
A 020801064 Kenehatnng Tenaga Konrtrak oB By
BLUD)
Juea Tenage N'.ltrisriunia L
A5 | 8.1.0202.01.0014 S (Tenaga Xontrak CB Rp250.000
BLUD)
Wutrisionis
36 | 8.1.02.02.01,0014 | 25 Tenzga {Tenaga Kontrak uB Kp502.000
Keselatan BLUD)
Penyalub
Jasa Tenaga Keseharan/Tenags i -
e e KEEEI’IB.‘ZS_HE Promkes (Tenaga 2R Epasiind
Hontmak ELUIDY
Pensymulah
Jasa Tenaga Kesehatan /Tenaga : - .
38 | 8.1.02.02.01.0014 Kesﬂhataﬁb B e e enam OB Rpa00.000
Kontrak RLIUIT
. Asisten Apotcher
30 | 8.1.02.02.01.0014 | D253 Tenaga (Lenaga Kontrak OB Rp250.000
Keschatan BLUDI |
20 | 8.1.02.02.01.0014 ;1';;;“:51 Ar?jifk EEEEE]“ OF Rp750 0 ;I
[ i Honorarium
- Pengelala
41 | 8.1.02.02.01.0011 i Keruangan BOKE Bulan Rp700.000 |
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NO KODE URAIAN SPESIFIKAS] | SATUAN | BESARAN
Henorerium
Pergelola
Jasa Tenagza
42 | €.1.02.02.01.0014 3 ® 1 3
Kesehatan reuangan BOKD Bulan K2600.000
[Ketua Pelaksana
ROKR|
Honersrium
i Pengelola
J T
43 | .1.02.02.01.0014 | =% “Ho8% Keuangar BOKB | Bulan  R2500,000
Kesehalan : :
[Sekreta-is
Felaksana BOKT)
Heonorarium
Pengelola
Jasa Tenapa Kenangan ROK= .
43 §£.1.02.02.01.001+ = T
ok Kesehatan (Keordineter Baan Rp430.000
Eidar.g Pelaksana
BORKD,
Hemoarzrinm
J P Pengelola
45 | 8.1.02,02.01,0014 |28 1S0AEA Keaangan BOKB | Bulan Rp400.000
Kegehatan
(Anggota
Pelaksana BOKB)
Jasa Tenaga Jaea Pengolahan :
] ; Rp25.000
46 | 8.1.02.02.01.0014 R Baisont Meis Eg Rp25.00
Belanje Jasa
Pezawai
Pemerintah
Jasa Tenaga dengan Perjanjian < oa
.1.02.02.01.0014 2 o Ep..225.000
Bl SRR LA Kesshatan serja [PFPK) B
Parilk Walca pade
jabaten teneage
kesshatan
4, Jasa Tenapa Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
TABEL 29
JASA TENAGA LABORATORIUM
NO | KODE URAIAN SATUAN  BESARAN |
1 l&voeononome |Coneriigaan dodte Faceld | o el Rp1.000 000 |
Paralvsis |
Pengujian lsbaratoriiim
2 | 8.1.02.02.01.0016 | sampel produk hewan Total | Sampel Rpe0.000C
Plaze Count (TFC) ‘
s |adaozsionie |TTREHIARRONOIERRE] Sampel Rpl 50,000 \
sampel Colilorm _
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| NO | KODE URAIAN SATUAN| BESARAN
' L Penpujian lahorata=-ivm
4 | 8.1.02.02,01.0C016
= sampel Escherchiz coli Samipe] Rp150.000
: | Pengujian laboratorivm
5+ 8.1.02.02.01.0C16 : 3
4 sampel Enterocacei Sanmpel Rp30.003
_ Pemeriksaan preduic asal :
£ _E.I,UE.DE.DLDE 16 biewan | Sampel Rp45 000
| Operasional Pengambilan
7 | 8.1.02.02.01.0016 : i
Sampel Pal . Sanroel Rp25.000
5 Operasional Pemeriksaan Uji
8 |8.1.02.02.01. ) ;
02.02.01.0016 Wit s Ekor Rp20.000
Operasicnal Pemerilksaan
g |8.1.02.02.01.2016 ; '
Mutu Bibit Ternak s i
Jasa Uji Laboratorium
10 18.1.02.02.01.0016 | Pameriksaan Sampel Pakan | Samel Rp4'75.000
(Uji Proksimat)

11 | 6.1.02.02.01.0018 [7ji Kualitas Air Badan Air _ Titile RpE44,000 |
12 [8.1.02.02.01.0016 | Uji Kualitas Udara Titik Rp1.925.000
13 |8.1.04.02.01.0016 | Pemeriksanaan air bakterial | Sampel Rpd00.002

14 | 8.1.02.02.01.0016 | Pemeriksaan kimia Sampel Rp750.000

B = . ;

15 | 810202010018, | TENETHeRAS kualies Xy Sampel Rpl.145.500
Liersih

15 | et nons oo L AeasRkesiEs w Sartpel Rp550.000
hrakal: 000 el N S|

17 | 8.1.02.02.01.0016 | Uji Kualitas Air Laut Sampel Rp'.250.000

18 | 8.1.02.02.01.0016 Z:f’enk&am BRI ERUER: | ol Rp..683.500
Pe il lazalit dara | |

15 |§ 1 a 000 a01s |t roant] SRanNERET ouit Rp1.943.000
Udara ambien

a0 |.&.1.02.02.01.0015 | ECarkeaRn kugias udara 3| o0 Rp895.000

Udara ruanpg
| 20 | 8.1.02.02.01.0016 |Femerianar kuslies udara ;| oo ng) Rp3.000.000

‘Emisi genset

21 |8.1.02020100105 E;;i;{uahtﬂs Hparaloxid Sainpel Rp7.5381.500

22 | %1.0202.01.0015 E—t'i‘k"{“ﬁj’t“ Udara2.5:2 | Sampel Ru6.650.000
Pengﬂndaliaﬂ infeksi

23 | 8.1.02.02.01.0018 | nosokomial | Farameter Sampel Rpd00.0C0
makan
Pengendalian infeksi

24 [R1.0202.01.0016 @nosckomial ;| Parameter Sampel Rp600.000

. minuman

FPengendalian infeksi

25 | 8.1.02.02.01.0016 | nosokomial ; Parameter usap | Sampel BR300, s
alat masak




